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Perjalanan waktu tak wubahnya detak jarum jam, seperti
“Cakramanggilingan” terus berputar meninggalkan yang telah berlalu,
penuh liku bak “luk sajroning keris” menjadi kepingan sejarah bagi tiap-
tiap lembar kehidupan bahkan mungkin lebih tebal dari
“Negarakertagama” dan “Babad Tanah Jawi” bila diceritakan semuanya.
Begitupun waktu yang telah aku lalui penuh liku, penuh halangan
rintangan, suka dan cita dan hingga kini aku telah menapak dunia baru
dan mungkin adalah awal dari kehidupanku yang sebenarnya. Aku yakin
dengan hidup ini, seperti aku yakin akan adanya “Bagaskoro kang jumundul
ing poncoting bumi”. Karena Perjalananku adalah “mampir ngombe” di
dunia ini, “gemi nastiti lan ati-ati buncine”, “eling lan waspodo” itulah
senjatanya, menjadi orang “kang sekti mondro guna, hora tedas tapak paluning
pande, tansah mendat joinoro menter” tujuaanya, “mulat sariro hangroso wani”
adalah jalanya, hanya sekedar menemukan “jamu kalimasadha” seperti
Werkudoro maupun Harjuna menuju “sayektineng dzat kang Agung kang
murbeng dumadi kang siji kang akaryo jagad moyopodo”.

Untuk mencapai itu “kawah condrodimuko” tempat latihanya, dan
apa yang telah aku lalui sekarang hanya sebagian kecil dan bahkan
aku mampu untuk “sakti tanpo aji-aji, ngluruk tanpo bolo, menang tanpo
ngasorake”. Aku sadar masih jauuuuh, jauh sekali dengan kesempurnaan
itu. Untuk mencapai itu semua tak sedikit pula anugrah “Gusti Allah kang
murbeng dumadi” yang dikirimkan kepada ku dalam bentuk makhluk-
makhluk terpuji insan-insan suci dan penuh “welas asih” yang sekiranya
tidak dapat aku eja satu persatu namanya di kertas ini, namun demikian
dalam halaman yang tercecer ini aku hanya mampu mengucapkan terima

kasih kepada :
Gusti Allak, Gusti Pangeran fu Gusti Junjunganiu
Rosulluloh Muhammad S AW tulodho

> Orang 7aa : Bapak ibuk, yang selalu aku cintai, anak mu kini sudah
menjadi sarjana, suatu tingkat pendidikan yang tidak diperoleh
Bapak dan Ibuk. hanya dengan kasih dan sayangmu lah, sedari aku
belum ada didunia ini sampek sekarang yang menjadikan aku
mampu berdiri sebagai Yoga yang sekarang ini, seperti yang Bapak
Ibuk lihat sekarang ini. Dek Ilham dan Dek Dimas yang aku
sayang, teruslah tumbuh dewasa menjadi adikku yang aku
banggakan, Mbah Kakung Sarjono, Mbah Pariyah, Puh Yoyok,
Mbak Tin, Pegi, dan Keluarga Besar Trah Ahmad Tohir, semuanya
adalah kekuatan spiritual bagiku hingga aku dapat berdiri tegak
seperti sekarang ini.



Talang Rasahf hu Tercinta Desi Ratna Salistyowat/ : Adinda Echy,
yang senantiasa mendampingiku dalam susah dan senang, tak
terasa 7 tahun kita mengikat diri selama itu pula sudah terlalu
banyak hal yang tidak mampu aku tulis dalam kertas ini, yang jelas
hanya ini yang mampu aku kadokan buat adinda, dan semoga
hanya maut yang akan memisahkan kita. Adin, mohon dimaafkan
apabila nda selama ini ada kesalahan dalam ucap dan sikap,
semoga adin juga cepet nyusul nda, meraih gelar sarjana.

Keluarga Besar Mbak Vit dan Mba/: Mama dan Papanya adinda de
Jember, Dek Yohan, mbah yit, mbai, mbak Yuk, om Mursodo,
Mbak Ning, Bima dan Arjun, trimakasih Om tentang pelajaran
untuk menjadi entreupeneurnya, semoga apa yang telah saya
dapatkan dari Om dapat menjadi manfaat bagi saya kelak.
Keluarga Besar Mbak Paideff : Mbah Dek, kenangan pada rumah
bambu beralaskan tanah liat, dengan aroma asap dapur yang khas,
penuh filosofi hidup yang sederhana, suasana rame Mbok Wek,
Mbok Mah, Mas Is, Mbah Koes, Mbah Mut, Dian dan senyum
ramah yang selalu hadir dalam keluarga njenengan adalah sebuah
pengalaman istimewa dan inspirasi penyelesaian skripsi saya.
Keluarga Besar Bpk. Sarwono : Bapak Sar, Ibu Sar, Mbak Lia, Pinot,
ucapan trimakasih ini gak akan ada artinya bagi Bapak sekeluarga,
namun mengenal bapak dan kehadiran keluarga bapak dalam
lembaran hidup saya, adalah inspirasi bagi Yoga muda sekarang
untuk menuju Yoga tua nanti. Matur nuwun juga Pak Sar atas
pinjaman buku-buku tentang kejawen dan feodalisme jawa...

Mdak Niggen - thank baget pinjeman buku-bukunya yang buanyak
banget, ampek gak kebaca semua lho mbak...cepet nikah yo
mbak...

Sedular Teletubies % Seranghali : Teletubies adalah pelangi yang
paling indah yang pernah aku liat, rasakan dan aku temui dalam
kehidupanku di Kampus FIA UB, hingga saat ini. Andy sang
intelektual beserta Mbak Yu Tiara, suwun-suwun sarapan ayam
goreng kecape yo, Ayik...jo ngantukan yo..Andhyka sang ulama
sejati, pelajaran tentang ketaqwaan dan keimanan gak akan ane
lupa Dhyk selamat menempuh hidup baru juga dengan sang Istri,
Uki sang Gaul Gokil abis, jangan capek ngrasakne kelakuan ku
yang aneh yo Mas..semoga harapan sampean jadi esmut segera
tercapai. Semoga Gusti Allah mempertemukan kita lagi kita Ber 4
dalam kebahagiaan dan keberhasilan... Amin...

2lub Tandon Gokid : Cah...suwun banget panggone ngenger aku

selama ni, Mas Eric ToLenk, dalam kegelapan itu kita masih punya
iman mas, cepet nikah ma mbak Myla yaa...Mas Uki Ucil, Uki aku
wes akeh ngrepotkan awakmu dari pertama kenal sampek



sekarang banyak hal yang aku blajar dari awakmu, ndang nikah ya
ma Mbak Rizky tgl 10-10-2010, Mas Kid Ambul, pemain watak
culas tapi apikan banget mesti gelem tak ajak pencak, ndang di
nikahi tu Mbak Ambin, Candra Woke, jo nylindit maneh yo le
dijaga tu Dian...Elga Pencenk, sang menteri di negeri Tandon,
suwun yo cenk, pinjeman uange pas aku lagi bokek, Aulia
Genthonk, ndang di tambakne mumete yo,,ndang golek bojo
koyok hanik po piye gitu, Hamdan Wakong, jo pancet turu
ae...pasangan gokil Akvin ma Fahmi Hayo, cepet nikah
y000o0...(masih inget kan?jangan liat orang dari luarnya saja), Imam
tompo, jo pancet urip dewe ae mam...Tandon Gokil

Now Way Oat Conspiracy . thanks banget atas tumpangan golek
upo ne yo bos..meski sejenak aku berlabuh di perusahaan sampean
tapi banyak pelajaran yang aku peroleh, Bos BG aku siap mijet neh
mas, Mas Ryo...aku selalu siap jadi tempat curhate sampean, tapi
nek capek gak sah sungkan njaluk pijet yooo, Bayu Nyondong
“pokoke nak udhuuuh,,Wuidhuh”, Uki sang lelananging jagad
heeeh Mok Boool,, Mas Lenk, sang pejuang cinta sejati
“Reee...Pooot”, Mas Feri, dan Lutung Gaung.

Seduluran Disma . Semua Disma dari berbagai angkatan, tetap
Disma Bersatu tak Bisa Dikalahkan...Disma Bersatu tak bisa
dikalahkan...

Teman-Teman Fia Pubdif 200% - thanks banget atas segala doa dan
dukungan selama ini, hanya maaf yang bisa aku ucapkan disini,
saudara sebangsa dan semahasiswa FIA UB tetap jaya di darat, laut
dan udara.

G s Al AT s as=m e ST Jiy



RINGKASAN
Yoga Ferdana, 2008spek Feodalisme Dalam Perumusan Kebijakan Publik
(Studi pada Desa Pulerejo, Kecamatan Bakung, Kabupen Blitar),
Pembimbing: Prof.Dr. Soesilo Zauhar, MS dan Drw®ewo, M.Si, 94 Hal + xviii

Fenomena feodalisme jawa telah mewarnai perjalahaup bangsa
Indonesia, baik dalam sendi sosial, poltik, buddga ekonomi. Penelitian ini
dilakukan atas munculnya pemaknaan negatif terhagayses perumusan
kebijakan publik yang terdapat nuansa feodalisme.

Bagaimana pola hubungan antara pemimpin dengan amssy untuk
merumuskan suatu kebijakan publik yang didalamey@apat nuansa feodalisme
pada masyarakat tradisional seperti di di Desa rjoleKecamatan Bakung
Kabupaten Blitar. Penelitian ini bertujuan mendigskan serta menganalisis
secara kritis tentang persepsi masyarakat mengeaaalisme jawa dalam
perumusan kebijakan publik sebagai salah satu bkepioses kehidupan
bermasyarakat dan berbangsa di Negara Indonesgdilkukan melalui studi
pada Desa Pulerejo, Kec.Bakung, Kab. Blitar. P&aeliini difokuskan pada
aspek proses masyarakat dalam menjalankan penmemmtdesa. Penelitian
dilakukan melalui pendekatan kualitatif (pemahanm@mdangan, dan tanggapan)
para informan di lapangan yang menghasilkan dasrigiif, yakni gambaran
tentang kehidupan feodalisme jawa pada pemerintalesa Pulerejo. Data
tersebut diperoleh melalui wawancara mendalam dengara informan,
disamping studi dokumentasi, dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan, Persepsi masyaralesalPulerejo mengenai
feodalisme jawa dalam perumusan Kkebijakan publikaledd merupakan
perwujudan pola hubungan yang disebut sebagai Mmaling Kawulo Gusti.
Tahapan perumusan kebijakan publik di Desa Pulesmpara mengikuti tata cara
perencanaan kebijakan desa yang terdapat dalana Ratliipaten Blitar No 8
tahun 2006 yang terdiri dari, perencanaan kebijakpenetapan rencana
kebijakan, pengendaian pelaksanaan rencana kebijd&a evaluasi renacana
kebijakan. Serta peradhareholdemperumusan kebijakan publik di Desa Pulerejo
dalam menemptakan feodalisme pada posisi yang w@iksanakan dengan
melihat situasi dan kondisi dan masalah yang akamdskan sebagai kebijakan
publik.

Terkait dengan itu, saran yang ditekankan yaituMasyarakat Desa Pulerejo
perlu untuk lebih memahami lagi makna feodalismeajadalam konteks
perumusan kebijakan publik, tidak harus menyeraganpgersepsi dan menutup
perbedaan akan tetapi dengan pemahaman yang benamempunyai alasan
yang jelas maka akan timbul kearifan dan kebijakasa dalam memaknai
feodalisme jawa dalam konteks perumusan kebijakdolikp(2) Perangkat desa
Pulerejo hendaknya tidak hanya bekerja bukan kaeagaa belakang ketokohan,
senioritas dan kemampuan karismatis namun jugau penemperhatikan
profesionalisme kerja namun tidak mengesampingkakna budaya daerah
dengan menghormati adat-istiadat yang ada pada [Pesgerejo. (3) Para
shareholderkebijakan publik di Desa Pulerejo perlu lebih mearahapa yang
telah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan dalkamteks perumusan
kebijakan publik di Desa Pulerejo.



SUMMARY
Yoga Ferdana, 2008Aspect Feudalism In Public Policy Formulation
(Study at Countryside of Pulerejo, Bakung, Blitar) Lecture: Prof.Dr. Soesilo
Zauhar, MS and of Dr. Sarwono, M.Si, 94 Hal.+ xviii

How the pattern of leader and society to make gdi@@mulation, which
concerning of feudalsm. Feudalism phenomenon o jaave coloured journey of
Indonesian nation life in each;every its jointspdoess in social joint, politics,
economic and cultural. Since the happening of mfohence effort to shift
feudalism understanding become news where which femeé bad image if
applied in governance concept in Indonesia eithegavernance of center to
areas.

This research aim to describe and also analyseatiyt about perception of
society concerning feudalism of jawa in formulatminpolicy of public as one of
[the] societal life process and nation in Indoaegihich is through study at
Countryside of Pulerejo, Bakung, Blitar. This resbais focussed at society
aspect process in running governance of countrysides research through
gualitative approach ( understanding of, view, eochments) all informan in field
yielding descriptive data, namely picture about libf feudalism of jaw at
governance of countryside of Pulerejo. The Dataaiobtl to through
circumstantial interview with all informan, besid®ocumentation study, and
observation.

Result of this research show, In Countryside spqetspective of Pulerejo
concerning feudalism of jawa in formulation of pyliof public is viewed as the
rulling class and pattern of corelation which cdlg as Manunggaling Kawulo
Gusti, which imprecise in fact if applied in courgskformulation of policy of
public fully. Formulation step of policy of publimm Countryside of Pulerejo
follow planning procedures of policy of countrysidéich there are in Perda sub-
province of Blitar No 8 year 2006 which consist @inning of policy, stipulating
of policy plan, operation of execution of policyapland evaluation of policy plan.
Role of Shareholder in public policy formulation @ountryside of Pulerejo in
correct feudalism to take on course executed seetext, condition and situation
exist in problem to be formulated as public policy.

Related to that, emphasized suggestion that i3:Jotiety Countryside of
Pulerejo need to be more comprehend again meaalfeodof jawa in context of
public policy formulation, do not have to uniforrergeption and close difference
however with understanding of real correct and htheaeason of clear hence will
arise and wisdom of wisdom in meaning feudalisnjaefa in context of public
policy formulation public. (2)Peripheral of courgige of Pulerejo should not
only working because of figure background, senyoaind ability of charisma but
also require to pay attention professionalism wodk do not overrule cultural
meaning of area by respecting tradition exist iru@oyside of Pulerejo. (3) All
shareholder policy of public in Countryside of Raje need more comprehending
what have been done and what will be done in contéxpublic policy
formulation.
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Fenomena Feodalisme Jawa seakan menjadi rahasian utalam dunia
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara masyarakat Jawa maka peneliti akan meialikan ini dari siapa
sebenarnya masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa tidektibyang menjadi
penduduk pulau Jawa, apabila diamati maka pulaw Jawdiri atas Jawa Barat,
Jakarta, Jawa Tengah, Jogjakarta, dan Jawa Tirawa Jimur adalah sebuah
provinsi di bagian timur Pulau Jawa, Indonesiakdianya adalah Surabaya. Luas
wilayahnya 47.922 km?, dan jumlah penduduknya 3¥181 jiwa pada tahun
2005 (http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Blitar). Jaw Timur merupakan
provinsi terluas diantara 6 provinsi di Pulau Jagka) memiliki jumlah penduduk
terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Banaf Janur berbatasan dengan
Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudradit di selatan, serta Provinsi
Jawa Tengah di barat. Wilayah Jawa Timur juga m&liBulau Madura, Pulau
Bawean, serta sejumlah pulau-pulau kecil di Lawtalalan Samudera Hindia
(http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Blitar). 8angkan yang disebut orang
Jawa(uwong Jowo)yaitu penduduk asli bagian Tengah dan Timur pulawa
atau dalam arti yang lebih mudah orang Jawa ageaduduk asli Jawa Tengah
dan Jawa Timur (Suseno, 1996, h11).

Secara umum Orang Jawa sendiri membedakan duaggwi@osial seperti
yang ada pada (Suseno, 1996, h12) bahwa terdagalb@gan pada masyarakat
Jawa yaitu (1uwong cilik(orang kecil), terdiri dari sebagian besar mastarp
dan mereka yang berpendapatan rendah dikota, daka(@n priyayi dimana
termasuk kaum pegawai dan orang-orang intelektGalm priyayi danndoro
yang hidup dengan serba ada dengan mendapatkandigandformal dan
informal yang lebih modern menjadi lebih berkembadgngan segala
pembaharuan pola hidupnya dengan sedikit demi isedié&lakukan akulturasi
budaya sehingga menjadi masyarakat jawa yang Ieloitlerat dan berdomisili
banyak di lingkungan perkotaaiRégent and priyayi are sometimes discribes as
representative of urban culture, and they did fqurant of the supra-vilage social
and cultural stratum of Java(Sutherland, 1979, h19%ecara sosial, masyarakat

feodal masih sangat tergantung adanya pemimpin manghormati benar



hubungan hierarkis berdasarkan latar belakangnterté&arena pada umumnya
manusia Jawa (terutama generasi tua) merasa sthkgdtkehilangan identitas
etnisme kultural ini menurut Hardjowirogo dalam (yana, 2005, h.6).

Dalam faham feodal tentu terdapat sosok panutgaoy, fjunjungan atau
yang diagungkan sebagaimana seorang bapak. Panutgang menjadi wasit
dalam setiap konflik atau permasalahan yang berkamblalam masyarakat dan
masyarakat akan melakukan respon positif terha@g@ls apa yang menjadi
perintah atau perkataan dari sang panutan. Polenpeahan feodal semacam ini
sangat menjunjung tinggi aguyub rukundamai, serasi, selaras dan menghindari
adanya konflik terbuka. bertolak belakang dengangydisampaikan Glieken
dalam (Antlov, 2003, h.141) menyatakan keberadeadalisme ini seakan harus
diterima tanpa pertanyaan lagi, pengetahuan pemirtigak boleh disangkal,
sebagai wujud loyalitas pada orang yang lebih fingg

Dalam masalah ini makna feodalisme masa kini yag|masuk kepada
ranah administratif pemerintahan tingkat desa dakamb lagi kesewenangan,
tekanan, atau penindasan kaum bangsawan kepadagygnolproletar secara fisik
atau real. Sehingga masalah yang timbul dalam masyarakatnbbkaya bisa
dimaknai sebagdhe real problems&tau masalah yang nyata, dapat dilihat secara
nyata oleh kasat mata, namun lebih kepada masalateftual atagonseptual
problems Chomsky, seperti dikutip Wallace & Wolf dalam (®ano, 2007,
h.53), secara teoritik menjelaskan bahwa setiaman languagesecara umum
mengandung subyek predikat. Memahami fenomena |sssijperti Ide-ide,
pengetahuan, transformasi pemikiran dapat diketdhtiideep grammedalam
setiaphuman languageersebut. Hal ini mengarah kepada kemampuan m&ngua
suatu yang dapat menjelaskan teks-teks fenomeind gasg kasat mata sampai
kepada fenomena yang sebenarnya. Gramsci, sejiartipdSarantakos dalam
(Sarwono, 2007, h.53) menganggap hegemoni kekudmdem sekedar dominasi
fisik the rulling classatas yang lain, melainkan wujud hegemoni lebih mpakan
proses mental yang tidak kasat mata. Hegemoni patagaruh mental menyeruak
mempengaruhi segala bidang kekuasaan, seperti grembstruktur teknologi
administrasi. Karenanya yang terpenting bukan kKaddisik atau sanksi hukum

namun justru pada proses yang tertutup, tersempuayi yang mengandung



hidden interestsering menggunakan tindakan hukum formal desainotegi
administrasi.

Namun demikian, seiring perkembangan zaman darufz@gm waktu yang
mengakibatkan dinamika kehidupan sosial budaya seldng silih bergantinya
seorang figur dalam masyarakat tradisonal Jawa rkekgataan yang ada juga
menjadi berganti. Seperti yang terjadi pada kgtadusosio politik masyarakat
Kampung Dalem Kecamatan Kota Tulungagung, dimargapat sebuah pondok
pesantren Peta, sebagai basis masa organisasi Is&sar Nahdhatul Ulama
dibawah pengaruh besar Gus Dur, maka setiap daailtisantri aktiv maupun
yang menjadi alumni dan mempunyai peran secardipalalam masyarakat
Tulungagung akan selalu mengikuti segala perintai shng ustadz atau ulama
mereka. lebih tinggi lagi tingkatanya bahwa paratrsaakan selalu mengikuti
segala apa yang menjadi perintah Gus Dur sebagar fpanutan utama.
Fenomena ini berjalan baik dan secara tidak larggsmemberikan pengaruh
positif pada proses perumusan kebijakan publik pemtad Tulungagung karena
dalam unsur kelengkapan pemerintahan Tulungagumyakaditempati oleh
massa Nahdiyin produk dari pondok Peta.

Kasus seperti ini juga terjadi pada masyarakat Magiang sudah terkenal
dengan dua perguruan silat Setia Hati Teratai (S#fr) Perguruan Winongo
(SHW) Di daerah Madiun dan sekitarnya kedua pemgurgaling berebut
pengaruh dan pengikut bahkan mereka kadang melakekanan kepada aparat
desa, sehingga berujung pada pemaksaan untuk ro@ngghah satu perguruan
tersebut. Bila satu desa sudah dikuasai oleh saahperguruan tersebut maka
otomatis perguruan satunya tidak akan bisa masukdsa tersebut, sehingga
kalau terjadi tawuran akan membawa bendera pemguden desa. SHT
mempunyai iconWaru gebyalt atau lambang waru yang dibéilait, dan SHW
mempunyai icon "STK" yang merupakan kepanjang&edulur Tunggal
Kandung/Kécér Kedua perguruan yang sebelumnya adalah satuasauaidlam
naungan satu panutan dan satu figur yang sangatnatiti. Kelompok ini secara
tidak langsung mempengaruhi kehidupan pemerintdhdfadiun. Namun ketika
sudah tidak lagi terdapat figur utama maka paral@kesr pun seakan kehilangan

bapak dan akhirnya saling mempertahankan keyakimemurut kebenaran



masing-masing kelompok. Sehingga yang terjadi &ddadmflik kepentingan dan
konflik terbuka terjadi secara frontal dan teraegrhgan. Hal ini jelas akan
mempengaruhi stabilitas keamanan dan politik maggar Madiun dalam
menghasilkan suatu kebijakan karena gerakan massekansudah memasuki
ranah pemerintahan baik desa maupun tingkat wilayahg lebih tinggi

(silatindonesia@yahoogroups.com).

Apabila pembicaraan Feodalisme dibawa dalam raresguRuian Tinggi,
sebenarnya diakui atau tidak masih saja terdapatfeodalisme yang diterapkan
dalam dunia kampus vyaitu diawali dengan kasus Niwasa Kehidupan
Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) lada kebijakan
pemerintah untuk mengubah format organisasi kersaisin dengan melarang
mahasiswa terjun ke dalam politik praktis, yaitunglen SK Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan No. 0457/0/1990 tentang Pola Pearidan Pengembangan
Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, dimana Organlsemahasiswaan pada
tingkat Perguruan Tinggi bernama SMPT (senat maWwasiperguruan tinggi).
Simbol institusi perlawanan mahasiswa saat itu edddDewan Mahasiswa,
organisasi intra kampus yang berkembang di semuapks. Karena Dewan
Mahasiswa menjadi pelopor gerakan mahasiswa dalanolak pencalonan
Soeharto pasca pemilu 1977, kampus dianggap tidakai saat itu dan dirasa
perlu untuk dinormalkan.

Lahirlah kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus ®JKsekaligus
pembubaran dan pelarangan organisasi intra uni@ersli tingkat perguruan
tinggi yaitu Dewan Mahasiswa dan sejak 1978 itul&ktika NKK/BKK
diterapkan di kampus, aktivitas kemahasiswaan kémtemkonsentrasi di
kantung-kantung Himpunan Jurusan dan Fakultas:{imtamku.blogspot.com).
Kasus Feodalisme dalam ranah kampus yang baruibiasangat heboh adalah
kabar kematian Cliff Muntu, mahasiswa tingkat lla@ya praja) asal kontingen
Sulawesi Utara Institut Pemerintahan Dalam NedPDN) Jatinangor Sumedang
Jawa Barat, pada 2 April 2007 lalu membuat semuta rreabelalak, hati pun
tercengkeram perasaan miris, bahkan tidak tidakatdappungkiri banyak
pandangan sinis yang mengarah ke lembaga tersdjak 1990 hingga 2007 ini,

setidaknya telah tercatat sepuluh mahasiswa mealirdgbat hukuman fisik dari



seniornya. Dengan kata lain, kekerasan yang bersuratas egoisme senior
merupakan wujud nyata dari bentuk feodalisme yadgktcocok diterapkan
dalam dunia kampus yang didalamnya adalah kumpddansumber daya yang
berkualitas dan mempunyai pendidikan (http:/irharkgspot.com)

Begitupun yang terjadi pada masyarakat Desa Palefgjicamatan Bakung
Kabupaten Blitar yang dibagi atas tiga Dusun yditusun Gleduk, Dusun
Kalipucung dan Dusun Miribanteng (Profil Desa Pejer 2007). Di Desa
Pulerejo ini belum terdapat kesamaan persepsi padayarakatnya dalam
memaknai feodalisme dalam konteks perumusan kelnjaliblik. Hal ini terlihat
jelas ketika rembug desa atau rapat dibalai desa mlasyarakat dipimpin oleh
Kepala Desa yang dahulu adalah menjadi bagian damtproses perumusan
kebijakan publik di Desa Pulerejo, kini hampir tideda dan kalaupun ada hanya
pada wilayah Rukun Warga. Paidek, mantan Kepalaubus€alipucung Desa
Pulerejo mengatakatkerukunan dalam masyarakat Pulerejo masih teta@m ad
walau sudah tidak seperti dulu, karena sejak LuABRI tidak menjabat maka
urusan desa seperti semrawufivawancara pada 22 Februari 2008). Hal ini
menunjukkan ketidakpuasan masyarakat Pulerejo daphgola kepemimpinan
dan model kebijakan pamong yang tidak lagi berkedammasyarakat Desa
Pulerejo.

Pada sisi lain, tokoh di Dusun Kalipucung yaitu Rales dari generasi yang
lebih muda menganggap bahviseharusnya masyarakat menjadi subyek dari
sebuah kebijakan pada proses kebijakan publik pditiak pada tiap fase dalam
perumusan kebijakan publik diperlukan partisipasiand peran serta
masyarakat{wawancara pada 22 Februari 2008). Masyarakat dbpgieran
dengan cara berpartisipasi secara aktif dalam grkebijakan sehingga proses
kebijakan tidak lagi hanya dikelola oleh elit yamgrkuasa (Wahab, 1999, h.48).
Pada sisi lain golongan masyarakat yang memiltlarlbelakang pendidikan yang
kurang tinggi dan hanya sebagai masyarakat petasalmenganggap bahwa
yang enak dan paling menyenangkan adalah rakyatiates. Terdapat anggapan
bahwa negara sudah ada yang mengatur dan rakyat tiaggal menjalankan apa

yang dikatakan oleh pemerintah.



Menurut Hersey, Blanchard dan Natemeyer terdaphtimgan yang jelas
antara level kematangan orang-orang dan atau kelordengan jenis sumber
kuasa yang memiliki kemungkinan paling tinggi untaknimbulkan kepatuhan
pada orang-orang tersebut. Hal ini sangat terkge jdengan pola kepemimpinan
dalam masyarakat Desa Pulerejo sendiri. Kepemimpsitaiational memandang
kematangan sebagai kemampuan dan kemauan orargyaieankelompok untuk
memikul tanggungjawab mengarahkan perilaku merekadis dalam situasi
tertentu. Maka, perlu ditekankan kembali bahwa kangan bawahan merupakan
konsep yang berkaitan dengan tugas tertentu dayateing pada hal-hal yang
ingin dicapai pemimpin. Seorang pemimpin harus niema kematangan
bawahannya sehingga dia akan tidak salah dalam rapksn gaya
kepemimpinan (http://edymartin.wordpress.com). BSgi@ masyarakat Desa
Pulerejo seharusnya dapat melakukan perumusanakabijdengan memaknai
bentuk kepemimpinan yang cocok dengan kondisi daiass masyarakat yang
ada pada Desa Pulerejo sendiri dan dengan segdiadp@an generasi, latar
belakang akademik dan struktur sosial masyarakat ¢lya perbedaan
kemampuan memaknai feodalisme dalam konteks peanrkebijakan publik di
Desa Pulerejo sendiri.

Berdasar uraian diatas maka peneliti tertarik untakngambil judul
penelitian “ASPEK FEODALISME DALAM PERUMUSAN KEBIJKAN
PUBLIK” (Studi pada Desa Pulerejo Kecamatan Bakkiagupaten Blitar)

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan f@endhpat dirumuskan
sebagaimana berikut :
1. Bagaimana pola hubungan antara pemimpin dengan amsést dalam

proses perumusan kebijakan publik masyarakat Deleadfo?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian merupakan suatu bentuk dari diean yang hendak

dicapai dalam penelitian ini. Sehingga penelit@miempunyai tujuan yaitu :



1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa pola hubuagtara pemimpin
dengan masyarakat dalam proses perumusan kebipaitdik masyarakat

Desa Pulerejo dengan nuansa feodalisme didalamnya.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

a. Sebagai salah satu bahan kajian dalam studi AdmgsisPublik dan
membangun pemikiran dalam pengembangan Iimu Adtrésis
Publik dan Illmu Kebijakan Publik pada khusunya aeiftmu
pengetahuan pada umumnya.

b. Sebagai bahan kajian ilmiah terhadap kajian ilmebijekan
khususnya masalah faktor Sosial Budaya yang begpehgpada
Kebijakan Publik.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sungaan pemikiran
pada dunia akademik lintas disiplin ilmu serta pemah dalam
menghasilkan Kebijakan Publik harus mempehatikaidmai faktor
lingkungan salah satunya adalah sosio budaya.

b. Sebagai bahan referensi bagi para peneliti lairgyak@an melakukan

penlitian dalam tema yang serupa.

E. Sistematika Pembahasan
Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengeiaskripsi,

dibawah ini disampaikan pokok-pokok pembahasan yarmagi atas lima bab,

yaitu

Bab|: Pada BAB | yaitu Pendahuluan, diawali dangmenguraikan latar
belakang, dilanjutkan dengan perumusan masalamriypenelitian, dan
kontribusi  penelitian  serta  sistematika  pembahasamtuk
mendiskripsikan secara singkat pokok-pokok isipshri

Bab Il: Kemudian pada BAB Il ini, yaitu berisi Kaji Pustaka yang akan
menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan psatahan yang

diangkat sebagai landasan dalam membahas dan nadisgan



Bab IlI:

BablV:

Bab V :

permasalahan pengaruh feodalisme terhadap Kebij&kaslik yang
berasal dari para ahli dibidangnya.

Pada Bab Ill, mengenai Metode Penelitiaany akan menjelaskan
metode penelitian, yang digunakan dalam penelitigrterdiri dari jenis
penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs pi&ae, sumber data,
teknik pengumpulan data, instrumen penelitianasetode analisis.
Pada Bab IV mengenai Hasil Penelitian damiBEhasan yang akan
menguraikan gambaran tentang data hasil peneliiaalisis data serta
interpretasi data.

Pada Bab V yaitu, Penutup yang terdiri daasimpulan skripsi, serta
saran-saran sebagai rekomendasi yang dapat diberi&h peneliti yang
nantinya akan menjadi masukan untuk perbaikan setigp Kebijakan
Pemerintah yang terkait erat dengan bentuk Fewodalidawa dalam

konteks Perumusan Kebijakan Publik..



BAB I
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kebijakan Publik
1. Pengertian Kebijakan Publik

Pada dasarnya, istilah kebijakan dan kebijaksamegara sebagaimana
penyebutan kebijakan publik, kebijakan negara, jakbanaan pemerintah
sebenarnya tidak memiliki arti yang berbeda. Lakdah Caplan (Islamy, 2004,
h.15-17) mengemukakan bahwa kebijakan adalgiroject program of a goal,
values, and practic§suatu program pencapaian tujuan, nilai, dan pkaksng
terarah). Selanjutnya, Friedrick mendifinisikan ikgksanaan sebagaiproposed
course of action of a person, group, or governmeitiiin a given environment
providing obstacles and opportunities wich the pplvas proposed to utilize and
overcome in a effort to reach a goal or realize abjective or a purpose
(Serangkaian tindakan yang diusulkan seseoran@migelk, atau pemerintah
dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjulkie@nbatan-hambatan dan
kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan useldjak&anaan tersebut
dalam rangka mencapai tujuan tertentu)

Anderson dalam (Islamy, 2004, h.19) mendefinisikabijakan negara
sebagai kebijakan-kebijakan yang dikembangkan bitan-badan dan pejabat-
pejabat pemerintah. Sebagai implikasi turunan yéngoul dari pengertian
kebijakan oleh Anderson tersebut diantaranya :

a. Bahwa kebijakan negara itu selalu mempunyai tujigsitentu atau
merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.

b. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atalafpola tindakan
pejabat-pejabat pemerintah.

c. Bahwa kebijakan itu merupakan apa yang benar-kditsukan oleh
pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pembrisgamaksud
akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan maftakekuatu.

d. Bahwa kebijaksanaan negara itu bersifat positémiahrti merupakan
beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai soatsalah
tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupdteputusan pejabat
pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

e. Bahwa kebijakan pemerintah, setidak-tidaknya dakmtn positif,
didasarkan atau selalu dilandaskan pada peratuemngang-
undangan dan bersifat memaksto(itatif).



Dari beberapa uraian tersebut dapat ditarik kediampbahwa munculnya
suatu kebijakan berangkat dari adanya suatu atamgleian tuntutan (aspirasi
dan kondisi obyektif masyarakat), yang mungkin daparni kepentingan publik,
namun dapat juga merupakan hasil dari sebuah ysalkeyasa) yang dilakukan

oleh elit yang kemudian akhirnya menjadi suatu inpu

2. Ciri-ciri Kebijakan Publik

Yang menjadi ciri-ciri kebijakan publik diantaranya

a. Kebijakan negara lebih merupakan tindakan yang amamgpada tujuan
daripada sebagai perilaku atau tindakan yang sach& dan kebetulan.
Kebijakan negara dalam sistem politik modern paa@rmnya bukanlah
merupakan tindakan yang serba kebetulan, melainkatakan yang
direncanakan.

b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakadatkan yang saling
terkait dan berpola yang mengarah pada tujuanntertgang dilakukan
oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakgputusan-
keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya, kebijakdak hanya mencakup
keputusan untuk membuat Undang-Undang dalam bideantentu,
melainkan pula diikuti dengan keputusan-keputusargybersangkut paut
dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuannya.

c. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatatipkukan
pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, misalngdamd mengatur
perdagangan, mengendalikan inflasi, atau menggataklprogram
perumahan rakyat bagi golongan masyarakat berpsitgmaendah dan
bukan hanya sekedar apa yang ingin dilakukan p&gherintah dalam
bidang-bidang tersebut.

d. Kebijaksanaan negara mungkin berbentuk positif, gkimpula negatif.
Dalam bentuknya yang positif, kebijakan negara raiimgkan mencakup
beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkatuk
mempengaruhi masalah tertentu, sementara dalamkogmat yang negatif,
ia kemungkinan akan meliputi keputusan-keputusagabpé pejabat
pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak mekakutindakan apapun
dalam masalah-masalah dimana campur tangan peaferijustru
diperlukan (Wahab 2002, h. 6-7).

3. Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan merupakan tahapan pengusutansam kebijakan
melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakatalmeorganisasi perencanaan
kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemahntpresiden dan lembaga
legislatif. Dye dalam (Widodo, 2007, h.17). Sedargbill dalam (Islami, 2004,

h.23) mendefinisikan perumusan kebijakan sebadaninitrative decisions are



usually hard to interpret as a singgle choice amaatgernative. Most such
decisions really consist of a series of choice anthmitments that have been
made in sequen¢pembuatan keputusan administratif biasanya sugittidan
sebagai suatu pilihan tunggal diantara alternéttif+aatif. Kebanyakan keputusan-
keputusan seperti itu sebenarnya terdiri dari $geaian pilihan-pilihan dan
ikatan-ikatan yang telah ditetapkan secara bemjut&edangkan Bintoro
Cokroamidjojo yang mengikuti pemikiran Andersonadal (Islami, 2004, h.24)
menyatakan bahwa pembentukan kebijaksanaan pbey formulation sering
juga disebupolicy makingmeliputi banyak pengambilan keputusan, jadi apabil
pemilihan alternatif keputusan dilakukan secarastanenerus dan tidak pernah
berhenti disebut perumusan kebijaksanaan.

Berdasarkan beberapa rujukan pengertian diatas rpakalangan dari
Anderson dan Bintoro Cokroamodjojo yang memberikgafinisi yang lebih
spesifik dimana perumusan kebijakan selalu dikaitkdengan pemilihan
alternatif-alternatif keputusan yang terus menedas tidak pernah berhenti.
Karena memang perumusan kebijakan tidak bisa dgapdebagai rangkaian
yang linier pada proses kebijakan publik itu sandkan tetapi merupakan bagian
yang kompleks dari proses kebijakan publik dengamyak faktor yang
mempengaruhi perumusan kebijakan tersebut yangraariéén seperti yang
diungkapkan Nigro dalam (Islami, 2004, h.25) :

a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

b. Adanya pengaruh kebiasaan lama

c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

d. Adanya pengaruh dari kelompok luar

e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Hal ini juga diperkuat oleh Teori Metaforea Arenikemnbangkan oleh

Ortwin Rent tahun 1992, seperti dikutip (Wahab, 499.93) memandang proses
kebijakan tidak sebagai satu kesatuan yang tersmegmelainkan sebagai
serentetan upaya negosiasi berlapis-lapis yangbatk#in kelompok-kelompok
aktor yang langsung berpartisipasi dan teori inhyaa berkepentingan pada
perilaku individu atau kelompok-kelompok sosial gasecara sengaja diarahkan
untuk mempengaruhi kebijakan tersebut. Sehinggandahasyarakat seharusnya

akan terjadi suatu perjuangan sosial menjadi abaga masyarakat itu sendiri.



Masyarakat dalam proses kebijakan tidak menjadirggan pasif dan hanya patuh

serta menjalankan keinginan-keinginan yang bedaapemerintah.

4. Tahap-tahap Perumusan Kebijakan

Tahapan perumusan kebijakan publik adalah bagianatepan pembuatan
kebijakan publik yang secara umum dikenal dengarurpesan kebijakan,
implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. pahdormulasi ini merupakan
tahapan yang penting untuk menetukan tahapan yelagjstnya pada proses
kebijakan publik. Bilamana formulasi kebijakan ilak disusun secara baik
terdapat kemungkinan pada proses implementasi §kga tidak baik bahkan
yang lebih ekstrim hasil formulasi tidak dapat gilementasikan.

Tahap perumusan kebijakan setidaknya terdapattem@eam kegiatan yang

menurut Thomas R. Dye dalam (Widodo, 2007, h.16ahfara lain:

problem ldentification
agenda setting

policy problem formulation
policy design

PwnR

Penjelasan terhadap tahap perumusan kebijakanbwersiapat dilihat
seperti dibwah ini:

a. Problem Identification

Dinamika masyarakat pasti akan menimbulkan dampai masalah
baru baik yang dikehendaki maupun tidak dikehenda#lam perumusan
kebijakan sangat penting artinya untuk mengendéhigh dahulu masalah
apa yang akan dihadapai. Salah satu teori yang ukeng adalah teori
Gunung Es(iceberg theory) Teori Gunung Es menyatakan bahwa
pemahaman masalah termasuk masalah yang dihadgmisasi publik,
senantiasa diawali dari adanya kejadian-kejate@ent)yang mengemuka
dimasyarakat, Jones dalam (Islami, 2004, h.78) amakgn bahwéevent
in society are intepreted in deferent ways by difie people at different
times. Many problems may rsult from the same evigdtistiwa-peristiwa

yang terjadi dalam masyarakat diartikan secaradoertoleh orang-orang



berbeda pada waktu yang berbeda. Banyak masalady tyabul dari
peristiwa yang sama).

Dari masalah ini nuansa feodalis menjadi warnagyterlihat jelas
ketika masalah yang mengemuka di masyarakat adeledsal dari para
elit atau pemerintah sendiri, dalam teori Elit MgsBye dalam (Islami,
2004, h.41) memandang dalam elitisme kebijakank tich@ncerminkan
keinginan rakyat akan tetapi keinginan elit. Paalzap selanjutnya akan
timbul pola perilaku(pattern of behavior)menemukan struktur sistemik
(sytemic structureglari pola perilaku tersebut dan akhirnya akan tdite
mental modehtau duduk permasalahan yang mendasar dalam rakayar
untuk menentukan kerangka atau desain kebijakag peanu dilakukan
untuk mengatasi masalah. (Widodo, 2007, h45-46).

Pada situasi ini nuansa feodalisme menjadi waregatif dalam
perumusan kebijakan publik, karena masyarakat deymgsebagai objek
kebijakan tanpa melihat peranan dan fungsi masgaiddam perumusan
kebijakan publik. Feodalisme yang melekat pada palpaoblem
identification ini lebih dekat dengan apa keinginan para peminopituk
masyarakat. Pada masayarakat tradisiggrablem identificationtidak
akan pernah muncul kepermukaan jika bukan para mmaele yang
menjadikan sebagai masalah karena masyarakat itrzaliscenderung
memegang prinsip kerukunan dan prinsip hormat yaeguntut bahwa
dalam segala bentuk interaksi, konflik terbuka bamihindari dan
menghormati hubungan hierarkis dalam masyarakatef®) 1996, h.69-
72). Sehingga proses pertama dalam tahap pertamenpsan kebijakan
publik ini sangat perlu partisipasi publik, agaransa feodalisme dapat
dihapus karena masyarakat benar-benar mesfatieholderbagi proses
perumusan kebijakan publik
b. Agenda Setting

Agenda setting merupakan kegiatan membuat masailalik pnenjadi
masalah kebijakan, Dye dalam (Widodo, 2007, h.323giatan ini
menurut Anderson seperti yang dikutip (Widodo, 200863) meliputi

privat problems, privat problemsadalah masalah-masalah yang



mempunyai akibat terbatas menyangkut sebagian keslarakat secara
langsung public problemsadalah masalah yang mempunyai akibat luas
termasuk orang-orang yang tidak terlibat secaragsiamg hal ini
disampaikan oleh Jones dalam (Widodo, 2007, h.53Kefudianissues
adalah hasil perdebatan tentang definisi, klasfikaeksplanasi, dan
evaluasi masalah sebagaimana yang disampaikan Balam (Widodo,
2007, h.54) systemic agendseperti disampaikan Cobb dan Elder dalam
Jones yang dikutip kembali oleh (Widodo, 2007, hfs&nyatakan semua
isu yang ada pada umumnya dirasakan oleh masygvak@k yang patut
mendapat perhatian publik dan isu tersebut memamgdh dalam
yuridiksi kewenangan pemerintahdan institutional agendaliartikan
sebagai serangkaian masalah yang secara tegas mbk#du
pertimbangan-pertimbangan yang aktif dan seriuspganbuat keputusan
yang sah

Dalam tahap kedua ini sangat ditentukan oleh béraesi tidak pada
proses pertama yaitu identifikasi masalah. Islaalach (Widodo, 2007,
h.51) meyatakan masalah publik bisa menjadi madedsijakan publik
tidak cukup hanya dengan dihayati oleh banyak orselgagai suatu
masalah, tetapi masayarakat harus mempurpditical will untuk
memperjuangkan preblema umum tersebut menjadi gmablkebijakan
publik dan ditanggapi positif oleh pembuat kebimkanemasukanya
dalam agenda pemerintah dan mengusahakanya mkafagikan publik.
Sehingga tidak semua masalah publik akan menjaeindey kebijakan.
Cobb dan Elder dalam (Islami, 2004, h.86) meneaslahwa masalah
publik tersebut dapat dimasukkan dalam agenda petalerapabila para
pembuat kebijakan menaruh perhatian dan membereghatian yang
serius serta aktif terhadap masalah publik tersebut

Dengan kondisi para pembuat kebijakan yang masitamedengan
adanya romantisme feodalis kolonial maka tahap &egerumusan
kebijakan ini hanya menjadi alat para elit untukmbeat kebijakan yang
subjektif. Akibat kondisi agenda setting yang hady@gominasi para elit

maka (Islami, 2004, h.42) melihat massa semakih mgnguasai elit, dan



massa hanya benar-benar memiliki pengaruh tidagslarg terhadap
perilaku elit yang membuat keputusan. Dari sinitabka dapat dilihat
letak bahayanya apabila keseimbangan prinsip kearkudan saling
hormat pada masayarakat desa dalam merumuskanakaabijdengan
arogansi elitis hanya akan melahirkan feodalismsolal, dan agenda
setting hanya menjadi milik elit dan tidak meyentlepentingan
masyarakatgublic interesy.

c. Policy Problem Formulation

Policy problem formulation menurut Dunn dalam (Wddp 2007,h.65)
dibedakan dalam empat fase yang saling ketergaatuygitu, pencarian
masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masaah pengendalian
masalah. Maksud dari empat fase Dunn diatas adlam merumuskan
masalah kebijakan publik diawali dengan pengenaiasalah yang akan
menghasilkan situasi masalah, kemudian pencariaalata menghasilkan
meta masalah, pendefinisian masalah menghasilkesalaim substantif,
dan kegiatan spesifikasi masalah substantif meflgaasnasalah formal.

Tahap ini menuntut ketelitian dan kebenaran dalemegs sebelumnya.
Artinya bahwa perumusan masalah ini harus benabdénagar kebijakan
yang diambil nanti juga akan tepat dan dapat dipggungjawabkan.
Dalam tahap ini perlu untuk melihat masalah tidakya melalui satu
skenario belaka, namun dari awal pencarian masséhpai dengan
pengendalian masalah harus mempunyai banyak skenantuk
memecahkan masalah yang dihadapi yaitu melalwirpekkan alternatif-
alternatif yang memungkinkan untuk disediakan.a¢ts| 2004, h. 92)
Yang termasuk proses penunjukkan alternatif adalaentifikasi
alternatif, mendefinisikan dan perumusan alternaténilai alternatif, dan
memilih alternatif yang memuaskan.

Melalui metode seperti ini maka, perumusan masalahg telah
dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan mempunyasiko
pembiasan yang minimal karena diantisipasi olebdwai alternatif solusi
yang tersedia. Dalam pandangan dunia masayrakaf, Jaemilihan

masalah yang benar “hakiki” sangat penting artimgtuk mencapai suatu



kebenaran dan kebaikan yang haikiki juga sebadajdkan publik yang
nanti akan dirasakan oleh masyarakat. Artinya balapa yang akan
menjadi keputusan haruslah mencapai titik harmontara yang
diinginkan rakyat dengan keinginan pemimpin atamipgat kebijakan
(Suseno, 1996, h.82) menyatakan tolok ukur artdpagan masalah dunia
bagi orang Jawa adalah nilai pragmatisnya untukcayeai keadaan psikis
tertentu yaitu, ketenangan, ketentraman, dan késsigan batin. Titik
harmonis antara pemerintah dan masyarakat apafllp pemegang tata
pemerintahan seharusnya betindak tanpa pamrih, jik&) terdapat
permasalahan tidak diselesaikan dengan cara kekeetsu konflik fisik,
(3) penyelesaian konflik dilakukan secara adil, l{éjsikap netral apabila
menjadi penengah dalam konflik (Endraswara, 208546).
d. Policy Design

Berdasarkan masalah kebijakan yang telah dirumuskaasalah
formal) maka perlu mencari solusi berupa kebijakablik yang perlu
diambil dalam bentuk desain kebijakan. Sebelumtéebut dilakukan
perlu untuk dialakukan analisa kebijakan yang menMustofadidjadja
dalam (Widodo, 2007,h.71) adalah :

a) Tahap pengkajian persoalan

b) Penetapan tujuan dan sasaran kebijakan

c) Penyusunan model

d) Perumusan alternatif kebijakan

e) Penentuan kriteria pemilihan alternatif kebijakan

f) Penilaian alternatif kebijakan

g) Perumusan rekomendasi kebijakan

Sebagaimana telah disampaikan pada tahap sebeummaka
pemilihan solusi terhadap masalah publik harus mkeeaar baik dan
dapat dipertanggungjawabkan. Desain kebijakan ydiguat sudah
seharusnya dibuat sedetail mungkin sesuai dengaitgs dan aspek etis
dan filsafat. Artinya bahwa boleh suatu desain ja&kbin mendapat
dukungan dari semua aspek yuridis dan ekonomiilpodikan tetapi
apabila dalam aspek norma dan nilai adat mendagré&trppangan maka
kebijakan tersebut akan berpeluang mempunyai eesistdan konflik

terhadapshareholder(Widodo, 2007, h. 75).



Dalam konteks ini adalah dalam masyarakat Jawaimddeebijakan
tidak bisa dilaksanakan apabila mendapat perteatarsgcara etis dari
masyarakat yang sangat memegang teguh nilai adattredisi. Oleh
karena itu sangat keliru dalam pandangan orang dabrang Jawa
(masyarakat Jawa) selalu tunduk dengan perintadamtgang otokratis

feodalistik, masayarakat Jawa yarmsgndhiko dawuh marang sabdo

pandhitaning ratubahwa atasan atau pemerintah asal memberi perintah,

perintah tersebut pasti langsung dijalankan. (Syseit996, h.69)
menyatakan sikap hormat orang Jawa bukan merupakanan ketaatan,
orang-orang jawa pedesaan telah belajar bahwa kutedibadap perintah
otoritas ada manfaatnya tapi bukan berarti orangaJaela untuk
melaksanakan apa yang diperintahkan otoritas. Bawgaa penolakan
orang Jawa terhadap suatu kebijakan yang tidakralsimelalui nada-
nada halus namun merupakan penghinaan terhadap pemdpuat
kebijakan, disampaikan secara santun namun mermpkkak tajam,

dengan tetap menjaga keselarasan dan prinsip hormat

B. Feodalisme

Istilah feodalisme berasal dari kata dasar FeoDalam kamus besar
Bahasa Indonesia Feodal berarti berkenaan dengamau masyarakat yang
dikuasai oleh kaum bangsawan, mengenai cara pamilianah pada abad
pertengahan di Eropa. Dalam pengertian lain fesaei adalah sebuah sistem
pemerintahan di mana seorang pemimpin, yang biasaeprang bangsawan
memiliki anak buah banyak yang juga masih darirkgéa bangsawan juga tetapi
lebih rendah dan biasa diselvaizal Paravazalini wajib membayar upeti kepada
tuan mereka. Sedangkan patazal pada gilirannya ini juga mempunyai anak
buah dan abdi-abdi mereka sendiri yang memberi kaeopeti. Dengan begitu
muncul struktur hirarkis berbentuk piramida (htig:ikipedia.org/). Dalam
pandangan jawa berlaku paham yang menempatkanrgeggquada posisi teratas
dalam hierarkis tata kehidupan bermasyarakat yamgnpunyai kekuasaan
bersifat adikodrati (Suseno, 1996, h.111) begitsab&lan menjadi panutan bagi

bawahanya. Namun perlu dicatat bahwa sistem fessdaliJawa berbeda dengan



sistem feodalisme barat, yaitu sistem yang teddiri satuan- satuan politik yang
diatur melalui jaringan hak-hak dan kewajiban-kela) tertentu, masing-masing
dengan otonomi kekuasaan terbatas (Suseno, 198@9)h.Sistem feodalisme
Jawa lebih mengacu kepada suatu sistem yang mebéilatkan kepada
pemenuhan kebutuhan sosial, materi, spiritual, gehepasan pemenuhan
kebutuhan emosioanal bawahan oleh patron untukmiekan loyalitas penuh
karena unsur hutang budi (Santoso, 1993, h.25).

Pengertian feodalisme yang begitu spesifik imhemnengalami pemaknaan
yang luas dan digunakan untuk menjelaskan keagbemitaku ekonomi, politik,
sosial bagi masyarakat maupun perseorangan yangdadr semena-mena,
mempertahankan status quo, kejayaan dan kepentingareka dengan
menginjak-injak hak orang lain. Dalam konteks peraik feodalisme sama
bahkan lebih berbahaya dari sekadar sebuah perigabila tidak diterapkan
secara tepat. Hal ini dikarenakan untuk mencaribgraran berdasarkdrame
kebenaran yang dimilikinya sebuah pemikiran akanngganakan segala
kekuatan ataupun argumentasinya dengan menindasbasdn berpikir dan
berpendapat orang lain dengan dipersenjatai kld@imkkebenaran yang sepihak.
Dulu, sikap semacam ini dapat dimaklumi. Karenaesis sosial memang
membagi umat manusia dalam dua kelas: kelas raga abmong praja
(governmentdan kelas rakyat jelat@ghe governedyang menyebabkakuatnya
sistem patrimonial pada sistem birokrasi jawa sejgiiawa oleh belanda pada
tahun 1700an(Mason, 2006, h.20). Secara negatif kekuasaanjaaja yang
kental dengan feodalis akan terbukti apabila tiddla lagi kekacauan, Kritik,
perlawanan, apabila tidak terdapat pusat-pusatdsgtaan yang belum tergantung
kepadanya atau memberontak pemerintah pusat dmlité&eselarasan dalam
wilayah kekusaanya (Suseno, 1996, h. 111). Dignafi memang harus terdapat
suatu sikap bijak dalam memaknai feodalisme yarg @abla masa sekarang.
Bagaimana menerapkan feodalisme dan kapan meneré@dalisme atau tidak
menerapkan feodalisme, kepada siapa feodalisme alamadi efektif untuk

dilaksanakan dan kepada siapa feodalisme tidal déaksanakan.



a. Segi Positif Feodalisme

Segi positif feodalisme tentunya adalah efisieesiaga dan biaya
dalam melakukan upaya kebijakan pembangunan barkipae fisik
maupun spiritual. Bisa disebut demikian karena rdateodalisme tidak
mengenal saran dan kritik dari bawahan sehinggapipan bebas
mengekspresikan kehendak dalam bentuk kebijakag lyararti kebijakan
publik yang dihasilkan sama dengan kehjendak peminfiop down
sytem)

Stabilitas ekonomi, politik, keamanan dalam masytralelatif stabil
dan aman serta dinamika masyarakat berjalan komstarpasti. Hal ini
disebasbkan oleh mitos dan keyakinan masyarakatvdbahenentang
pemimpin berarti menentang kehendak Tuhan dan akenimbulkan
malapetaka bagi yang menentangnya.

Selain hal tersebut sisi positif yang berkembarajaddkeselarasan dan
ketenangan dalam kehidupan masyarakat lebih mdncdarena
pemerintah sangat ketat dalam memberikan aturarkalastitusi sebagai
aturan yang sakral untuik menjaga ketenangan dser&sian kehidupan
masyarakat

b. Segi Negatif Feodalisme

Sisi negatif yang terdapat dalam praktek feodalisemtunya adalah
terjadinya loyalitas yang berlebihan kepada anggetaarga dan orang-
orang dekat para penguasa. Loyalitas yang diberdearang bawahan
kepada atasannya adalah loyalitas yang tanpa pakmiik dan koreksi
mustahil bisa dilakukan oleh bawahan, karena itanattianggap sebagai
rongrongan dan pembangkangan. Akibatnya, berkeniddabgdaya "Asal
Bapak Senang" (ABS). Loyalitas diberikan kepadangratau pribadi,
bukan kepada sistem; kepada pemimpin, bukan kekegemimpinan.
birokrasi pemerintahan, pengelolaan ekonomi (yataktberpihak kepada
rakyat), perlakuan hukum, dan sistem politik. Setarsebut juga terdapat
sentralisasi kebijakan, pada satu pihak yaitu pij)akg berkuasa atas

kepentingan masyarakat. Hal ini akan mematikan rnsp{gotensi yang



dimiliki masyarakat banyak, karena masyarakat takhaya sebagai anak
yang selalu patuh dasendhiko dawulpada pemimpin tanpa tahu duduk
permasalahan yang sebenarnya ada. Seseorang déwmjeodalan
berpikirnya akan mempertahankan pendapatnya taepakly panjang
untuk menerima pendapat orang lain yang ironisngputusan untuk
bersikapdefensifitu hanya didasarkan oleh pemikiran dan paradigrasa

lalu tanpa ada usaha komparasi.

C. Feodalisme dalam Perumusan Kebijakan

Masyarakat Indonesia kontemporer sesungguhnyahssefak proklamasi
kemerdekaan 1945 dan pembentukkan UUD 1945 beukrakk mengacu kepada
"egaliterisme" dan sistem kekuasaan demokratisndddantuk negara republik.

Sudah enam puluh tahun bangsa Indonesia belajarbérusaha untuk
melaksanakan ikrar tersebut namun nilai-nilai féisdee masih nampak kuat
berakar di tengah masyarakat. Menurut Laksono déardraswara, 2005, h. 43)
dalam tata pemerintahan khususnya Jawa yang bekpatanik, sebuah negara
selalu ada dua elemen manusia, yaitu pengorganiEasiyang diorganisasi,
pemerintah dan pengikut, raja dan rakgadu panggedhdanuwong cilik.

Dalam pemerintahan masyarakat Jawa masih memaafaddktor-faktor
spiritual, berbagai hal yang terkait dengan mistiasih mewarnai tiap proses
pemerintahan dan bahkan mulai dari setiap perumisaiakan publik yang
akan dihasilkan (Endraswara, 2005, h.43). Nuansikrkejawen yang begitu
akrab dengan proses pemerintahan dalam hal inialadpfoses perumusan
kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa askekidupan masyarakat Jawa
baik dalam bidang politik, perdagangan, birokragindidikan, kesenian, mulai
dari pemerintah pusat, propinsi, kabupaten ataa kaimmpai pada tingkat desa
maupun dusun. Gejala sistem nilai feodal tersebasimterlihat dengan jelas.
Gejala-gejala tersebut dapat kita gambarkan selbagdut :

Dalam bidang politik, meskipun sistem kekuatandiioeri acuan undang-
undang dasar yang cukup demokratis dan suatu dhlsa¢gara ideal, negara
masih tampil dengan eksekutif yang sangat kuat y@agat menekan dengan

efektif semua infrastruktur sistem kontrol (pilatap utama dalam suatu republik



demokrasi) seperti sistem peradilan dan media m&ssedaan politik ini kental
pada masa orde lama terlebih pada orde baru, namski sekarang sudah satu
dekade reformasi bergulir dalam tingkatan prakéedhlisme tersebut belum
sepenuhnya hilang walaupun dalam konstitusi daadigma negara sudah terjadi
reformasi.

Elit politik alternatif tidak diberi kesempatan ukt berkembang menjadi
suatu kekuatan politik yang secara potensial dapapil pada suatu ketika
menjadi pengganti kekuatan politik yang mapan.@ntan Cederrot dalam
(Endraswara, 2005, h.44) berpendapat bahwa keha@iotkar dalam masa Orde
Baru memiliki massa yang menguatkan mistik kejavwemtu dengan fenomena
ini menunjukkan begitu kuat pengaruh pola kejawaarhadap perumusan
kebijakan publik yang sangat dipengaruhi oleh istiitos dan indoktrinasi para
elit pada masyarakat bawah.

Dalam bidang perdagangan terjadi pemusatan keku&tkuatan dagang
yang dekat sekali, kalau tidak menjadi bagian, dealit politik mapan
(establishment politlx yang nyaris merupakan konglomerat monopoli. Para
pelaku perdangan menjadi sangat tergantung kepiagaléik dan pemerintahan.
Hal ini sangat jelas terlihat atas kebijakan pemtah mulai dari pusat sampai
daerah yang sangat rentan feodalisme. Rakyat jeligandang sebelah mata
mulai dari formulasi kebijakan sampai pada impletasin sehingga output
kebijakan membebani rakyat itu sendjpublic bourden).Dalam pemerintahan
desa sebagai kacamata yang lebih spesifik daphatdjuga adanya tuan tanah,
bos kombong (pengusaha ternak ayam), juga mempérngseberapa progresif
kebijakan pemerintah desa.

Dalam sistem birokrasi banyak pengangkatanggegkatan berdasar atas
like dan dislike dari atasan. Sistem birokrasi dikembangkan seb&aajan
panjang sistem kekuasaan bahkan elit politik yaedkumsa. Kesetiaan kepada
sistem birokrasi dilaksanakan secara mutlak destal@mya sistem kekuasaan.
Infrastruktur pendidikan dan pengajaran dioriek@sikepada sistem kekuasaan.
Falsafah negara adalah acuan yang nyaris "mutlagl’ filsafat pendidikan baik

di masyarakat maupun di sekolah.



Di bidang kesenian, kesenian dibina dalanaadkejayaan sistem kekuasaan
dan dalam pementasan kolosal "kesenian dalam rangkelisasi negara.
Walaupun sekarang sudah agak terbuka namun paglatimasayarakat lokal
desa hal yang menentang pada penguasa adalahtai@sitian cenderung apatis
bagi sebagian masyarakat, walaupun terdapat gemakasa pada tingkat lokal
hal tersebut juga tidak lepas dari fanatisme texpdjur atau tokoh tertentu yang
dianggap lebih karena hal tertentu baik berbensik fmaupun metafisik.

Semua bukti seperti yang telah dijelaskan diakshtdiakui oleh Anderson
dalam (Endraswara, 2005, h.44) yang menjelaskawd&lekuasaan dalam pola
pikir budaya Jawa berbeda dengan pola yang berkegnba Barat. Ciri-ciri
kekuasaan di Jawa adalah :

1. Kekuasaan adalah konkret, artinya bahwa kekuasaaualah bentuk
realita seperti kekuatan yang ada pada api, batarppohon besar, dan
sebagainya.

2. Kekuasaan adalah homogen, artinya bahwa kekuastslahasama
sumbernya

3. Kekuasaan di alam jagad raya selalu sama jumlahgtaya bahwa

alam semesta tidak bertambah luas dan tidak beatarsémpit sehingga
dapat dikatakan bahwa kekuasaan pada masyarakat skwvgat terkait
dengan konsekasektenkadigdayan(kesaktian).

D. Persepsi Peneliti Mengenai Feodalisme dalam Perumas Kebijakan

Pemerintah Desa.

Pemerintah selalu diperlukan adanya. Akan tetai,l¢bih dari seorang
manajer tanpa status sosial yang lebih tinggi dékyat. Karena kekuasaan pada
hakikinya di tangan rakyat. Dengan demikian, rakyathak dan sangat berhak
untuk mengingatkan penguasa apabila rakyat merdsgp slan kebijakan
penguasa tidak sesuai dengan amanah rakyat atgat nalenganggap adanya
penyelewengan penguasa dalam menjalankan roda ensrajnegara. Spirit dari
pola pikir demokrasi ini pada gilirannya menuntahguasa, suka atau tidak suka,
untuk menerima dengan lapang dada segala kritikrdkyat. Jadi tidak hanya
mengharap pujian dan sesembahan dari rakyat. Dpiegntu, kekuasaan dalam
sistem demokrasi adalah sementara. Mereka yangidsaksaat ini akan menjadi
rakyat biasa tidak lama lagi dan yang sekarangrgdiat akan menjadi penguasa

pada dekade ke depan.



Berkaitan dengan hal tersebut maka sudah saatnysnpsan kebijakan
publik yang memiliki porsi penting dalam proses ij@an publik harus
dilaksanakan dengan modus operandi “ikut sertangsyarakat secara aktif dan
penuh lewat penyuluhan dan pemitraan” Sumodiningi@am (Breman dan
Wiradi, 2004, h.47). Endraswara juga menyentuhlappating dalam masyarakat
Jawa adalah pada konteksinunggaling kawula Gustinenyatunya antara rakyat
dengan pemimpin). Hakikat atpsvulang (ajaran) ini adalah bahwa pada tingkat
inilah keberadaan pemimpin dengan yang dipimpin #ildnkedudukan yang
sama dalam menentukan arah kebijakan pemerintéradrgswara, 2005, h.43).
Pelibatanshareholderpemerintah baik itu Lembaga Swadaya MasyarakaM{LS
maupun lembaga-lembaga di desa dalam perumusajakabidan fasilitator
kebijakan yang progresif dan memang outputnya dikasakan oleh masyarakat.
Dalam proses kebijakapublik tidak terlepas oleh model kepemimpinan untuk
melihat konsep feodalisme dalam perumusan kebijakan sendiri. Pola
kepemimpinan yang dimaksud adalah kepemimpinan asdnal yaitu,
kepemimpinan yang didasarkan atas hubungan sakmgp@ngaruhi antara;

1. Tingkat bimbingan dan arahan yang diberikan pemmn{prilaku
tugas)

2. Tingkat dukungan sosioemosional yang disajikan pgoim
(prilaku hubungan)

3. Tingkat kesiapan yang diperlihatkan bawahan dalataksanakan
tugas, fungsi atau tujuan tertentu (kematangan hbama

Menurut Hersey, Blanchard dan Natemeyer ada hulbupgag jelas antara
level kematangan orang-orang dan atau kelompokatefenis sumber kuasa
yang memiliki kemungkinan paling tinggi untuk mebimtkan kepatuhan pada
orang-orang tersebut. Kepemimpinan situational nmelmag kematangan sebagai
kemampuan dan kemauan orang-orang atau kelompokik umbemikul
tanggungjawab mengarahkan perilaku mereka sendiand situasi tertentu.
Maka, perlu ditekankan kembali bahwa kematanganupadan konsep yang
berkaitan dengan tugas tertentu dan bergantun@ Ipaldhal yang ingin dicapai
pemimpin. Tingkat kematangan yang dimaksud adabhgai berikut:

1. Tingkat kematangan (Tidak mampu dan tidak inginkangaya



kepemimpinan yang diterapkan pemimpin untuk menmmpi
bawahan seperti ini adalah Gayaelling, yaitu dengan
memberitahukan, menunjukkan, mengistruksikan sespzesifik.

2. Tingkat kematangan (tidak mampu tetapi mau), untekghadapi
bawahan seperti ini maka gaya yang diterapkan ld&aya
Selling/Coaching yaitu dengan Menjual, Menjelaskan,
Memperjelas, Membujuk.

3. Tingkat kematangan (ragu-ragu) maka gaya pemimaiyg ytepat
untuk bawahan seperti ini adalah Gaya Partisipgéftu Saling
bertukar ide dan memberi kesempatan untuk mendambi
keputusan.

4. Tingkat kematangan (Mampu dan Mau) maka gaya keppman
yang tepat adalahDelegating mendelegasikan tugas dan
wewenang dengan menerapkan sistem kontrol yang baik

Bagaimana cara kita memimpin haruslah dipengariéih &ematangan
orang yang kita pimpin supaya tenaga kepemimpiniégm d&fektif dan juga
pencapaian hasil optimal. Tidak banyak orang yaaigrIsebagai pemimpin.
Pemimpin lebih banyak ada dan handal karena diatihArtinya untuk menjadi
pemimpin yang baik haruslah mengalanal and error dalam menerapkan gaya
kepemimpinan. Pemimpin tidak akan pernah ada tdogveahan dan bawahan
juga tidak akan ada tanpa pemimpin. Kedua kompatedam organisasi ini
merupakan sinergi dalam rangka mencapai tujuan.irf@m harus mengetahui
atau mengenal bawahan, baik itu kematangan, keankgp, ataupun
kesediaannya. Dengan mengenal tipe bawahan (kegastatan kesediaan) maka
seorang pemimpin akan dapat memakai gaya kepermampiyang sesuai.
(http://edymartin.wordpress.com)

Hal ini berarti bahwa bukan sepenuhnya budaya d@apat merusak tatanan
pemerintahan desa yang cenderung tradisional, s&api praktik-praktik pro
kontra terhadap pemaknaan feodaliame dalam pemleaniah yang menjadi
penghalang dinamika pemerintahan itu sendiri térlphda masyarakat pedesaan
yang masih begitu kental dengan tradisionalismeyydbawa masa penjajahan.

Sehngga memerlukan pola kepemimpinan yang sesoandayesuaikan dengan



situasi di masyarakat tersebut. Dalam konteks dani budaya masalah etika,
moral dan sopan santun merupakan keharusan daahseltai norma yang harus
dihormati. Pada sisi lain belum tentu setiap tiadisilisme Jawa identik dengan
feodalisme. Memang akan rumit jika antara kebisaatu etos kerja harus
dipisah secara radikal dengan budaya.

Namun demikian peneliti memilki pandangan bahwa ddri konsep
feodalisme pada masyarakat jawa adalah adanyapiMenunggaling Kawulo
Gusti, yaitu suatu demokrasi berdasarekan Ke Tuhdfsamg Maha Esa dalam
tingkat yang paling tinggi yang dalam perwujudamgalah adanya rapat desa
atau renbug desa (Kartohadikoesoemo, 1953, h.Xiisep feodalisme yang
terdapat pada pemerintahan desa khusunsya padespgpesumusan kebijakan
publik memilki keistimewaaan dan kemesteriusan ytergunya tidak banyak
peneliti yang sanggup untuk mengungkap fakta tetseb

Pola rembug desa sebagai salah satu tahapan dafmyakran perumusan
kebijakan publik bukanlah pola yang meniru-nirugpsistem pemerintahan barat
yang dikenal sudah maju dan modern. Kartohadikeespenengatakan "yang
memegang kekuasaan tertinggi di desa adalah Rasat yang didalamnya berisi,
kepala desa sebagai ketua, dewan morokaki atagepum, tetua-tetua desa,
pamong desa, warga desa dan orang-orang pentiagydeg terdiri dari berbagai
latar belakang, kyai, guru, dan sebagainya. Pat@asam ini ternyata juga tidak
bertentangan dengan teori pemisahan kekuasaan $doeie, yang memisahkan
kekuasaan atas eksekutif, legislatif dan yudikafkan tetapi juga tidak
melenceng dari konsep J.J Rousseou dalam TriascRptlimana pemisahan tiga
badan kekuasaan negara tersebut tidak dipisahasémjam agar tidak terjadi
kesenjangan yang terlalu dalam. ( Kartohadikoesod®t3, h. 211).

Sehingga peneliti disini hendak menggali lebih galagi pola hubungan
antara pemimpin dengan masyarakatnya dalam prosaesmpsan kebijakan
publik dengan memvonis feodalisme itu baik dan &ische itu jelek, bagaimana
nuansa feodalisme tersebut senantiasa secara hs&iu mewarnai proses

perumusan kebijakan publik.



BAB I1I
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam ilmu-ilmu sosial, objek pengamatan dan pgaelyang merupakan
pangkal dari pengetahuan ilmiah adalah gejala-@ejahsyarakat yang lebih
khusus, terdiri dari kejadian-kejadian yang konkBsdlam melakukan penelitian
tentu juga diharapkan adanya pemahaman terlebiblwaitas dasar pemikiran
terhadap apa yang akan diteliti nanti. Untuk meacdphap tersebut maka
diperlukan metode penelitian yang mempunyai fungsig untuk memperoleh
data yang relevan dengan tujuan dan sasaran sedia mengadakan pendekatan
terhadap objek yang akan diteliti.

Melalui penelitian ini, peneliti hendak memahamidenena sosial yang sulit
dijelaskan dengan metode kuantitatif karena merkenupemahaman yang
komplek atas persepsi, sikap, perilaku, dan gif@dit/idu terhadap suatu pengaruh
paham feodalisme terhadap kebijakan pemerintahaa Pelerejo. Masalah ini
akan sulit jika mengguanakan metode kuantitatifirgg perlu menggunakan
metode kualitatif. Hal ini didukung oleh (StrausmdCorbin, 1999, h.19) bahwa
metode kualitatif dapat memberikan gambaran fenemgmng ruwet menjadi
lebih mudah dan detail yang sulit disampaikan dat@tode kuantitatif.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metodeefigan kualitatif agar
sesuai dengan tujuan penelitian ini. Sesuai deygag dikatakan oleh (Strauss
and Corbin, 1999, h.19) menyatakan bahwa metodétdifadapat digunakan
untuk meroverdan memahami apa yang terletak dibalik fenomema yaasih
belum diketahui. Sehingga, pada prinsispnya metagsditatif ini digunakan
karena beberapa pertimbangan (Moleong, 2007, hifl) y

1. Menyesuaikan metode kualitatif apabila berhadapangan kenyataan
jamak.

2. Metode kualitatif menyajikan secara langsung hakikabungan antara
peneliti dengan responden.

3. Metode Kualitatif lebih peka dan lebih dapat memy#isan diri dengan
banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pealasmlai yang
dihadapi. Penelitian ini termasuk kedalam jenis efigan deskriptif,
artinya bahwa peneliti ingin mengungkapkan temagydiangkat secara



mendalam. Data yang dikumpulkan berupa kata-kambgr, dan bukan
angka-angka. Bogdan & taylor mendefinisikan met&dalitati sebagai
“Prosedur penelitian yang menghasilkan data dekdjgrupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilakung dapat diamati” (
Moleong, 2007, h.4)
Jadi, pada intinya penelitian deskriptif bertujuamtuk menggambarkan
secara tepat sifat-sifat, keadaan, gejala, ataum@k tertentu, untuk menentukan

frekuensi atau penyebaran suatu gejala dan gejal@ada masyarakat.

B. Fokus Penelitian
Fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah ggegoleh melalui
kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainya. apetd beberapa maksud
tertentu yang peneliti hendak capai dalam menetafikeus. Pertama, penetapan
fokus dapat membatasi studi. Sehingga dalam hafokiis akan membatasi
bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus berfungstuknmemenuhi kriteria
inklusi-eksklusi atau memasukan-mengeluarkan (Mawe007, h.116). artinya,
peneliti melakukan pemilihan data yang relevan dangenelitian ini ketika
peneliti mengalami kebanjiran data, sehingga ddik relevan lagi.
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitztalah :
Pola hubungan antara pemimpin dengan masyarakatridgaling Kawulo
Gusti Desa Pulerejo dalam proses Perumusan KehijaRablik, yang meliputi :
a. Persepsi Masyarakat Desa Pulerejo Terhadap Feodallmawa
dalam Konteks Perumusan Kebijakan Publik.
b. Penerapan Feodalisme Jawa dalam Proses Perumubgak&e
Publik Oleh Para Shareholder di Desa Pulerejo.
c. Keberadaan Feodalisme Jawa dalam Fase-fase Perumusa
Kebijakan Publik

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitdilakukan. Dalam
penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Desaldé?ejo Kecamatan Bakung
Kabupaten Blitar. Pemilihan lokasi ini didasarkaepéda pertimbangan bahwa

masyarakat Pulerejo adalah cukup representatifnadampunyai pola kehidupan



kejawen (adat Jawa Tradisional yang masih cukup dijunjudglam tiap
aktivitasnya dan dianggap dapat mewakili daerai @ésa lain.

Situs penelitian secara umum didasarkan kepadampangan bahwa
adanya kesesuaian dengan substansi penelitian dampum memberikan
pemasukan, baik berupa orang, interaksi dan sebaggang kaya sesuai dengan
kebutuhan deskripsi yang mendalam. Situs penelitmarupakan tempat
sebenarnya dimana peneliti dapat menangkap keaghamarnya dari objek yang
akan dieliti. Situs penelitian ini antara lain, idantor Desa Pulerejo, Kantor
Kecamatan Bakung, dan dari situs pertama yang plikgnoleh peneliti berlanjut
pada rumah seorang tokoh Desa Pulerejo (sesepahmudian dilanjutkan di
rumah tokoh pemuda masyarakat Desa Pulerejo yaigsian dan rumah Bapak
Hadi Pranoto.

Dari rumah para tokoh tersebut, peneliti juga naemlgl situs di area tempat
masyarakat Desa Pulerejo melakukan kegiatan mamgticuci yang biasa disebut
mbelik sumber mata air yang biasa dimanfaatkan sebagapate mandi,
mengambil air bersih dan beberapa kegiatan laimg yarkait dengan kebutuhan
sehari-hari. Serta beberapa tempat usaha masyabxésa Pulerejo dalam
aktivitas mata pencaharian sehari-hari yaitu, todlontong, tempat penggilingan
padi, dan tempat pemotongan kayu yang kesemua ttasbut masuk pada

wilayah admisnitratif Desa Pulerejo Kecamatan Bakkiabupaten Blitar.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data utama dalam penelitiant&tilainenurut loftlan &
Loftlan dan (Moleong, 2007, h.157) ialah kata-kdtm tindakan yang diamati
peneliti di lapangan, selebihnya adalah data taarbakeperti dokumen dan lain-

lain. Sumber data dalam penelitian ini terdapat2am yaitu :

1. Data Primer

Data primer ini disebut juga data asli yang berppgataan lisan yang
diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai eumbData Primer ini
didapatkan dari hasil waawancara dengan Kepala Pederejo, Tokoh Desa
(sesepuh), Tokoh Pemuda, ibu-ibu rumah tangga, sisat@ pemilik toko



kelontong dan warga biasa yang pengangguran daak-pithak yang terkait
dalam penelitian
2. Data Sekunder

Sumber data ini antara lain berupa dokumen-dokumatatan, laporan,
serta arsip-arsip yang berhubungan dengan penelifeng meliputi arsip-arsip
Pemerintahan Desa Pulerejo yaitu arsip Profil Deskejo tahun 2007, Perda
Kabupaten Blitar No. 8 tahun 2006, Perarturan Dregkerejo tahun 2007, dan
arsip Alokasi Dana Desa Pulerejo tahun 2006 daii 28@&ta Artikel dan dokumen

lain yang menunjang penelitian

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat getalam Metode Iimiah
karena data yang dihasilkan ini diusahakan dapatergunakan untuk
memecahkan masalah. Oleh karena itu data tersebus valid, yaitu dengan
menggunakan metode penelitian lapangield research) Adapun cara yang
akan dipergunakan peneliti adalah :

1. Interview atau Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang meaggn pertanyaan
langsung oleh pewawancara kepada responden dabgavi@vaban responden
dicatat dan direkam. Hasil dari wawancara merupakaa mentah yang akan
diolah kembali serta dianalisis oleh peneliti untakndapatkan hasil yang lebih
akurat.

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakawancara secara
mendalam i6-dept interviey dan dengan sistensnowball yaitu dengan
mengumpulkan data yang berupa informasi dari inormmialam salah satu lokasi,
tetapi peneliti tidak mengetahui siapa yang tepauki dipilih, karena tidak
mengetahui kondisi dan struktur warga dan masyard&tam lokasi tersebut
sehingga peneliti tidak bias merencanakan penguanpiéta secara pasti. Untuk
itu, peneliti secara langsung memasuki lokasi damabya mengenai informasi
yang sangat terbatas, namun peneliti boleh bert&epada informan pertama
tersebut barangkali informan pertama mengetahypasiiagi informan yang

mengetahui informasi yang dimaksud peneliti. Dadsih penelitian yang



ditemukan maka peneliti bertanya pada informan ypagama yaitu kepada
Kepala Desa Pulerejo, diteruskan kepada Sekrebesa Pulerejo, kemudian
kepada Wakil Ketua BPD Pulerejo. Pada waktu peaeliselanjutnya peneliti
betanya kepada para tokoh-tokoh Desa Pulerejotbkdh yang berarti sesepuh
desa, tokoh pemuda, ataupun tokoh spiritual setertapa warga Desa Pulerejo
yang dianggap oleh peneliti mampu memberikan pekurgtau informasi
mengenai penelitian yang sedang dilakukan. Petuimjideman pertama yang
ditangkap oleh peneliti membawa peneliti pada mim kedua, ketiga dan
seterusnya sehingga peneliti mampu menggali datasé&ngkap dan mendalam.
2. Observasy ( Survei)

Survey adalah metode untuk mengumpulkan informaangy bersifat
deskriptif, asosiatif, dan logika, sebab dan akibahgenai kelompok besar dan
kelompok kecil melalui orang perorang, pos, metetiktronik (Danim, 1997,
h.188). Teknik pengumpulan data ini dilakukan deng&ngamatan langsung
dilakukan dilapangan untuk melihat secara langsyagg menjadi objek
penelitian. Metode survei digunakan untuk mendeskfan secara sistematis
secara situasi atau area populasi tertentu yarsjfdteaktual dan akurat (Danim,
1997, h.189). Observant sebagai pengumpul datess@leaumengamati keadaan
yang wajar dan sebenarnya, jujur tanpa ada upayak umemanipulasi dan
mempengaruhi objek secara sengaja.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini merupakan pengumpuéda dari dokumen,
arsip, brosur, majalah, koran dan internet yangimeeskait dengan penelitian
yang dimaksud.

F. Analisis Data

Diungkapkan (Eriyanto, 2001, h.4), analisis wacadalah berhubungan
dengan studi mengenai bahasa atau pemakaian bdbalsa analisis wacana
kritis (Critical Discourse Analysis atau CDAwacana disini tidak dipahami
sebagai studi bahasa semata. Pada akhirnya analisisana memang
menggunakan bahasa dalam teks untuk di analisipitehhasa yang digunakan

berbeda dengan studi bahasa dalam $ingliistik tradisional. Bahasa digunakan



untuk menghubungkan dengan konteks. Konteks dalaiminh adalah bahasa
dipakai untuk tujuan dan praktek tertentu, termasilidalamnya praktek
kekuasaan. Faircloucgh dan Wodak dalam (Eriyar@012h.7) mengungkapkan
bahwa analisis wacana kritis melihat wacana (peraakbahasa dalam tuturan
dan tulisan) sebagai bentuk dari praktik sosialaBaAnailisis wacana kritis ini
peneliti menggunakan paradigma kritis. Paradigmtiskberargumen, melihat
komunikasi dan proses yang terjadi didalamnya Henuslengan pandangan
holistik. Paradigma kritis berada dalam makro a@malidan bergerak dalam
struktur sosial ekonomi masyarakat. Sehingga pamaali kritis cenderung
kualitatif dan menggunakan penafsiran sebagai haisisia memaknai temuan
peneliti.Paradigma kritis dalam anailis wacana menmgtkan beberapa faktor
sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian : berupa kritik sosial, transfasi emansipasi, dan
penguatan sosial.

2. Realitas . Realitas yang teramati adalah merupalkiditas
semu yang telah terbentuk oleh proses sejarah elamtan- kekuatan sosial,
budaya, dan ekonomi politik

3. Posisi peneliti : Peneliti menempatkan diri selbaddivis, advokat,
transformative intellectual dimana nilai, etika, li|mn moral bahkan
keberpihakan menjadi bagian tidak terpisahkanatalisis.

4. Cara Penelitian . (@) Subjectif, titik perhatiamagis pada penafsiran
subjectif peneliti atas teks; (b) Partisipasif, aamakan analisis
komprehansif, kontekstual, dan multilevel analisiang bisa dilakukan
melalui penempatan diri sebagai aktivis atau ppers dalam proses
transformasi sosial; (c) kriteria kualitas penafti sejauh mana penelitian
memperhatikan konteks hostoris, sosial, budayanakg dan politik dari
teks berita ( adaptasi dari Dedy N Hidayat dalaiyefto, 2001 h.51)



BABA IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Blitar

1. Letak Geografis

Kabupaten Blitar tercatat sebagai salah satu kawgaag strategis dan
mempunyai perkembangan yang cukup dinamis. KabopBtgar berbatasan
dengan tiga kabupaten lain, yaitu sebelah Timubdiesan dengan Kabupaten
Malang, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupatenghgung dan Kabupaten
Kediri sedangkan sebelah Utara berbatasan dengdupkten Kediri dan
Kabupaten Malang. Sementara itu untuk sebelah éeladalah Samudera
Indonesia yang terkenal dengan kekayaan lautnyabifgp diukur dari atas
permukaan laut, maka Kabupaten Blitar mempunyanggian + 167 meter dan
luas 1.588,79 kmz.

Di Kabupaten Blitar terdapat Sungai Brantas yangnbwdah daerah ini
menjadi dua yaitu kawasan Blitar Selatan yang mewyaiuluas 689,85 km2 dan
kawasan Blitar Utara, Blitar Selatan termasuk dagang kurang subur. Hal ini
disebabkan daerah tersebut merupakan daerah pegumyang berbatu, dimana
batuan tersebut cenderung berkapur sehingga mebg#iam tanah tandus dan
susah untuk ditanami. Sebaliknya kawasan BlitaraJtarmasuk daerah surplus
karena tanahnya yang subur, sehingga banyak tangangrntumbuh dengan baik.
Salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingiatiburan tanah di kawasan
Blitar Utara adalah adanya Gunung Kelud yang malsiif serta banyaknya aliran
sungai yang cukup zat-zat hara yang terkandungrdateaterial hasil letusan
gunung Dberapi. (http://www.eastjava.com/tourisni#iplindonesia). Adapun
pembagian wilayah secara administratif kabupatemarBl dibagi atas 22
kecamatan yang terdiri dari, Kecamatan Bakung, mjoa, Doko, Gandusari,
Garum, Kademangan, Kanigoro, Kesamben, Nglegokgdramgrejo, Ponggok,
Sanankulon, Selopuro, Selorejo, Srengat, Sukof&jtojayan, Udanawu, Wates,
WIlingi, Wonodadi, Wonotirto, (http://id.wikipediarg/wiki/Kabupaten_Blitar).



2. Kondisi Iklim

Lokasi Kabupaten Blitar berada di sebelah selatstulistiwva. Tepatnya
terletak antara 111°40-112°10* Bujur Timur dan87<8°9'51% Lintang Selatan.
Hal ini secara langsung mempengaruhi perubaham.ikklim Kabupaten Blitar
termasuk tipe C.3 apabila dilihat dari rata-rateabuhujan dan bulan-bulan tahun
kalender selama Tahun 2000. Perubahan iklimnyartsepedaerah-daerah lain
mengikuti perubahan putaran dua iklim yaitu musienghujan dan musim
kemarau. Betapapun Kabupaten Blitar sebagai dagrap kecil dengan segala
potensi alam, gografis dan iklim serta kualitas sendaya manusia yang sedang,
ternyata telah mampu tampil ke depan dalam kebkghapembangunan.

(http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Blitar)

3. Sejarah Singkat Kabupaten Blitar

Bahwa Blitar merupakan daerah perbatasan antara Dam Tumapel
mungkin dapat kita simpulkan dari peristiwa yangcaatum dalam kitab
Negarakertagama, Empu Bharada atas permohonan ARdgamgga membagi
kerajaan menjadi dua ialah kerajaan Panjalu damgddam Ini dilaksanakan
dengan terbang sambil menuangkan air dari sebuali KKagarakertagama,
Nyanyian 68 : 1,2,3). Kiranya air ini menjadi sungang kemudian menjadi batas
antara Panjalu dan Jenggala.

Sungai apakah ini sekarang belum dapat diketamgate pasti. Tetapi ada
beberapa orang Ahli sejarah yang menafsirkan baswweyai tersebut kiranya
sungai Lekso sekarang. Perkiraan ini didasarkantafsiran etimologis mengenai
nama sungai yang disebut dalam kitab Pararatoreritikan dalam Pararaton
bahwa tentara Daha (Raja Jayakatwang) yang meny&ibgasari (Raja
Kertanegara) bergerak melalui jalan utara (Mojoskm jalan Selatan-Blitar),
yang bergerak melalui selatan dikatakan bahwa reemtia "Saking Pinggir Aksa
anuju in Lawor...anjugjugring Singasari pisafPararaton, Bab V) yang artinya
"Dari tepi Akso menuju Lawor...langsung menuju Sisari" (Penerjemah Ki J.
Patmapuspita, 1966).

Nama atau kata aksa yang terdapat dalam kalimaeker kemudian

diperkirakan menjadi kali Aksa dan akhirnya Lekspesti yang kita kenal



sekarang. jika ini dapat kita terima maka adanyagau Lekso di Blitar
membenarkan peranan daerah Blitar sebagai daerdlatgsan antara Panjalu
(Daha, Kediri) dan Jenggala ( Malang, Pasuruanikeif). Pendapat ini dapat di
perkuat lagi dengan peta yang berasal dari Abad X&ihg dilukiskan kembali
oleh De Jonge yang mengatakan disebelah Timur sungdsungai Lekso)
terbentang daerah Malang dan disebelah Baratnyatdd&ditar". (B. Schrieke,
1957). Jika kita menelaah peta dan mengalihkan miangetrapkan kesan kita
pada zaman yang lampau, maka akan nampak padddtaa daerah Blitar
merupakan lobang dan satu-satunya lobang yang ada paris perbatasan
alamiah yang memanjang dari utara ke selatan (rawa-sungai Porong, gunung
Penanggungan, gunung Welirang, kompleks Arjuna, fteks Kawi-Kelud,
gunung Kendang Selatan). Seperti yang kita kataleadahulu, lobang ini
merupakan lobang lalu-lintas yang penting antaraldirajaan itu. Blitarlah yang
mengawasi lalu-lintas ini hingga Blitar mendapatkedudukan istimewa. Ini
dapat dilihat dari adanya banyak prasasti dan beargsuci di Blitar yang hampir
semua memberikan hadiah bebas pajak kepada demabxEssa-desa ini di sebut
Sima.

Walaupun bebas pajak namun Sima-Sima ini dibeheyast istimewa yang
berhubungan dengan bangunan suci atau dengan mjdashrkan atas
pertimbangan ekonomis (Dr. Soekmono, 1974). Tidakakg dari sepuluh
bangunan suci tersebar di daerah Blitar. Diantaiagbnan bangunan suci ini
maka bangunan suci di Penataranlah yang tersebatedaenting, karena candi
Penataran itu merupakan candi di Negatat(s tamplgatau candi pusat kerjaan.
Adanya candi Penataran di mulai ketika Raja Key@mjyang juga disebut
Crenggamempersembahkan Sima untuk pemuj&ara paduka bhatara Palah"
Prasasti ini dibubuhi angka tahun Caka 1119 (11%Y).Arempat itu harus
mengandung kekuatan-kekuatan magis religius yargififiemenyelamatkan. Dr.
Soekmono dalam disertasinya "Candi, fungis dan @eagnya” menyatakan
seperti berikut, sesuatu tempat suci adalah suenkapotensinya sendiri. Maka
sesungguhnya, yang primer adalah tanahnya, sedandkdinya hanya
menduduki tempat nomer dua". Jelaslah disini batamah atau tempat dimana

bangunan-bangunan Candi Penataran itu berada dipriggah yang suci karena



mengandung kekuatan-kekuatan gaib. Tetapi yanggdampaling suci ialah titik

pusat tanah atau halaman Candi Penataran dimaadéasegcam tenaga gaib
bersatu dan perpusat. Pusat ini dianggap sebegitimatnya sehingga bangunan
Candi induk pun tidak diperkenankan menutupinyandCgenataran dibangun

berhubung dengan adanya Gunung kelud yang selahganeam ketentraman
kehidupan kerajaan. Karena itu Candi PenataranféeSandi Gunung, ialah

Candi yang diperuntukkan bagi pemujaan Gunung atgduk menghindarkan

segala malapetaka (http://id.wikipedia.org/wiki/Kiplaten_Blitar)

B. Gambaran Umum Desa Pulerejo Kecamatan Bakung Kaupaten Blitar

1. Letak dan Luas Wilayah

Desa Pulerejo terletak di Kecamatan Bakung Kabupdétar. Desa
Pulerejo didominasi oleh wilayah perbukitan peitarkyang mencapai 818, 374
hektar sedangkan wilayah dataran hanya 161, 75@hdkn luas wilayah yang
menjadi permukiman umum sekitar 157, 000 hektasalDwei terbagi atas 3 Dusun
yaitu Miribanteng, Gleduk dan Kalipucung. Desa Rejte berbatasan langsung
dengan Kabupaten Tulungagung di sebelah baratnigpdierbatasan dengan
Desa Pucang Laban, sebelah Timur berbatasan déesm Ngrejo Kecamatan
Bakung, sebelah utara berbatasan dengan Desa Pandyuwet Kecamatan
Kademangan, dan sebelah selatan berbatasan deegarPlandirejo Kecamatan
Bakung. Daerah Pulerejo berada pada posisi 500r det&as permukaan laut.
(Profil Desa Pulerejo, 2007)

2. Kondisi Sosial Masyarakat

Sumberdaya alam yang biasa dipergunakan sehargdhdesa Pulerejo
yang utama adalah sumber daya air. Sumber daymeupakan media sosial
masyarakat yang penting, mulai dari kebutuhan eisib untuk mandi, mencuci,
masak dan bahkan irigasi sawah dan ladang. Air paasa digunakan masyarakat
sehari-hari untuk berbagai keperluan di Desa Pjoleberasal dari air hujan,
sungai dan dari sumber mata air. Air sungai jugaadifaatkan untuk keperluan
memandikan ternak besar bahkan untuk mandi pendikikasaan membuang

hajat di sungai masih banyak dijumpai di kalangaasyarakat walaupun juga



sudah terdapat kakupinbleng yang sangat sederhana sebagai keperluan buang
hajat namun masih terbatas jumlahnya. Untuk keperhlir bersih untuk minum,
memasak, maupun untuk keperluan mandi dan mencebaggan besar
masyarakat menggunakan air yang berasal dari sumima air dengan
menggunakan bantuan diesel untuk memompa air @&agad membeli pada air
keliing yang diangkut oleh truk-truk pengangkut aari mata air dengan
membayar Rp.3000 per kubiknya. Hal tersebut dilakukarena di Desa Pulerejo
tidak terdapat sumur galian maupun sumber air pe@mmanen.

Selain masalah air yang menjadi gambaran sosisyanakat Desa Pulerejo,
juga terdapat pola hubungan kekerabatan antar seszmyarakat yang begitu
erat dan memegang teguh tradisi budaya nenek moyamparmawan seorang
Kepala Desa Pulerejo mengagambarkan keadaan swsghrakat Desa Pulerejo
sebagai berikut:

"Walaupun sudah tercampur dengan budaya-budaya rmdmek dari
kota maupun luar negeri, namun inti dari hubungzsia$ masyarakat di
Pulerejo merupakan hubungaseduluran (berkerabat) antara satu
keluarga dengan keluarga yang lain, jadi kami msaitgat menghormati
ajaran nenek moyang kami untuk saling guyub ruk@wawancara 15
Maret 2008)

Namun demikian terdapat pandangan berbeda mendemalisi sosial
masyarakat Desa Pulerejo dimata pemuda Desa Ryl&@n yang merupakan

salah satu mahasiswa pendidikan guru dari DesajBuirengatakan, bahwa

" Sudah terdapat pandangan yang berbeda antara keuman kaum
muda dalam model sosial budaya di Desa Pulergjeami para pemuda
yang sudah banyak terpengaruh oleh budaya kotacnamgl bersifat
menghendaki kebebasan terutama dalam pergaulangsesakaum tua
tetap menjaga aturan sopan santun dalam kontekgaylan”
(wawancara 16 Maret 2008)

Terdapat kesenjangan yang cukup tampak antaralnhodengan sosial
masyarakat Desa Pulerejo antara generasi mudaethemnagi tua. Generasi muda
yang telah merasakan budaya kota atau luar negieaigai pengalaman menjadi

TKI misalnya, hampir tidak berbeda dengan pola nglm sosial orang-orang



kota, baik mengenai perkembangan teknologi informasupunfashion Pada
golongan tua, yang hanya mengerti masalah ladangaaah, sama sekali tidak
mengerti perkembangan teknologi informasi @eshionkecuali terbatas.
Kerjasama kekerabatan di Desa Pulerejo tidak hateybatas dalam
hubungan keluarga satu dengan keluarga yang lamun juga antara masyarakat
dan Pamong Desa serta antar Pamong Desa. Hal rnmpaka pada setiap
musyawarah desa ataupun pertemuan-pertemuan aataong Desa dalam
menentukan suatu kebijakan desa baik menyangkuglamsosial, ekonomi,
politik dan budaya di Desa Pulerejo. Penghormag¢ahatiap senior atau tokoh
yang dianggap tua di desa merupakan ciri khas malsgtaDesa Pulerejo dalam
melakukan pembahasan masalah desa. Keterlibatédada@érunsur masyarakat
baik dari perangkat desa, tokoh masyarakat atanhteljama, BPD, LPPD dan
golongan swasta juga menjadi prinsip perumusanjdieln di Desa Pulerejo.
Namun prinsip ini dari luar terkesan demokratis Haik dalam kenyataanya tidak
dapat dipungkiri bahwa Desa Pulerejo sekarang mas#merapkan model
feoadalisme jawa dalam tata pemerintahanya. Sepeetiunjukkan anggota
LPPD yang seharusnya objektif melihat dari unsum&apuan wakil setiap dusun
yang akan duduk di LPPD namun kenyataanya asalngasama dan itupun

hanya berasal dari 1 dusun dan tidak representatif.

3. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Pulerejo berdasarkan sereses Bahun 2006
berdasarkan jenis kelaminya adalah terdiri darilek 1834, perempuan 1394,
sehingga total penduduk adalah 3228 jiwa (Profd@Rulerejo, 2007)

Dari jumlah penduduk Desa Pulerejo sebagaianrtsdalah mempunyai
tingkat pendidikan SD atau sederajat. Sebagaimapatddilihat dalam Tabel
berikut :

Tabel. 4.1.
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Pulerejo.
No. Tingkat Pendidikan Jumlah Penduduk
1 SD atau sederajat 1823
2 Tidak tamat SD 300
Tamat SMP 438




4 Tamat SMA 85
5 Tamat D1 4
6 Tamat D2 1
7 Tamat D3 1

Dengan keadaan geografis yang berada di daerampegan semacam ini
maka mata pencaharian utama dan mayoritas di Delemefe adalah sebagai
petani ladang atategalanyang mencapai 888 orang dengan tanaman palawija
jagung sebagai komoditi utama dan padi pada sedrag@cil petani yaitu hanya
sekitar 12 orang penduduk yang mengembangkan pertgadi. Selebihnya
adalah bermata pencaharian sebagai peternak ayamPN& yang menjadi
golongan minoritas saja. Jumlah penduduk dan metagharian penduduk Desa

Pulerejo dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut

Sumber. Profil Desa Pulerejo, 2007

Tabel 4.2.

Mata Pencaharian Penduduk Desa Pulerejo

No. Mata Pencaharian Jumlah
1 Petani 950 orang
2 Sektor Jasa 16 orang
2 Pegawai Desa 10 orang
3 PNS 6 orang
4 Tentara 1 orang
5 Guru 4 orang
6 Bidan 1 orang

Sumber: Profil Desa Pulerejo, 2007

4. Kelembagaan Desa

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blit& tilloun 2006 Tanggal
18 Desember 2006, Desa Pulerejo memiliki strupienangkat desa. Perangkat
desa yang terdapat di Desa Pulerejo dapat dilddantdbagan sebagai berikut:




Bagan 4.1.

BPD ( Struktur Kelembagaan Desa Pulerejo
Badan
Permusya Kepala Desa
waratan [~ :
Desa) Sekretaris
Desa(carik)
KaUr. KauUr. KauUr. KauUr. KaUr.
Umum Pemerintahan | | Kesra Ekobang Keuangan
Kasun. Kasun Kasun. Gleduk
Kalipucung Miribantenc

Sumber. Perda No.8 Tahun 2006 Kabupaten Blitar

4.1. Kepala Desa
Secara konstituasi Kepala Desa mempunyai kedudukgas dan
wewenang Yaitu sebagai kepala pemerintahan dan eteggarakan
urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarak&@ialam
melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa maka, mganpuewenang
untuk :
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan kebijakan gyan
ditetapkan bersama BPD
b. Mengajukan rancangan peraturan desa
c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat tipeesse
bersama BPD
d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desgemns
APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD

e. Membina kehidupan masyarakat desa



® oo o

Membina perekonomian desa

Mengkoordinasikan pembangunan desa secara patifisipa
Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dapat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai denga
peraturan perundang-undangan

Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan pergberamdang-
undangan yang berlaku

Sedangkan Kepala Desa dalam menjalankan tugas asefzam
disebutkan diatas mempunyai kewajiban sebagailderik
Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, meldesana
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Td94b
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKgaeduan
Republik Indonesia

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
Melaksanakan kehidupan demokrasi

Melaksnakan prinsip tata pemerintahan desa yargihbeéan bebas
dari kolusi, korupsi dan nepotisme

Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kpgeerintahan
desa

Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perunaiag@agan
Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa lyaik
Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan
keuangan desa

Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa

Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilaiiglobudaya
dan adat istiadat

Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa
Mengembangkan potensi sumber daya alam dan meéikestar

lingkungan hidup



Selain kewajiban-kewajiban tersebut diatas, sedaagan Perda
Kabupaten Blitar No.8 Tahun 2006, Kepala Desa juogampunyai
kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggapeanerintah desa
kepada Bupati, memberikan laporan keterangan ke, serta
menginformasikan laporan penyelenggaraan pemeridigda kepada
masyarakat bisa melalui selebaran yang ditempelgada papan
pengumuman atau disamapaikan secara lisan padampen-pertemuan
masyarakat desa, radio komunitas atau media lainya.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yangmhfican
kepada Bupati tersebut disampaikan melalui Camat lsali dalam 1
tahun. Sedangkan laporan keterangan kepada BPKsallakan 1 kali

dalam setahun dalam musyawarah BPD.

4.2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagaada yang
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelengygreaerintah
desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah deg§asé&bagai unsur
pemerintahan desa yang mempunyai kedudukan sejajar menjadi
mitra kerja pemerintah desa. Dalam melaksankarstB§d mempunyai
fungsi sebagai berikut :

a. Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat-istigdag hidup dan
berkembang di desa yang bersangkutan sepanjangnfaegu
kelangsungan pembangunan.

b. Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan Peratidasa
bersama Pemerintah Desa.

c. Pengawasan, meliputi pengawasan terhadap pelaks&esaaturan
Desa, Keputusan Kepala Desa dan APBDes

d. Menampung aspirasi masyarakat, yaitu menangani dan
menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyark&pada pejabat
atau instansi yang berwenang
Dengan fungsi BPD tersebut diatas, BPD mempunygag dan

wewenang sebagai berikut :



a. membahas rancangan peraturan desa bersama Kegala De
b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan r&er&iasa,
Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
Mengusulkan pengangkatan pejabat Kepala Desa
d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan daryahe&kan
aspirasi masyarakat.
Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut BPD
mempunyai untuk; mengajukan rancangan peraturaa, aesngajukan
pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, mehaitirdipilih, serta

memperoleh tunjangan.

4.3. Sekretaris Desa
Sekretaris Desa berkedudukan sebagai staf pembEapaia Desa
dan memimpin Sekertariat Desa. Sekretaris Desa mn@yaptugas untuk
menjalankan  administrasi  pemerintahan, pembangunatan
kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayadamniatratif
kepada Kepala Desa. Untuk melaksanakan tugas terSekretaris Desa
mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:
a.Menyusun rencana kegiatan dan program kerja desa
b.Melaksanakan evaluasi, pengendalian dan pelaposamadap
pelaksanaan program kerja
c.Menyiapkan bahan dan data untuk perumusan kebijadam
petunjuk operasional yang dilakukan oleh KepalaaDes
d.Pengelolaan ketatausahaan, urusan keuangan, wiasam dan
rumah tangga sekretariat Desa
e.Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Deés
bidang keskretariatan
f. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apiibpala Desa
berhalangan dalam melakukan tugasnya

g.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepalsa



4.4. Kepala Urusan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Dexmtu oleh
Kepala Urusan. Kepala Urusan mempunyai tugas naarjah kegiatan
kesekretariatan desa sesuai dengan bidang tugakmymla Urusan
bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa karena mgersebagai
kepanjangan tangan dari Sekretaris Desa. Kepalasadrypada setiap
pemerintahan desa tidak sama jumlahnya, akan tetajsm Perda
Kebupaten Blitar No. 8 Tahun 2006 dikatakan padalp@ ayat 3 yaitu,
kepala urusan sekurang-kurangnya 3 urusan danyssatbanyaknya 5
urusan. Adapun di Desa Pulerejo mengambil jatahsma{ untuk
Kepala Urusan yaitu terdapat 5 Kepala Urusan; Kepalusan Umum
yang bertugas mencatat segala bentuk administeasi, &epala Urusan
Keuangan bertugas untuk mencatat keluar masuk desg, Kepala
Urusan Pemerintahan bertugas untuk mengurus hdkhdit kegiatan
pemerintahan seperti mengurus musyawarah desa, l[&Kdgausan
Ekonomi dan pembangunan bertugas mengurus pengéak desa dan
pelaksanaan program pembangunan desa, Kepala Ukesajahteraan

Masyarakat bertugas untuk sosialisasi program desa.

4.5. Kepala Dusun
Kepala Dusun adalah kepanjangan tangan dari Kdpada yang
membawahi tiap dusun dan bertanggungjawab padad&Besa. Kepala
Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugsdaKBesa dalam
wilayah kerjanya. Kepala Dusun mempunyai tugas atenkan kegiatan
Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa daltagati kerjanya.
Sehingga dalam melaksanakan tugas tersebut digjaaldDusun
mempunyai fungsi :
a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunam
kemasyarakatan diwilayah kerjanya
b. Melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Ddea,
keputusan Kepala Desa diwilayah kerjanya

c. Melaksanakan kebijaksanaan Kepala Desa

da



d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepaisa

Dari sekian banyak perangkat desa yang ada pada Pelerejo

maka dapat dilihat latar belakang pendidikan yadg pada perangkat

desa. Rata-rata tingkat pendidikan Pamong Desaalad8D atau

sederajat dan hanya beberapa saja yang berpemdidikgga SMA. Data

tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut

Tabel 4.3.
Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Pulerejo.
No. Jabatan Tingkat Pendidikan Jumlah
1 Kepala Desa SMP 1 orang
2 Sekretaris Desa SMP 1 orang
3 Kepala Urusan SD / SMP/SMA 3 org/2 org/1 org
4 Kepala Dusun SD/SMA 2 org/1 org

C.

Sumber. Profil Desa Pulerejo, 2007

Feodalisme dalam Perumusan Kebijakan di Desa Rarejo
1. Persepsi Masyarakat Desa Pulerejo Terhadap Fealisme Jawa
dalam Konteks Perumusan Kebijakan Publik

1.1 Pemahaman Masyarakat Desa Pulerejo Terhadapavaodalisme

Jawa

Di Desa Pulerejo pemahaman terhadap feodalisme uidiakeh
masyarakat identik dengan pemerintahan yang dikta@n menekan
masyarakat dengan aturan-aturan yang memaksa. pMalaecara definitif
masyarakat Desa Pulerejo tidak mengerti akan md&odalisme Jawa.
Masyarakat Desa Pulerejo memiliki pandangan fesohi sangat erat
DEsderejo

berpandangan bahwa untuk mengikuti perkembangaal padtik yang ada

kaitanya dengan suatu kepemimpinan. Masyarakat
sekarang memang sepatutnya paham feodalisme su@khdipakai lagi.
Sudarmawan, sebagai Kepala Desa Pulerejo yangtdrebalakang petani
dan berpendidikan SPG (Sekolah Pendidikan Guru)gerenkakan bahwa
Feodalisme hanya diberlakukan pada konteks masadiatristiadat dan

tradisi masyarakat desa saja



“ Feodalisme dalam hal tata pemerintahan di Deser&a saat ini bisa

dikatakan tidak ada, karena sejak terjadinya redsirmasyarakat sudah
mengetahui pentingnya partisipasi masyarakat daleoses perumusan
kebijakan desa, kalaupun ada yang disebut feodalismadalah wujud

menghormati tokoh tertentu dan atas dasar sungamdmenentukan
suatu kebijakan” (wawancara 15 Maret 2008)

Dalam konteks tata pemerintahan desa sudah berusahgikuti pola
pikir modern, mengikuti pola pikir generasi moderyang lebih
mengutamakan musyawarah dan partisipasi masyard&ttm upaya
menyelesaikan masalah publik. Terlebih dalam mankain pemerintahan
Desa untuk menghasilkan kebijakan publik perlu gdarpartisipasi
masyarakat dari pelbagai lapisan masyarakat untekghasilkan produk
kebijakan yang baik. Baik dari Pamong Desa dan arakat luas
menghendaki keterlibatan masyarakat dalam tiaptélaap kebijakan publik
dalam hal ini adalah pada proses perumusan kehijplalik. Perumusan
kebijakan publik dianggap sebagai langkah pertam@uagypenting untuk
mendukung berhasilnya pembangunan materiil danitigpimasyarakat
Desa Pulerejo. Hal ini dapat dilihat pada bebegapgram kebijakan Desa
Pulerejo seperti perumusan kebijakan peraturan IPhami Kepala Desa,
Alokasi Dana Desa, pembentukan organisasi kelompaki hutan,
pembangunan fasilitas umum (Gedung taman-kanakkkaeambatan desa,
masjid). Persepsi terhadap feodalisme jawa dalamanpesan kebijakan
publik dari masyarakat ini dimaknai berbeda olelk Raesnan, seorang

tokoh masyarakat, yang mengatakan

“kepatuhan dan tunduknya masyarakat dengan perpgatimpin desa
bukan lantaran kami takut tetapi karena lebih bknyaasyarakat
tersebut tidak tahu mengenai urusan pemerintah, dizsa cenderung
malas untuk ikut campur dalam masalah pemerintalesa, karena
urusan desa ya sudah ada yang mengatur sendir(waa&incara 18
Maret 2008)

Hal ini sangat terkait dengan latar belakang ekardan latar belakang
pendidikan yang dimiliki masyarakat Desa Puleregmtunya. Hal ini
diperkuat oleh pernyataan Iswoko dari tokoh penidesa Pulerejo



“ jangankan untuk mengurus masalah pemerintahangunasi sandang
pangan saja kita sudah merasa kesulitan, jaditgalddih baik bekerja
cari uang urusan pemerintah sudah ada yang menduas apa kita
masyarakat biasa lancang mengurus urusan para giatamesa”
(wawancara 18 April 2008)

Hal ini mencerminkan betapa sebenarnya masyarakst DPulerejo

kurang begitu tertarik dalam hal urusan politikale&pabila seorang tokoh

desa sudah mengeluarkan saran atau kata-kata @kstyaecara mudah

akan menyepakati lantaran sungkan dan juga memdalky mau masalah

tersebut menjadi lebih ruwet. Semakin cepat semb&ik dan bisa segera

menyelesaikan pekerjaan sehari-hari.

Tabel. 4.4.

Hasil Wawancara Tentang Persepsi Masyarakat DdseeiRudalam Memaknai

Feodalisme Jawa

N Wkt Nama Opini
O | Wawancara Informan
1 | 18 Maret 2008| SudarmawarnFeodalisme dalam hal tata pemerintahan di Desa
(Kades) Pulerejo saat ini bisa dikatakan tidak ada, katena
sejak terjadinya reformasi masyarakat sudah
mengetahui pentingnya partisipasi masyarakat dalam
proses perumusan kebijakan desa, kalaupun ada|yang
disebut feodalisme itu adalah wujud menghormati
tokoh tertentu dan atas dasar sungkan dalam
menentukan suatu kebijakan
2 | 18 Maret 2008| Koesnan kepatuhan dan tunduknya masyarakat dengan
(Tokoh perintah pemimpin desa bukan lantaran kami takut
Masyarakat) | tetapi karena lebih banyak masyarakat tersebuik tida
tahu mengenai urusan pemerintah desa, dan cnderung
malas untuk ikut campur dalam masalah
pemerintahan desa
3 | 18 Maret 2008, Dian Feodalisme di Desa Pulerejo, ya memang tidak
(Mahasiswa) | sepenuhnya ada, tapi kadang-kadang juga masih
terdapat praktek-praktek feodalisme dari beberapa
oknum begitu.
4 | 18 April 2008 | Kamah jangankan untuk mengurus masalah pemerintghan,
(warga desa)| mengurusi sandang pangan saja kita sudah merasa
kesulitan, jadi ya kita lebih baik bekerja ya bgker
cari uang urusan pemerintah sudah ada yang

mengurus




18 April 2008 | Koesnan kepatuhan dan tunduknya masyarakat dengan

(Tokoh perintah pemimpin desa bukan lantaran kami takut
Desa) tetapi karena lebih banyak masyarakat tersebuk tida
tahu mengenai urusan pemerintah desa, |[dan
cenderung malas untuk ikut campur dalam masalah
pemerintahan desa

1.2 Pemahaman Masyarakat Desa Pulerejo Terhadapm@san
Kebijakaan Publik
Pemahaman masyarakat Desa Pulerejo terhadap pemirkabijakan
publik sangat terbatas pada pengertian adaeysbug desa. Perumusan
Kebijakan Publik dipahami sebagai hal yang samagae musyawarah
desa yang akan membahas sesuatu hal terkait devagatah yang terjadi di

Desa. Hal ini disampaikan oleh Wahid, seorang PNZeda Pulerejo yang

" Perumusan Kebijakan itu biasanya semacam rembegp dintuk
membahas dan merencanakan suatu masalah desa watsyarakat
dengan perangkat-perangkatnya yang nantinya aksepakati, yang
nantinya akan menjadi alat untuk memajukan desaendiri. Kegiatan
ini berjalan secara berkesinambungan mas”(wawantérilei 2008)
Pemahaman tentang perumusan Kebijakan Publik ga plisampaikan
oleh Yulianto, seorang warga Desa Pulerejo dariegen pemuda

perumusan kebijakan publik dipahami sebagai berikut

" kalau saya sebagai pemuda menanggapi perumuss@akan publik

itu adalah rembug desa yang membahas tentang kepamu
keolahragaaan, masalah perbaikan jalan desa aldalhgang terkait

dengan masalah-masalah desa untuk nanti dilaksamdéda masyarakat
itu sendiri, dengan kesepakatan dari perangkat dt&sa tokoh desa”
(wawancara 16 Mei 2008)

Hamdan, warga Desa Pulerejo mengatakan bahwa Psaarkiebijakan
di Desa Pulerejo adalah sama dengan pembahasanlamadalam
musyawarah desa, oleh masyarakat bersama dengargkat desa dan juga
tokoh-tokoh desa (wawancara, 16 Mei 2008). Parngyaga warga Desa
Pulerejo yang berlatar belakang sebagai pedagang gaja tidak terlalu
memahami istilah Perumusan Kebijakan Publik, akerapi menyebut



rembug desa sebagai bentuk pemahaman atas PeruKelsigakan Publik
(wawancara, 17 Mei 2008)

Pemahaman yang agak lebih jelas disampaikan ol&hHadi, wakil
BPD Pulerejo

" Perumusan Kebijakan Publik merupakan tahapanimmgaalan proses

kehidupan pemerintahan desa, tidak hanya sebagengaaan dari

suatu kegiatan saja akan tetapi juga menjadi gasarawal pelaksanaan
proses kebijakan yang melibatkan masyarakat Des&deangkat Desa
dalam bentuk musyawarah atau rembug desa terkaiigade

pembangunan desa baik infrastruktur, norma dam Imildaya dan adat
Desa Pulerejo” (wawancara 18 Mei 2008)

Berdasarkan observasi peneliti, memang dapat tlibhhwa kekuatan
masyarakat Desa Pulerejo untuk memahami PerumuséijaKan Publik
banyak yang terbatas pada apa yang disebut sefesmgiaiilg desa, sehingga
untuk memahami Perumusan Kebijakan Publik secaffsahanaka peneliti
sangat sedikit menemukan pemahamanya. Hanya dayams&kat Desa
Pulerejo yang memiliki latar belakang pendidikannemggah keatas dan
pejabat desa yang sedikit memilki pemahaman mengBeaumusan
Kebijakan Publik dan arti penting Perumusan KelifalRublik pada tataran
Desa Pulerejo. Sehingga dengan istilah lain untwdojeflaskan tentang
Perumusan Kebijakan Publik maka peneliti menemus@ah rembug desa
sebagai istilah lokal untuk menyebut Perumusan jElkedn Publik

Dari penelitian melalui wawancara dan observastadialapat dilihat
bahwa perumusan kebijakan publik dalam lingkunDasa Pulerejo bisa
dimaknai sama dengan rembug desa. Hal ini disebablke& setiap masalah
yang terkait dengan Desa maka pembahasan akarulkdilakpada acara
rembug desa dan apa yang menjadi kesepakatan alindambug desa

menjadi suatu komitmen bersama masyarakat desa.



Tabel 4.5.

Hasil Wawancara Tentang Persepsi Masyarakat Ddseeirudalam Memaknai

Perumusan Kebijakan Publik

Waktu
Wawancara

Nama Informan

Opini

N
O
1

16 Mei
2008

Wabhid

Perumusan Kebijakan itu biasarn
semacam rembug desa untuk memba
dan merencanakan suatu masalah ¢
antara masyarakat dengan perang
perangkatnya yang nantinya ak
disepakati, yang nantinya akan menjadi
untuk memajukan desa itu sendiri. Kegia
ini berjalan secara berkesinambungan m

ya
has
lesa
kat-
an
alat
tan
as

16
2008

Mei

Yulianto

kalau saya sebagai pemuda menang
perumusan kebijakan publik itu adal
rembug desa yang membahas tent
kepemudaan, keolahragaaan, mas
perbaikan jalan desa atau hal-hal ys3
terkait dengan masalah-masalah desa u
nanti dilaksanakan oleh masyarakat
sendiri, dengan kesepakatan dari peran
desa atau tokoh desa

gapi
ah
ang
alah
ang
ntuk
itu
pkat

18
2008

Mei

Hadi

Perumusan Kebijakan Publik merupa
tahapan penting dalan proses kehidu
pemerintahan desa, tidak hanya seb
perencanaan dari suatu kegiatan saja &
tetapi juga menjadi dasar atau ay
pelaksanaan proses kebijakan Y3
melibatkan masyarakat Desa dan Peran
Desa dalam bentuk musyawarah a
rembug desa terkait dengan pembangu

an
pan
agai
akan
val
ang
gkat
tau
nan

desa baik infrastruktur, norma dan ni
budaya dan adat Desa Pulerejo

lai

2. Keberadaan

Kebijakan Publik

Feodalisme Jawa dalam Fase-fase

Perusan

2.1 Fase-fase Perumusan Kebijakan Publik di Datadjo

Dalam Pemerintahan Desa Pulerejo sekarang ini, kumienyusun

Perumusan Kebijakan Publik secara konstitusi

mangpada Perda

Kabupaten Blitar No. 8 Tahun 2008 yang terdiri dampat tahapan yang

dilaksanakan antara lain :



2.2.1Problem Identificatior(Penyusunan Rencana Kebijakan)

Penyusunan rencana kebijakan publik merupakarahstiang
diapakai olen Pemerintahan Desa Pulerejo untuk awealg proses
Perumusan Kebijakan Publik. Tahap pertama ini ddalkkan dengan
mengundang beberapa elemen masyarakat yang mesijadeholder
kebijakan peblik di Desa Pulerejo. Baik Dari petatgDesa, BPD,
LPPD, Tokoh agama, Tokoh pemuda dan swasta. Psaseacam ini
dilakukan di balai Desa Pulerejo, dan membahas sga yang
diperlukan untuk diputuskan terkait masalah pembaag secara fisik,
pembahasan aturan-aturamn serta keputusan-keputugang
menyangkut hajat masyarakat Desa Pulerejo akanhasbadalam
musyawarah ini. Sebagai gambaran adalah penyusueanana
kebijakan pembangunan kantor BPD dan pemasangamgp@esa
Pulrejo. Untuk merumuskan kebijakan ini maka, pgkah desa
mengumpulkan seluruh elemen masyarakat yang mewaltah dusun
masing-masing untuk mensosialisasikan rencana peguban sebagai
salah satu rencana kebijakan desa. Untuk pembanduamaor BPD dan
pemasangan Paving terlebih dahulu diadakan ripahtgan menyangkut
harga kebutuhan material, jumlah badget dari dedan biaya
pengeluaran, sebagaimana terlihat dalam tabel dibaw

Dalam proses perumusan kebijakan ini berdasarkaalipan yang
ada seperti dijelaskan oleh Bapak Maryono, Seksefdesa Pulerejo,
menyebutkan bahwa perumusan kebijakan desa didamlpenyusunan
rencana kebijakan. Tahap ini perlu melibatkan selwlement
masyarakat yang terkait dengan kebijakan yang dindkMasyarakat
dan Pamong Desa diundang oleh Kepala Desa untuk deldm rapat
atau musyawarah desa. Masyarakat diminta pendagat ntasukan
untuk merencanakan langkah-langkah kebijakan y@&s&diterima oleh

semua pihak. Pak Maryono juga meyebutkan bahwa

“ ya, kami selaku perangkat desa mengundang mdstarai
untuk ikut serta merencanakan proses kebijakang®ikangunan
yang bersifat fisik maupun hal-hal yang menyangsetaturan-



peraturan untuk dibicarakan bersama dalam musyawdesa’
(wawancara 20 Maret 2008)

Gambaran atau usulan-usulan tersebut dibahas datesyawarah
desa sebagaimana melibatkeshareholder Desa Pulerejo seperti
dijelaskan diawal. Keberadaan feodalisme jawa pealaap ini dapat
diamati dari usulan yang disampaikan adalah diwanieh pendapat
orang-orang yang mempunyai kedudukan di Desa Ralérerlebih lagi
masalah senioritas yang terdapat dalam strukturepetahan desa
sangat berpengaruh terhadap siapa yang memilikugtak untuk
memasukkan saran atau pendapat tentang daerainfadstruktur mana
yang menjadi orientasi pembangunan. Hal ini diupgka oleh Pak

Maryono sebagai Sekretaris Desa

“di Desa Pulerejo ini spertinya segala urusan yays menangani
walaupun kadang-kadang ada masalah yang bukan akemp
bidang saya tetapi warga mempercayakan keputusam da
pelaksanaaan masih kepada saya yang memang sudahuhe
tahun berada pada lingkungan pemerintah desa” (neava 20
Maret 2008)

Sadar atau tidak faktor senioritas dan ketokohamgata
mempengaruhi proses penyusunan rencana kebijakialik pli Desa
Pulerejo, walaupun masyarakat memandang bahwalligoéaitu tidak

ada dalam konteks perumusan kebijakan publik.

2.1.2 Agenda Settin@enetapan Rencana Kebijakan)

Tahap kedua dalam perumusan Kebijakan Desa Puladgtah
penetapan rencana. Hal ini biasanya ditandai depgaanda tanganan
berita acara atas apa yang menjadi kesepakan lzeesamara perangkat
desa dan masyarakat untuk selanjutnya diajukannkéat kecamatan
untuk diproses menunggu jawaban dari pemerintalatsstaupun dari
pemerintah pusat. Penetapan rencana ini sangatgaipehi oleh nuansa
tradisional dimana saran dan petuah dari tokoh amakgt atau yang

dituakan dalam Desa Pulerejo menjadi acuan ditatayk kebijakan



tersebut. Misalnya saja dalam pembangunan Gedun® BRan
pemasangan paving kantor Desa Pulerejo harus diadehigan
selamatan dan diakhiri dengan selamatan juga dengamgundang
masyarakat untuk selamatan desa bersama, apabdi tipenuhi
dikhawatirkan apa yang akan diputuskan dalam muakawtersebut
menjadimuspro(sia-sia).

Tahap penetapan rencana kebijakan akan disepalediti pphak
perangkat Desa dan masyarakat Desa Pulerejo apabiteenuhi titik
temu antara permintaan masyarakat dengan kemampesen untuk
mewujudkan keinginan masyarakat tersebut. Lataakiaelg sumber
daya manusia yang sangat terbatas dalam hal kenaamgkademik
menjadi faktor utama di Desa Pulerejo dalam memiberarakter
masyarakat feodalisme jawa. Masyarakat umum sebstgaieholder
kebijakan hanya sebatas memenuhi undangan untukakuokain
musyawarah dan biasanya apabila sang tokoh sudatben&an kata-
kata atau saran diakhir penentuan atau penetapacan@ maka
masyarakat umum akan secara berjamaah menyet@waam menjadi
kesepakatan bersama yang pada kenyataanya adasimber dari
ucapan sang tokoh tersebut.

Masyarakat Desa Pulerejo yang sebagian besardrepndidikan
SD dan sebagai petani tidak mempunyai kemampuanukunt
berargumentasi secara rasional untuk menyatakansudaldalam
hatinya. Kalaupun bisa masyarakat akan merasa mattuk
mengungkapkan karena tidak sepantasnya masyaracit banyak
ngengkel terhadap Pamong Desa atau sang tokoh. Bukan berarti
masyarakat tersebut takut, sebenarnya masih tardaparanian tetapi
karena banyak warga lain yang memilih diam, pasif denderung ikut
arus apa yang menjadi ketetapan maka yang sebenameynpunyai
uneg-uneguntuk menyampaikan pendapat merasa tidak mempunyai
teman seperjuangan dan pada akhirnya kehendalphemhanya kandas
dalam hati dan biasanya berlanjut padaan-rasanantar warga saja.

Seperti yang disampaikan Paidek, mantan kepalarbikialipucung dari



tahun 1973 sampai dengan 2004 yang juga merupakah tlesa yang

disegani, mengatakan:

‘kita ini adalah masyarakat yang bodoh tidak tabotang teori
pemerintahan, kita hanya bisa manut dengan apa wyesrgadi
perintah atasan, bukan berarti kita takut namuih l&brena tidak
adalah bodoh, tidak akan ada artinya kita yanghketeriak tentang
kebenaran namun hanya satu orang sedangkan yayg laanya
diam”(wawancara 18 April 2008)

Dari penelitian ini maka penetapan rencana kehijakesa
Pulerejo tidak seluruhnya merupakan benar-benaasuasyarakat atau
keinginan masyarakat, akan tetapi bisa merupaksstapan beberapa
orang yang berpengaruh di Desa Pulerejo yang damngygewakili

masyarakat secara keseluruhan.

2.1.3 Policy Problem FormulationPengendalian Pelaksanaan Rencana

Kebijakan )

Pengendaian pelaksanaan rencana ini di Desa Rulerej
dilaksanakan oleh BPD sebagai fungsi pengawasamanDaetiap
Pelaksanaan rencana BPD memulai dengan mencatat sggpgram
atau kegiatan yang telah dilaksanakan ke dalam-arsip atau laporan-
laporan. Pengendalian model seperti pengarsipdrami dimulai setelah
terbentuk pemerintah Desa Pulerejo November tal0i 2ang lalu, hal
ini disebabkan karena sudah lama Desa Pulerejo ateengkekosongan
kekuasaan selama 5 tahun. Selama 5 tahun jabatzaiaKBesa di isi
oleh Penaggungjawab sementara yang bertugas seyayklkpala Desa.
Keadaan kekosongan kekuasaan menyebabkan pemanirdaka yang
juga goyah dan terkesan tidak tertata dengan Hadiini seperti yang
dikatakan oleh Bapak Hadi Pranoto, wakil ketua BP&sa Pulerejo

yang juga tokoh Desa Pulerejo

“Desa Pulerejo ini seakan baru lahir kembali ddrtirt panjangnya,
sehingga model pengendalian rencana kebijakan tsepang
terdapat dalam Perda Kabupaten Blitar kami, baja re@langkah



untuk mengadakan pengendalian rencana kebijakagadeoara
mengarsipkan dan mencatat segala program-progeurkagiatan
yang telah disepakati dalam ketetapan perencaredajakan desa“
(wawancara 18 April 2008)

Sesuai dengan Perda kabupaten Blitar No. 8 TahQf &&mang
tahap ketiga dalam perumusan kebijakan desa adaldanya
pengendalian pelaksanaan rencana. Namun karenadteak®sa yang
baru mengalami perubahan besar dalam struktur glean maka
pengendalian perumusan kebijakan juga belum maksimerlebih
untuk proses perumusan kebijakan desa dalam haldedah Peraturan
Desa Pulerejo tahun 2008 masih dalam tahap pendrahastara
Perangkat dan juga BPD. Hal ini diperkuat oleh Balkkin, ketua RT di
Dusun Kalipucung

“ya di Desa Pulerejo ini kelihatan memang tidak itegerlihat
pengendalian rencana kebijakanya, karena selaigasasedikit
perumusan kebijakan yang dibahas tapi juga karandber daya
manusia desa Pulrejo yang tidak mengerti dengadakeadesa
sebenarnya” (wawancara 17 Mei 2008)

2.1.4 Policy DesiglEvaluasi Pelaksanaan Rencana Kebijakan)

Evaluasi pelaksanaan rencana kebijakan Desa Rultitaksankan
bersama antara BPD masyarakat dan perangkat desaganmelihat
antara perencanaan di awal dengan hasil pelaksanpakah terjadi
penyimpangan atau tidak. Disini peran BPD adalahjacke mitra bagi
perangkat desa dengan cara memberi masukan dan aara bahkan
teguran apabila memang terdapat penyelewengansaelain kebijakan
dengan perencanaan diawal.

Dari model laporan tersebut maka akan ditindakukangialam
pembahasan evaluasi oleh BPD dan masyarakat dalasyamarah
desa. Evaluasi ini diharapkan menghasilkan masakaun tuntutan dari
masyarakat bagaimana sebaiknya penyelesaian masalahjutnya

apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan.



Oleh karena pelaksanaan tahap keempat dari ramgha@ses
Perumusan Kebijakan Publik di Desa Pulerejo iniubdilaksanakan
dalam waktu yang relatif belum lama maka berdasehlesil wawancara
dengan wakil ketua BPD setempat dapat dikatakambétrdapat data
yang bisa dijadikan ukuran berhasil atau tidaknyadeh evaluasi
pelaksanaan rencana kebijakan ini. Seperti yangtakian oleh Bpk.

Hadi sebagai berikut:

"Untuk pelaksanaan evaluasi rencana kebijakan @&mikbelum
bisa membahas secara rinci dan mengatakan bagaissnie
beluknya oleh karena kegiatan evaluasi ini baru ikgatankan
beberapa waktu yang lalu, sehingga sampai sekgmangproses
evaluasi ini juga belum selesai dilaksanakan dami ldari BPD
masih melakukan rembug dengan perangkat desa (RdksiK
(wawancara 17 Mei 2008)

Sehingga pelaksanaan yang terdapat dilapangan untoges
evaluasi rencana kebijakan tersebut masih dalaaptphoses dan baru
pertama kali dilaksanakan oleh pemerintah Desa réalepaska

pemilihan Kepala Desa yang baru sejak vakum sefatahun.

2.2 Bentuk Feodalisme Jawa dalam Setiap Fase PsamiCebijakan
Publik
Bentuk Feodalisme pada fase-fase Perumusan Kebifakblik di
Desa Pulerejo adalah sebagai berikut:
2.2.1Fase Problem IdentificatioPenyusunan Rencana Kebijakan)
Bentuk Feodalisme Jawa yang muncul pada fase Psammu
Kebijakan Publik di Desa Pulerejo adalah munculkeieuatan dari seorang
tokoh tertentu dan peran senioritas dari seoramgnp&at Desa dalam
menyelesaikan berbagai bidang masalah di Desa paiabelum tentu
secaraskill sang tokoh dan pejabat senior tersebut tidak rkekumpetensi
khusus dalam bidang masalah yang dimaksud. Sebzmdoh dalam
menyelesaikan sengketa pembagian bibit hutan rakygng
dipermasalahkan oleh masyarakat dari dusun Kaliy&arena jatah yang

diterima tidak terbuka dan tidak jelas maka akaemanggil sesepuh



sebagai wasit dalam mediasi antara masyarakat Dialipucung dengan
Perangkat Desa selaku pembuat kebijakan pembagsn hintan rakyat
yang dirasa tidak terbuka.

Dalam masalah lain, terdapat satu keluarga yanganged
mengalami konflik keluarga maka sesepuh desa yamg ®isa saja menjadi
seorang wasit dalam mediasi penyelesaian masalah satu keluarga
dalam Desa Pulerejo tersebut. Hal ini dapat dilthat hasil wawancara
dengan Iswoko, salah satu warga yang pernah mengaiadiasi dangan

bantuan sesepuh desa karena masalah keluarga

" Mbah Dik itu sudah berkali-kali ikut menyelesaikpendamaian
dari warga di Desa Pulerejo ini yang khususnya disuh

Kalipucung, walaupun beliau hanya petani markamituo tapi

warga sangat percaya dengan kemampuan beliau m@obantu
menyelesaikan masalah di Desa ini, selain itu wanga akan
manut dengan apa yang beliau katakan karena meatamya ya
begitu” (wawancara 17 Mei 2008)

Hal senada juga dikatakan oleh Solikin yang judsagai ketua RT,

bahwa:

"apapun masalah yang ada di Desa Pulerejo ini iyasananut
dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang tua kaks) yang
tua menghendaki untuk jalan ke timur ya kita ittnotamanut saja,
tidak neko-nekoyang penting semua urusan berjalan lancar dan
tidak terdapat konflik yang muncul lagi, apalagiada rapat-rapat

di Desa sebenarnya kalau orang-orang yang sepsiébtérsudah
setuju maka waraga ya pasti akan mengikuti sajeaiMancara 17
Mei 2008)

Sehingga pada fase perumusan kebijakan publik daBlerejo
mengandung unsur feodalisme jawa yang begitu &ylidimana posisi
seorang tokoh dan sesepuh perangkat desa dalamemeoeunjuk dan
masukan sangat kuat dan bahkan sangat berpengamlam d
keberlangsungan proses perumusan kebijakan puldda DPulerejo. Bisa
saja Kepala Desa atau Ketua BPD akan meminta skmarmasukan dari

sesepuh desa yang dianggap mampu untuk ikut meayled® masalah desa



yang sedang dihadapi atau dalam penyusunan Per&desa. Sehingga apa
yang dikatakan oleh sesepuh desa tersebut meretasi&an hasil
perumusan kebijakan yang akan dibuat oleh perardgsd Pulerejo.

Pak Hadi wakil Ketua BPD Pulerejo, mengatakan

"kalau mperangkat desa yang sekarang ini ya masih suntun
dengan memberikan masukan-masukan pada saat muapawa
desa ataupun biasanya para perangkat desa teysetng datang
kepada saya untuk meminta petunjuk dengan sayan&datar
belakang pengalaman yang lebih maka mereka maonglképada
saya walaupun saya juga bukan apa-apa” (wawancardei
2008)

Paidek matan ketua dusun mengatakan,

"saya tidak akan pernah takut dengan perangkaagiapdi Desa
ini dengan camat sekalipun, karena perangkat safara juga
masih muda-muda dan tidak mengerti tata pemerintdbasa
Pulerejo sebagaimana yang kita pamahi seperti duktinya ada
warga yang mempunyai pendidikan tinggi tapi dijadikkepala
dusun saja tidak bisa dan malah warganya tidak’qukawvancara
18 Mei 2008)

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat suatu ketaratersendiri dari
sesepuh, orang tua atau pejabat senior dalam lggku perangkat Desa
dalam mewarnai proses perumusan kebijakan publRedia Pulerejo. Hal
ini didukung dengan keadaan sumber daya manusia Paterejo yang
paham dengan pemerintahan desa umumnya sangait segilkpemahaman

terhadap perumusan kebijakan publik khususnyagaggat minim sekali.

2.2.2Fase Agenda Settinf@enetapan Rencana Kebijakan)

Tahap kedua dalam perumusan kebijakan Desa Ruladglah
penetapan rencana. Hal ini biasanya ditandai depgaanda tanganan
berita acara atas apa yuang menjadi kesepakanizesatara perangkat
desa dan masyarakat untuk selanjutnya diajukaninigkat kecamatan
untuk diproses menunggu jawaban dari pemerintainabaataupun dari
pemerintah pusat. Penetapan rencana ini sangaigdipéni oleh nuansa

tradisional dimana saran dan petuah dari tokoh amakgt atau yang



dituakan dalam Desa Pulerejo menjadi acuan ditatagk kebijakan
tersebut. Misalnya saja dalam pembangunan Gedund BRn
pemasangan paving kantor Desa Pulerejo harus didesagian selamatan
dan diakhiri dengan selamatan juga dengan menggndasyarakat untuk
selamatan desa bersama, apabila tidak dipenuhawiiirkan apa yang
akan diputuskan dalam musyawarah tersebut memasipro(sia-sia).

Tahap penetapan rencana kebijakan akan disepaledti pihak
perangkat desa dan masyarakat Desa Pulerejo apamteenuhi titik temu
antara permintaan masyarakat dengan kemampuan degek
mewujudkan keinginan masyarakat tersebut. Lataakiaglg sumber daya
manusia yang sangat terbatas dalam hal kemampuwatemik menjadi
faktor utama di Desa Pulerejo dalam membentuk kerakasyarakat
feodalisme jawa. Masyarakat umum sebadreholderkebijakan hanya
sebatas memenuhi undangan untuk melakukan musyawarabiasanya
apabila sang tokoh sudah memberikan kata-kata asaan diakhir
penentuan atau penetapan rencana maka masyarakatakan secara ber
jamaah menyetujui apa yang menjadi kesepakatararbarsyang pada
kenyataanya adalah bersumber dari ucapan sang tietsaiut.

Penetapan rencana kebijakan di Desa Pulereejo akdesai
apabila terdapat titik temu antara apa yang meikeitiginan masyarakat
dalam hal in adalah suara yang dikeluarkan olelottalertentu. Tokoh
desa ini memilki legitimasi yang kuat dalam masakat untuk
menyuarakan keinginan masyarakat, dengan kemampaarong Desa
untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh masyar Nuansa
feodalisme yang hadir pada fase penetapan rencbimhan ini begitu
terlihat pada waktu para perangkat desa akavankepada sesepuh desa
untuk meminta semacam petunjuk mengenai apa yamgss@ya akan
dilakukan dan bahkan apa yang semestinya diputusidait dengan
perumusan kebijakan ynag akan dilaksanakan tersebut

Salah satu Pamong Desa Sus Mujiono mengatakan bahaw

“penetapan aturan, kegiatan atau acara yang akalsahnakan di
Desa Pulerejo ini yang tidak akan terjadi kalawtemengadakan



pertemuan dengan yokoh-tokoh dessa mas, dengarathkein
masyarakat luas tentunya, dan Pamong Desa sekalritzerusaha
mencari jalan terbaik setelah terdapat kesepakatangan
masyarakat agar apa yang akan kita jalankan naga pkan
menemui sasaran yang pas. (wawancara 18 April 2008)

Dari penelitian ini maka penetapan rencana keaijakDesa
Pulerejo tidak seluruhnya merupakan benar-benaia smasyarakat atau
keinginan masyarakat, akan tetapi bisa merupakaetapan beberapa
orang yang berpengaruh di Desa Pulerejo yang dsmgmewakili
masyarakat secara keseluruhan. Hal ini yang menyadna feodalisme

dalam proses perumsuan kebijakan publik di Deser&joltahap kedua.

2.2.3Fase Policy Problem Formulatiaffengendalian Pelaksanaan
Rencana Kebijakan )

Pengendaian pelaksanaan rencana di Desa Pulelaisatiakan
olen BPD sebagai fungsi pengawasan. Dalam setitgkd2@aan rencana
BPD memulai dengan mencatat segala program ataat&egyang telah
dilaksanakan ke dalam arsip-arsip atau laporarrdepdengendalian model
seperti pengarsipan ini baru dimulai setelah tetiderpemerintah Desa
Pulerejo November tahun 2007 yang lalu, hal inebii#bkan karena sudah
lama Desa Pulerejo mengalami kekosongan kekuasalama 5 tahun.
Selama 5 tahun jabatan Kepala Desa di isi olehd@emagjawab sementara
yang bertugas selayaknya Kepala Desa. Keadaan d@@s kekuasaan
menyebabkan pemerintahan desa yang juga goyatedasan tidak tertata
dengan rapi. Hal ini seperti yang dikatakan olepdakaHadi Pranoto, wakil

ketua BPD Desa Pulerejo yang juga tokoh Desa Ralere

“Desa Pulerejo ini seakan baru lahir kembali ddrirt panjangnya,
sehingga model pengendalian rencana kebijakan tsepsng

terdapat dalam Perda Kabupaten Blitar kami, bajai rs@langkah
untuk mengadakan pengendalian rencana kebijakagadeoara
mengarsipkan dan mencatat segala program-progeurkagiatan
yang telah disepakati dalam ketetapan perencanafijakan

desa”’(wawancara 18 April 2008)



Sesuai dengan Perda kabupaten Blitar No. 8 TaB0f themang
tahap ketiga dalam perumusan kebijakan desa addkiya pengendalian
pelaksanaan rencana. Namun karena keadaan desabgangnengalami
perubahan besar dalam struktur perangkat, makaepdatian perumusan
kebijakan juga belum maksimal. Terlebih untuk psosperumusan
kebijakan desa dalam hal ini adalah Peraturan Pegerejo tahun 2008
masih dalam tahap pembahasan antara PerangkaugarBPD. Hal ini
diperkuat oleh Pak Solokin, ketua RT di dusun kadymg

“ya di Desa Pulerejo ini kelihatan memang tidak itbegerlihat
pengendalian rencana kebijakanya, karena selaigasasedikit
perumusan kebijakan yang dibahas tapi juga karender daya
manusia desa Pulrejo yang tidak mengerti dengadakena desa
sebenarnya.” (wawancara 19 April 2008)

Pada tahap ketiga proses perumusan kebijakan Deleje
tersebut dapat dilihat bahwa warna feodalisme yaaguk juga tidak jauh
berbeda denga proses-proses sebelumya bahwa privemoit terhadap
atasan menjadi faktor utama masuknya warna feodaljawa dalam proses
perumusan kebijakan publik di Desa Pulerejo. Mdsasamber daya
manusia adalah sumber dari munculnya arus feodaljggng menempatkan
para tokoh atau sesepuh atau seorang yang diargapunyai kemampuan
lebih akan menjadi sangat berpengaruh pada tah&igakperumusann
kebijakan publik di Desa Pulerejo. Walaupun diakeiidapat beberapa
individu yang mempunyai pikiran yang kritis namurasim tertutup oleh
kekuatan kharismatik seorang tokoh .

2.2.4Fase Policy DesigEvaluasi Pelaksanaan Rencana Kebijakan)
Evaluasi pelaksanaan rencana kebijakan Desa Rulere
dilaksanakan bersama antara BPD masyarakat dangbetadengan cara
melihat antara perencanaan di awal dengan haskssehaan, apakah terjadi
penyimpangan atau tidak. Disini peran BPD adalamjage mitra bagi
perangkat desa dengan cara memberi masukan dam astra bahkan

teguran apabila memanga terdapat peyelewengan spekén kebijakan



dengan perencanaan diawal. Sebagai contoh adalaluasv rencana
kebijakan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desatya dalam bentuk
berita acara penggunaan Alokasi Dana Desa, yargsidisasikan pada
masyarakat.

Bertolak dari hasil penelitian yang telah disajikdinatas maka,
dapat disimpulkan bahwa proses evaluasi rencangakeb sebenarnya
sudah berjalan secara formal akan tetapi masihohedp sentralistik.
artinya proses evaluasi ini berasal dari masuk&ohtalesa tertentu yang
dilewatkan kepada salah satu perangkat desa tenpeld yang berwenang.
Sehingga apabila tokoh Desa Pulerejo yang berstengkonerasa tidak
setuju atau kurang senang dengan hasil ketetapammpsan kebijakan
maka bisa saja evaluasi akan memunculkan nilaitivegan bersifat sangat
subjektif karena hanya berasal dari satu orang gaf@ menilai baik
buruknya ketetapan rencana kebijakan.

BPD sebagai mitra kerja Pemerintah Desa melaluiilmyak Bpk.
Hadi Pranoto mengatakan bahwa

“ Evaluasi rencana kebijakan yang ada di Desa Ejoléni masih
dalam tahap perintisan mas, dulu evaluasi ya héeyasal dari
perangkat sendiri dengan tidak melibatkan unsuryarakat untuk
diberi kesempatan memberi evaluasi, sekarang sayadha untuk
merintis pola evaluasi yang lebih demokratis dasa bnelibatkan
masyarakat dalam proses evaluasi rencana kebiaf{kawancara
18 April 2008)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwaisatmya proses
evaluasi rencana kebijakan di Desa Pulerejo sudajaldn akan tetapi
masih sangat tertutup karena evaluasi menjadi kawgam perangkat desa
sendiri. Sekarang proses evaluasi ini mulai meptgpses demokrasi dengan
mengundang unsur-unsur masyarakat untuk terlidahdavaluasi rencana
perumusan kebijakan di Desa Pulerejo. Hal ini jdgeerkuat dengan hasil

wawancara dengan pak Solikin yang mengatakan bahwa

“ di Desa Pulerejo sekarang masyarakat juga muléatkan
dalam proses evaluasi rencana kebijakan, kemarmaie juga



ada undangan untuk mengikuti evaluasi kegiatdaldii desa tapi
ya tidak begitu sering mas, hanya beberapa kalitibbespjadan
itupun ada yang hadir tapi juga ada yang tidakrhgdiawancara
19 April 2008)

Dari analisa ini dapat dilihat bahwa dalam prosesluasi
perumusan kebijakan di Desa Pulerejo memasuki ssitmansisi dimana
sudah terdapat kehendak untuk menghendaki padisip@syarakat sebagai
wujud demokrasi akan tetapi juga masih terdapaa gebdalisme jawa
dalam bentuk kepatuhan pada sosok tokoh tertefdndaemberi evaluasi

perumusan kebijakan.

3. Penerapan Feodalisme Jawa dalam Proses Perumus#mebijakan
Publik Oleh Para Shareholder di Desa Pulerejo.
3.1 Pola Kepemimpinan Perangkat Desa Pulerejo damanPSerta
Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik
3.1.1 Perangkat Desa
Perangkat Desa Pulerejo dalam konteks ini adaahgai fungsi
eksekutif yang menjalankan pemerintahan di DesarBjol dikepalai oleh
seorang Kepala Desa, dibantu oleh Sekretaris Dasakdpala dusun
mennjalankan pemerintahan sebagaimana yang diaiamdPeraturan
Daerah Kabupaten Blitar No. 8 Tahun 2007. Dimanpaf@ Desa dalam
menjalankan tugas sehari hari mempunyai kewenaumgjak :
a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan kebijakag gaatapkan
bersama BPD
b. Mengajukan rancangan peraturan desa
c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatyeesebersama
BPD
d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desgens
APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
e. Membina kehidupan masyarakat desa
f. Membina perekonomian desa

g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara patifisipa



h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan ddapat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dempgaaturan
perundang-undangan

i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan perapgamdang-
undangan yang berlaku

Pola kepemimpinan yang terdapat pada perangkat gasg
mengacu pada konstitusi diatas dalam prakteknyahntggominasi oleh
perintah atasan dalam melaksanakan tugas sehaddraperangkat desa
dalam hal ini Sekretaris Desa memilki porsi yanglameinasi pekerjaan
perangkat desa. Sehingga Sekretaris Desa justin besperan banyak
dalam masyarakat Desa dan Kepala Desa adalah ssbabgal pemimpin
desa. Hal ini dikatakan oleh Maryono, SekretarisdD®ulerejo bahwa
dalam banyak hal Kepala Desa sering melimpahkaastutan kegiatan
kepada saya sebagearik untuk menangani dan melaksanakan kegiatan
tersebut karena memang saya yang paling lama benkecg dalam
wilayah perangkat desa diantara perangkat desalgangwawancara 18

Mei 2008). Dari Kepala Desa sendiri menyatakan l@ahw

"dengan keberdaaan saya sebagai Kepala Desa dejeul@ yang
tergolong masih baru, dan saya sendiri juga daklmka belajar
dalam memimpin masyarakat desa maka sangat sekali saya
meminta bantuan perangkat lain dan sesepuh desamdal
melaksanakan pemerintahan di Desa ini, saya bexusahati-hati
dan terbuka saja dengan warga Desa agar tidalditdanflik-
konflik yang tidak diinginkan begitu mas.” (wawargal8 Mei
2008)

Disampaikan juga oleh Bpk. Hadi selaku wakil BPDleRejo
bahwa:

“saya sebagai tokoh desa disini, setuju apabilatdian sebagai
desa feodal, karena memang keadaanya demikian. Naaya
sebagai wakil BPD juga mengendaki perubahan di Peserejo

agar lebih maju lagi dengan menghilangkan modetidéeme

tersebut dengan model demokrasi yamng transpafamaivancara
18 April 2008)



Dengan demikian dapat dilihat bahwa, pola kepemampiyang
terdapat pada Desa Pulerejo adalah pola trangeicafeodalisme menuju

demokrasi yang menghendaki keterbukaan.

3.1.2 BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
Secara konstitusi BPD memilki peran dalam sebagyakk:
Membahas rancangan peraturan desa bersamaaHisgsd
b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaaturBe Desa,
Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
Mengusulkan pengankatan pejabat Kepala Desa
b. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
c. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan
menyalurkan aspirasi masyarakat.

Namun dalam kanyataanya pengaruh ketokohan daiorisas
tetap menjadi faktor penyebab konsep kepemimpiry yarkesan feodal.
Hal ini disebabkan oleh tingkat pengetahuan Kejsaa terhadap tata
pemerintahan desa masih minim dan kekuatan danakeag terhadap
senior dan sesepuh desa yang menyebabakan polaikggean di Desa
Pulerejo menjadi bias. Hal ini sesuai yang disakgmaioleh Paidek,

sesepuh Desa Pulerejo.

“di desa ini, belum tentu Kepala Desa adalah segalajustru
kepada orang yang lebih tua lah para perangkat @dsa
menghormati dan menjalankan sesuai dengan apadikatakan
orang-orang tua walaupun orang tua tersebut tidakitki jabatan
struktural dalam pemerintah desa, apalagi yang roag# jabatan
secara struktural maka sangat kuat pengaruh dasukea dan
saran dari orang tua tersebut” (wawancara 18 200B)

Dalam keterangan yang dikatakan oleh Bpk Hadi Roamaga
dapat dilihat sebagai berikut:

“wong ya orang Desa sini sebagian besar jogaut grubyuk
(ikut-ikutan) kalau pas ada kegiatan-kegiatan yal ggan saja
karena yang lainya juga jalan, kalu yang blaingkakijalan ya
yang lainya pun tidak ikut jalan, jadi BPD walaupamggotanya



banyak yang kerja ya itu-itu saja mas, dan belunutesemua
pengurus BPD mengerti tugasnya masing-masing legitu
perangkat desanya. Yang jelas saya biasanya yangbene
masukan pada ketua untuk mentelesaikan masalaHainasa
tertentu” (wawancara 18 april 2008)

Atau seperti juga dikatakan oleh Bpk. Solikin saldetua RT di
Dusun Kalipucung sebagai berikut:

“kalaupun ada ketua RT atau anggota perangkat ssaang ini

ya hanya sekedar menjalankan atasan, sendiko daajahmas,
asal perintah dijalankan saja dan tidak tahu menahiang seluk
beluk maksud dari atasan yang penting kegiatam jalga dan
cepet selesai, jadi masyarakat tidak ngurus damanasal perintah
atau kebijakan tersebut muncul, padahal bisa jadinfah atau
kebijakan tersebut dari orang yang sebenarnya tidak
berkepentingan dalam perangkat desa” (wawancafg(ib2008)

Keadaan ini didukung dengan kebiasaan masyarakag yebih
cenderungnanutatau setia kepada yang dikatakan oleh sesepulpaldei
pejabat tertentu. Kalaupun ada yang bersedia memndiiasanya karena
asal mengikuti perintah dan tidak tahu menahu tantaenar salahnya
perintah tersebut.

Tabel 4.6.
Hasil Wawancara Tentang Peran BPD dalam Perumushijelkan Publik
No Waktu Nama Opini
Wawancarg Informan
1 18 April Hadi wong ya orang Desa sini sebagian besar jngaut
2008 Pranoto | grubyuk (ikut-ikutan) kalau pas ada kegiatgdn-
kegiatan ya asal jalan saja karena yang lainya |juga
jalan, kalu yang blainya tidak jalan ya yang laifya
pun tidak ikut jalan, jadi BPD walaupyn
anggotanya banyak yang kerja ya itu-itu saja rhas,
dan belum tentu semua pengurus BPD mengerti
tugasnya masing-masing begitupun perangkat
desanya. Yang jelas saya biasanya yang merhberi
masukan pada ketua untuk mentelesaikan masjlah-
masalah tertentu
2 18 April Paidek di desa ini, belum tentu Kepala Desa adalah
2008 segalanya, justru kepada orang yang lebih tug lah

para perangkat desa akan menghormati |dan




menjalankan sesuai dengan apa yang dikathkan
orang-orang tua walaupun orang tua tersebut fidak
memilki jabatan struktural dalam pemerintah d¢sa,
apalagi yang mempunyai jabatan secara strukfural
maka sangat kuat pengaruh dari masukan dan garan
dari orang tua tersebut

3.1.3 LPPD (Lembaga Pengelolaan Pembangunan Desa)

LPPD (Lembaga Pengelola Pembangunan Desa) meniqeraa
dan fungsi lebih cenderung kepada peran sosialidasi distribusi
pelaksanaan kebijakan desa karena LPPD adalah aekeganjangan
tangan dari pemerintah desa dalam hal pembangé&aéta yang terdapat
dari hasil penelitian adalah bahwa pengurus LPPDy\aktiv adalah 1
orang. Hal ini sangat ironi sekali karena hakekatpgngurus dan anggota
LPPD seharusnya berasal dari perwakilan tiap-tiaguad yang dianggap
mengerti dengan keadaan dan kebutuhan dusun masisigg. Namun
pada kenyataanya 1 wakil LPPD ini adalah hasil pgpikan langsung
dari salah satu perangkat desa. Kenyataan ini isederRgan yang

dikatakan oleh salah satu pengurus BPD yaitu Heatid?o

“ dalam kenyataanya ya mas, orang duduk di LPPChamya 1
orang saja, kan ya aneh seperti ini, tapi sayahsbdeusaha untuk
mendiskusikan ini dengan Kepala Desa, namun madimbada
tindak lanjut agar dikemudian hari perjalanan dasé&bih tertata
dengan baik dan tidak membingungkan begini” (waasam 18
April 2008)

Keadaan ini yang menjadikan Desa Pulerejo maslanbéisa
berjalan secara optimal mengingat juga latar belgkaejarah yang

manade facto

memang telah 5 tahun mengalami kekosongan kekuas
dengan tidak adanya seorang Kepala Desa, dan hadgaseorang
penanggungjawab operasional desa saja. Sehinggaradakarang telah
terdapat bentuk pemerintahan desa namun masih laElpat menjalankan

kinerja secara optimal.



3.1.4 Tokoh Masyarakat

Masyarakat Desa Pulerejo dalam menempatkan diri kidnsep
feodalisme jawa pada proses perumusan kebijakdikglitbesa Pulerejo
cenderung kepada wilayah kebiasaan adat-istiadey parlaku di Desa
Pulerejo secara turun temurun, norma-norma adatdstarah, tata krama
dan aturan yang tidak tertulis lainya. Hal ini thabkan karena apa yang
dikatakan oleh tokoh atau sesepuh desa dan tokemaagbiasanya
merupakan hal yang terkait dengan mitos dan kepaacayang sudah
dipegang secara turun menurun. Selama apa yangadnekg¢baikan
pemerintah desa tersebut tidak melanggar keterddlan maka sebuah
keniscayaan bahwa kebijakan tersebut akan dapgmtldredengan tanpa
hambatan. Sus Mujiono sebagai Kaur Umum Desa Raolafen juga
sebagai pemuda Desa Pulerejo, memandang bahwa pefah
masyarakat baik dari golongan agama, golongan sksem@upun tokoh
pemuda sebagai perwujudan suara masyarakat bardalkhasebagai
faktor pendukung pelaksanaan kegiatan lapangamsur penting dalam

pembangunan Desa.

“ya, yang namanya tokoh desa disini selain sebagaig yang
dihormati karena sebagai sesama masyarakat, gevh ioi juga
mempunyai fungsi sebagai faktor pendukung pelalsana
kebijakan desa walaupun secara tidak langsung, masegara
mental spiritual tokoh-tokoh desa ini masih bergen bagi
kelangsungan pemerintahan desa” (wawancara 15 2208)

Fungsi-fungsi ini berdasarkan kebiasaan telah adenpuatu
ketentuan yang tidak tertulis. Maksudnya adalgbedetokoh pemuda
mempunyai fungsi yang kelihatan jelas dalam prpsesmusan kebijakan
publik dalam bidang keolah ragaan ataupun sentiktas dan teknologi
informasi. Hal ini sangat erat kaitanya dengan lsegia jumlah aktivis
muda yang berkecimpung dalam organisasi kepemudasa. Selain
karena latar belakang pendidikan yang minim banpeknuda Desa

Pulerejo yang bekerja sebagai TKI di luar negeokdh agama berfungsi



sebagai pembina aktivitas rohani baik di hari begsmma maupun dalam

ritual tertentu desa.

Sehinga peran masyarakat dalam perumusan kebipkdaik Desa

Pulereo adalah sangat penting namun demikian kareses perumusan

kebijakan di Desa Pulerejo sangat dipengaruhi kéduatan orang-orang

tua maka untuk masyrakat muda hanya berperan selpiaksana

dilapangan apabila terdapat kegiatan atau acaia #d ini sangat erat

kaitanya dengan pola kepemimpinan di Desa Pulst@g masih transisi

dari feodalisme kepada demokrasi. Perintah-perin@dn aturan

perumusan kebijakan masih berpddaittom updan masyarakat akan

bergerak apabila terdapat seseorang yang menggeraitiu pioner yang

mendahului untuk bergerak dalam ikut serta dalawsg® perumusan

kebijakan publik.

Tabel 4.7.

Hasil Wawancara Tentang Penerapan Feodalisme Ja@aRerumusan

Kebijakan Publik oleh Para Tokoh Masyarakat

No

Waktu

Wawancara

Nama Informan

Opini

11 April

2008

Sus Mujiono
(Kaur Umum)

ya, yang namanya tokoh desa disini se
sebagai orang yang dihormati karena seb
sesama masyarakat, para tokoh ini |
mempunyai fungsi sebagai faktor pendukl
pelaksanaan kebijakan desa walaupun se
tidak langsung

ain
agai
uga
Ing
cara

11 April

2008

Paidek
(Sesepuh Desa

Kalau sesepuh desa seperti sekarang ini, s
jarang diikutkan dalam rapat-rapat di de
karena perangkat desa sekarang sudah bg
diganti dengan orang-orang baru, toh demik
kadang kita masih diikutkan dalam mem
saran dan pertimbangnan dalam menenty
masalah-maslah tertentu begitu

udah
sa,
Inyak
ian
ber
ikan

18

April

2008

Koesnan
(Tokoh Desa)

ya, yang namanya tokoh desa disini se
sebagai orang yang dihormati karena seb
sesama masyarakat, para tokoh ini |
mempunyai fungsi sebagai faktor penduky
pelaksanaan kebijakan desa walaupun se
tidak langsung bias dari kyai, bos-bos itu a
orang tua sesepuh desa

ain
agai
iga
ing
cara
tau




Golongan swasta atau pengusaha di Desa Pulerggo menjadi
salah satushareholderkebijakan dan biasa masuk dalam ranah politik
pemerintahan desa. Dalam memasuki ranah pemerdeah golongan
swasta atau pengusaha ini sebatas sebagai penyakamg dalam
sumbangan-sumbangan swadaya masyarakat. Para gleagins tidak
mempunyai peran secara langsung dalam pemerintahamun lebih
kepada fungsi dukungan dana desa dan diposisikaagae orang yang
memilki posisi penting dalam pelaksanaan prosesjdien di Desa
karena tanpa dukungan materiil dari para penguselsebut sangat
dimungkinkan terjadi konflik sosial dilingkungan sé¢ dengan alasan
sudah tidak adanya hubungan yang harmonis antareonga dengan

swasta.

Analisa Data Penelitian
1. Persepsi Masyarakat Desa Pulerejo Terhadap Fealisme Jawa

dalam Konteks Perumusan Kebijakan Publik

1.1Pemahaman Masyarakat Desa Pulerejo Terhadap Maadaksme

Jawa

Dalam pandangan jawa berlaku paham yang menempatkan
seseorang pada posisi teratas dalam hierarkikehidupan bermasyarakat
yang mempunyai kekuasaan bersifat adikodrati (Sysk996, h.111) begitu
besar dan menjadi panutan bagi bawahanya. Sistedgalieme Jawa lebih
mengacu kepada suatu sistem yang menitik beratkpada pemenuhan
kebutuhan sosial, materi, spiritual, dan pelepgsamenuhan kebutuhan
emosioanal bawahan oleh patron untuk menimbulkgalitas penuh karena
unsur hutang budi (Santoso, 1993, h.25).

Dalam pemerintahan masyarakat Jawa masih memaafatektor-
faktor spiritual, berbagai hal yang terkait dengaistik masih mewarnai
tiap proses pemerintahan dan bahkan mulai dagpsgeerumusan kebijakan
publik yang akan dihasilkan (Endraswara, 2005, h.ABuansa mistik

kejawen yang begitu akrab dengan proses pemermtdaéam hal ini



adalah proses perumusan kebijakan publik dap&iadidiari beberapa aspek
kehidupan masyarakat Jawa baik dalam bidang polp&rdagangan,

birokrasi, pendidikan, kesenian, mulai dari pemntahnpusat, propinsi,

kabupaten atau kota sampai pada tingkat desa malysum. Gejala sistem
nilai feodal tersebut masih terlihat dengan jelBegitupun yang terjadi pada
masyarakat Indonesia umumnya

Kondisi sosial politik masyarakat Indonesia seaaraim sekarang
ini telah mengalami perubahan yang signifikan sé&eigulirnya reformasi
tahun 1998. Arus perubahan dari yang masyarakatatdik dan feodal
sekarang mengarah kepada demokrasi kebebasan. milalsaingat
berpengaruh besar pada pola kehidupan masyaraklindsia pada
umumnya dan pada daerah daerah baik provinsi, kédogkota maupun
pedesaan. Munculnya paham demokrasi sebagai wigsgarakat maju dan
kehendak untuk bebas menjadi kunci utama perub&esepsi masyarakat
mengenai kedua hal ini juga tampak masih berbeda-lsehingga tidak
jarang menimbulkan adanya pro kontra dalam tindgkeiseptual maupun
praktis di dalam masyarakat dalam merespon demdkragbut

Konsep feodalisme jawa telah lama mengakar tulanigdbnesia
terutama pada tingkat masyarakat desa. Dengan ge&anbyang ada
sekarang ini maka persepsi feodalisme jawa dalanmteke tata
pemerintahan juga mengalami perubahan antara thdigatu dengan
indvidu yang lain. Fenomena ini pada akhirnya jngedampak pada proses
politk masyarakat pedesaan yang dahulu merupakanwupudan
masyarakat feodal dan sekarang menuju masyarakaj yiemokratis
terkadang juga berdampak pada timbulnya konflikzomtal hanya karena
perbedaan persepsi mengenai konsep feodalisme jawa.

Di Desa Pulerejo pemahaman terhadap feodalismeuidialeh
masyarakat identik dengan pemerintahan yang diktai@n menekan
masyarakat dengan aturan-aturan yang memaksa. pValaecara definitif
masyarakat Pulerejo tidak mengerti akan makna fsoda Jawa.
Masyarakat Desa Pulerejo memiliki pandangan fesohi sangat erat

kaitanya dengan suatu kepemimpinan. Masyarakat DEsderejo



berpandangan bahwa untuk mengikuti perkembangaal gmitik yang ada
sekarang memang sepatutnya paham feodalisme sddkldipakai lagi.
Masyarakat Desa Pulerejo berupaya keras untuk mekandisi
demokratis namun setiap kegiatan dan kebiasaan yaagy masih
menerapkan prinsip-prinsip feodalisme. Penghormtgemadap tokoh atau
figur tertentu untuk menyusun suatu kebijakan digpgsebagai langkah
yang baik dengan mengesampingkan kemampuan spesafik figur
tersebut. Tokoh desa dianggap dapat memberikankayasian saran yang
diyakini sangat bermanfaat dalam berbagai hal ggirmenimbulkan bias
dalam pembagian kerja baik bagi perangkat desa umapimak-pihak yang
berkepentingan dalam pemerintahan desa. Dengana&eadeperti ini
masyarakat Desa Pulerejo tidak menolak jika magbkbdt sebagai desa
feodal, namun juga tidak sepakat apabila dikatagamerintahan desa

adalah pemerintahan yang diktator.

1.2Pemahaman  Masyarakat Desa Pulerejo Terhadap Psaomu
Kebijakan Publik
Pemahaman masyarakat Desa Pulerejo terhadap pemumus
kebijakan publik sangat terbatas pada pengertiaanyad rembug desa.
Perumusan Kebijakan Publik dipahami sebagai halgysama dengan
musyawarah desa yang akan membahas sesuatu Izt tenkgan masalah
yang terjadi di Desa. Berdasarkan beberapa rujugangertian dari
Anderson dan Bintoro Cokroamodjojo memberikan dsgfigang spesifik
dimana perumusan kebijakan selalu dikaitkan denmamnilihan alternatif-
alternatif keputusan yang terus menerus dan tigdakah berhenti. Karena
memang perumusan kebijakan tidak bisa dipandarapaebangkaian yang
linier pada proses kebijakan publik itu sendiria@ktetapi merupakan
bagian yang kompleks dari proses kebijakan pubdikgan banyak faktor
yang mempengaruhi perumusan kebijakan tersebut gataga lain seperti
yang diungkapkan Nigro dalam (islami, 2004, h.25) :
a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

b. Adanya pengaruh kebiasaan lama



c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi
d. Adanya pengaruh dari kelompok luar
e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Dalam Teori Metaforea Arena dikembangkan oleh Ortient
tahun 1992, seperti dikutip (Wahab, 1999, h.93) amhang proses
kebijakan tidak sebagai satu kesatuan yang teredegmelainkan sebagai
serentetan upaya negosiasi berlapis-lapis yang batkéin kelompok-
kelompok aktor yang langsung berpartisipasi danritaoi hanya
berkepentingan pada perilaku individu atau kelomkelkmpok sosial yang
secara sengaja diarahkan untuk mempengaruhi kahij@ksebut. Sehingga
dalam masyarakat seharusnya akan terjadi suatuapgan sosial menjadi
arena bagi masyarakat itu sendiri. Masyarakat dglarses kebijakan tidak
menjadi golongan pasif dan hanya patuh serta naatjah keinginan-
keinginan yang bersaal dari pemerintah.

Berdasarkan observasi peneliti, memang dapat dilibahwa
kekuatan masyarakat Desa Pulerejo untuk memahamnmi@ean Kebijakan
Publik terbatas pada apa yang disebut sebagai gerdesa, sehingga
dengan istilah lain untuk menjelaskan tentang Pasam Kebijakan Publik
maka peneliti menemukan istilah rembug desa sehstjah lokal untuk
menyebut Perumusan Kebijakan Publik karena promabug desa yang
dilaksanakan adalah media bagi masyarakat DesareRuleuntuk
menyelesaikan proses pembahasan masalah desa mnetugari solusi
dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat imdéai pemuda
hingga tokoh sepuh desa. Namun dalam rembug dessbapasan
perumusan kebijakan publik berjalan secara linen dtas kebawah dan
sangat minim untuk mendapatkéwilow up dari masyarakat. Masyarakat
lebih memilih untuk menyetuji apa yang dikatakaehopejabat desa dan
tidak banyak melawan atau berargumen dengan toksh gang menjadi

representasi masyarakat itu sendiri.



2. Keberadaan Feodalisme Jawa dalam Fase-fase Bewusan
Kebijakan Publik

2.1 Fase-fase Perumusan Kebijakan Publik di Dedarejo

2.1.1 Problem IdentificatioPenyusunan Rencana Kebijakan)

Teori Gunung Es menyatakan bahwa pemahaman matalabsuk
masalah yang dihadapi organisasi publik, senantiésa&ali dari adanya
kejadian-kejadian(event) yang mengemuka dimasyarakat, Jones dalam
(Islami, 2004, h.78) mengatakan bakewent in society are intepreted in
deferent ways by different people at different simdany problems may
rsult from the same event{peristiwa-peristiva yang terjadi dalam
masyarakat diartikan secara berbeda oleh orangydranbeda pada waktu
yang berbeda. Banyak masalah yang timbul dari ppgasyang sama).
Teori Elit Massa, Dye dalam (Islami, 2004, h.41)nma@dang dalam
elitisme kebijakan tidak mencerminkan keinginan yedak akan tetapi
keinginan elit. Pada tahap selanjutnya akan tinplolé perilaku(pattern
of behavior) menemukan struktur sistem{gytemic structureplari pola
perilaku tersebut dan akhirnya akan diketamental modelatau duduk
permasalahan yang mendasar dalam masyarakat untrentokan
kerangka atau desain kebijakan yang perlu dilakuliatuk mengatasi
masalah. (Widodo, 2007, h45-46).

Penyusunan rencana kebijakan publik Desa Pulelieatl dengan
mengundang beberapa elemen masyarakat yang mestjadeholder
kebijakan publik di Desa Pulerejo. Baik dari Pekaigoesa, BPD, LPPD,
Tokoh agama, Tokoh pemuda dan swasta. Proses sanmaicdilakukan
di balai Desa Pulerejo, dan membahas apa saja ¢g@eglukan untuk
diputuskan terkait masalah pembangunan secara fisikbahasan aturan-
aturan serta keputusan-keputusan yang menyangjaitrhasyarakat Desa
Pulerejo akan dibahas dalam musyawarah ini.

Dengan melihat data yang diperoleh dilapangan damyanding

bandingkan dengan teori-teori yang ada maka pieddipat menganalisa



bahwa fase perumusan kebijakan publik di Desa €jolenasih termasuk
dalam model elit masa seperti yang dikembangkam Dfemas R. Dye di
paragraf sebelumnya. Untuk mengawali proses peramusbijakan

memang dimunculkan isu atau masalah yang hendakkga dibahas
namun pada pelaksanaan kegiatan masih terdapadtkekelit masyarakat
yang mempengaruhi perumusan kebiajakan publikbiatse

Sadar atau tidak faktor senioritas dan ketokohagatamempengaruhi
proses penyusunan rencana kebijakan publik di Pesarejo, walaupun
masyarakat memandang bahwa feodalisme itu tidakdatem konteks
perumusan kebijakan publik. Kenyataan ini yang paklairnya masih
menjadi penghambat Desa Pulerejo untuk merumuskfijakan yang
benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan keingiresyanakat desa
sendiri.

Dalam kenyataanya masyarakat menginginkan adanyabaitean
model patronase kepemimpinan akan tetapi pada masta Desa
Pulerejo hal ini masih sulit diwujudkan karena #grdt beberapa faktor
yang menjadi penghalang baik dari faktor histor@ésgy memposisikan
Desa Pulerejo sebagai desa terpencil dan magjoloeag desa minus
sehingga masih sulitnya mencapai akses pendidightikpdan kemajuan
informasi secaraip to date faktor dari luar, dan faktor kondisi sosial
ekonomi. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaokaim Nigro dalam
(Islami, 2004, h.25) yaitu akan terdapat banyakdiakang mempengaruhi
perumusan kebijakan publik pada suatau daerahealaiar
f. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar
g. Adanya pengaruh kebiasaan lama
h. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi
I. Adanya pengaruh dari kelompok luar
j. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Jadi pada masyarakat Desa Pulerejo dalam melakp&aypusunan
rencana kebijakan memusatkan segala kegiatanyasaaaldentuk media

yang dikenal dengan rembug desa



2.1.2 Agenda SettingPenetapan Rencana Kebijakan)

Berdasarkan data yang didapat dilapangan maka uptadses
penetapan rencana kebijakan ini di Desa Pulerefahdseperti yang
disampaikan oleh Cobb dan Elder dalam Jones ydadgigikembali oleh
(Widodo, 2007, h.55) menyatakan semua isu yangpaada umumnya
dirasakan oleh masyarakat politik yang patut meatdagerhatian publik
dan isu tersebut memang berada dalam yuridiksi Remgan pemerintah,
atau seperti yang dikatakan oleh Dye dalam (Wid@@®8,7, h.52) bahwa
agenda setting merupakan kegiatan membuat masalblik pnenjadi
masalah kebijakan. Di Desa Pulerejo pada tahamdketii juga sesuai
dengan apa yang berada dalam teori bahwa setetgampgkatan masalah
dalam suatu forum, maka masalah tersebut akan rdilagan menjadi
agenda kebijakan publik.

Pada kondisi yang sebenarnya di lapangan tahapagpamerencana
kebijakan akan disepakati oleh pihak perangkat Desamasyarakat Desa
Pulerejo apabila memenuhi titik temu antara peradint masyarakat
dengan kemampuan Desa untuk mewujudkan keinginasyarekat
tersebut. Latar belakang sumber daya manusia yemgpsterbatas dalam
hal kemampuan akademik menjadi faktor utama di Dagdarejo dalam
ikut serta membentuk karakter masyarakat feodaligwe. Masyarakat
umum sebagashareholderkebijakan hanya sebatas memenuhi undangan
untuk melakukan musyawarah dan biasanya apabilg $akoh sudah
memberikan kata-kata atau saran diakhir penentizanpgnetapan rencana
maka masyarakat umum akan secara berjamaah manyapg yang
menjadi kesepakatan bersama yang pada kenyatadajeh ebersumber
dari ucapan sang tokoh tersebut.

Berdasarkan analisa ini maka peneliti dapat melibawa, fase
agenda settinggebagaimana disebut dalam teori Dye, dalam keaypta
di Desa Pulerejo berarti fase penetapan rencangkab, karena setelah
pengangkatan masalah pada tahap rembug desa makadaktapkan
masalah yang akan menjadi agenda kebijakan di aaisgtaDesa Pulerejo.

Walaupun penetapan ini juga didominasi oleh kekuptaa tokoh panutan



di Desa Pulerejo tersebur namun fase ini tetap aderpagian penting

dalam proses perumusan kebijakan publik di Deser&ol

2.1.3 Policy Problem Formulation(Pengendalian Pelaksanaan
Rencana Kebijakan)

Policy problem formulation menurut Dunn dalam (Widp2007,h.65)
dibedakan dalam empat fase yang saling ketergaatuygitu, pencarian
masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masaah pengendalian
masalah. Maksud dari empat fase Dunn diatas adaliam merumuskan
masalah kebijakan publik diawali dengan pengenaiasalah yang akan
menghasilkan situasi masalah, kemudian pencariaalatamenghasilkan
meta masalah, pendefinisian masalah menghasilkesalatea substantif,
dan kegiatan spesifikasi masalah substantif meilgaasnasalah formal.
Melalui metode seperti ini maka, perumusan masgalg telah dilakukan
dapat dipertanggungjawabkan dan mempunyai resikob@esan yang
minimal karena diantisipasi oleh berbagai altefrsmtiusi yang tersedia.

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan makaelipebisa
menganalisa bahwa tahap ketiga dari fase perunket@jakan publik di
Desa Pulerejo tidak sama dengan tahapan berda®d@nkarena sesuai
dengan Perda Kabupaten Blitar No. 8 Tahun 2006 mgnehap ketiga
dalam perumusan kebijakan desa adalah adanya pElgenpelaksanaan
rencana. Dalam kenyataanya proses pengendaliaan@rkebijakan ini
masih baru dilaksanakan sehingga peneliti belum mmisndalami fase ini.
Namun demikian ketidaksesuaian antara teori depgakiek dilapangan
belum tentu menjamin adanya kesalahan atau jug&nlkebn dalam
pelaksanaanya.

Hal ini maksudnya adalah bahwa selama fase penligmdancana
kebijakan ini dijalankan di Desa Pulerejo yang namgpada Perda No. 8
Tahun 2008 belum menemui masalah atau kendalatibbrsa karena
mayoritas masyarakat Desa Pulerejo yang masih ademgan proses
perumusan kebijakan publik, bisa juga karena maggamenilai fase ini

masih wajar dilakukan karena tidak menyimpang darma dan nilai



adat, atau pula karena masyarakat luas sudah meakilki peran berarti

dalam fase ini, karena semua peran dikejawantakdjaada tokoh desa.

2.1.4 Policy DesigriEvaluasi Rencana Kebijakan)

Evaluasi pelaksanaan rencana kebijakan Desa Rulitaksankan
bersama antara BPD masyarakat dan perangkat devaganmelihat
antara perencanaan di awal dengan hasil pelaksanpakah terjadi
penyimpangan atau tidak. Disini peran BPD adalahjadke mitra bagi
perangkat desa dengan cara memberi masukan dan aara bahkan
teguran apabila memang terdapat penyelewenganspelaan kebijakan
dengan perencanaan diawal. Proses atau fase kedampaierumusan
kebijakan publik ini sangat berbeda dengan fasenkagé dari teori yang
ada.

Sebelum faseolicy designdilaksanakan perlu untuk dialakukan
analisa kebijakan yang menurut Mustofadidjadja maléVidodo,
2007,h.71) adalah :

h) Tahap pengkajian persoalan

i) Penetapan tujuan dan sasaran kebijakan

j) Penyusunan model

k) Perumusan alternatif kebijakan

[) Penentuan kriteria pemilihan alternatif kebijakan
m) Penilaian alternatif kebijakan

n) Perumusan rekomendasi kebijakan

Namun dalam kenyataan dilapangan di Desa Puleaémpan ini
masuk pada fase evaluasi rencana kebijakan. Arnadisigakan sebelum
menentukamolicy desigrtidak secara rinci dilakukan. Masyarakat Desa
Pulerejo lebih memilih proses yang sederhana, cépattidak terlalu
banyak langkah yang diambil. Hal ini terbukti pakasil penelitian
seperti dibahas pada pararaf sebelumnya, bahwdalsetencana
kebijakann ditetapkan maka langsung masuk pada tpbagendalian
rencana kebijakan. Sehingga setelah tahap ketigasse maka langkah
yang diambil adalah evaluasi rencana kebijakan kuntoelihat

melenceng atau tidak rencana kebiajakan sebelurdaggan praktek



dilapangan. Walupun demikian justru langkah yandjkserumit pada
fase evaluasi rencana kebijakan di Desa Pulerefarbterletak pada
teknik formal evaluais akan tetapi lebih kepadatgrgygungjawaban
secara moral, norma dan nilai adat yang terdapaDetia Pulerejo
sendiri.

Artinya bahwa boleh suatu desain kebijakan menddphtingan
dari semua aspek yuridis dan ekonomi politik aleiagi apabila dalam
aspek norma dan nilai adat mendapat pertentangdm rkabijakan
tersebut akan berpeluang mempunyai resistensi daflik terhadap
shareholder (Widodo, 2007, h. 75). Lebih jelasnya adalah bahwa
evaluasi rencana kebijakan di Desa Pulerejo samgatitik beratkan
pada pertimbangan adat istiadat setempat selainper@imbangkan
aspek yuridis konstitusi dan efektif efektivitas.

2.2 Bentuk Feodalisme Jawa Dalam Setiap Fase Psammu

Kebijakan Publik

2.1.1 Problem Identificatio(Penyusunan Rencana Kebijakan)

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat suatu ketaratersendiri dari
sesepuh, orang tua atau pejabat senior dalam hggkuperangkat Desa
dalam mewarnai proses perumusan kebijakan publikeda Pulerejo. Hal
ini didukung dengan posisi sebagian sumber dayausi@riDesa Pulerejo
yang paham dengan pemerintahan desa umumnya ssedi&it dan
pemahaman terhadap perumusan kebijakan publik Ehyayuga sangat
minim sekali.

Para sesepuh atau tokoh tersebut secara strukdap& juga yang
tidak memilki jabatan secara formal akan tetapiuegé&n dari apa yang
dikatakannya memilki pengaruh yang kuat terhadaysg® perumusan
kebijakan yang akan dibahas antara perangkatdiesanasyarakat Desa
Pulerejo. Dalam tahap problem identification atalacth masyarakat Desa
Pulerejo adalah fase penyusunan rencana kebijakanculnya ide atau
masalah yang timbul adalah gambaran dari keingozaa elit atau tokoh

berpengaruh setempat.



Dalam kenyatanya memang masyarakat diberi wadaly Yzas
oleh BPD untuk memberikan saran dan kritik atauirasp untuk
ditampung dan ditindak lanjuti. Akan tetapi padatgsembahasan pada
forum lanjutan, sangat tidak menutup kemungkinamaaakeinginan dan
kemauan elit menjadi lebih mendapat prioritas. Bgam (Islami, 2004,
h.41) memandang dalam elitisme kebijakan tidak menmkan
keinginan rakyat akan tetapi keinginan elit. Begitn yang terdapat di
Desa Pulerejo, bahwa rencana kebijakan yang diateeali pemunculan
masalah sudah diawali dari para elit sebagai ranggsapada masyarakat
tingkat bawah untuk mengeluarkan opini agar menfditu isu yang
kuat. Sehingga elit Desa Pulerejo sudah membdmgderhadap proses
perencanaan kebijakan publik secara halus dan matan

Disinilah letak nuansa konsep feodalisme pada fesencanaan
kebijakan publik di Desa Pulerejo. Praktek feodaésini pada kondisi
masyarakat Desa Pulerejo yang masih dalam masasirdari masyarakat
tradisonal menuju masyarakat demokratis bisa bgudkmegatif tapi juga
bisa berdampak positif. Dampak negatif yang dititklbo adalah
terhambatnya proses pembelajaran demokrasi masydbmsa Pulerejo
mengingat kondisi sumber daya manusia yang adamagh minimum.
Namun akan menjadi positif apabila para pemimpinseDédulerejo
menerapakan feodalisme tersebut pada posisi ygra teelalui pola
kepemimpinan yang sesuai.

Dimana seorang pemimpin akan memahami kapan dian aka
bertindak otoriter kapan bertindak demokratis. Bg@@ pada sebagian
masyarakat tradisional yang ada di Desa Pulgrepblem identification
tidak akan pernah muncul kepermukaan jika bukaa pamerintah yang
menjadikan sebagai masalah karena masyarakat idrzaliscenderung
memegang prinsip kerukunan dan prinsip hormat yaeguntut bahwa
dalam segala bentuk interaksi, konflik terbuka bkadihindari dan
menghormati hubungan hierarkis dalam masyarakegef8y 1996, h.69-
72 ). Jadi peneliti menyimpulkan bahwa konsep fésci® yang hadir

pada faseproblem identificationatau perencanaan kebijakan publik di



Desa Pulerejo memang akan berdampak pada kehaemok&hidupan
masyarakat dan menghindarkan konflik terbuka padayarakat yang

notabene sangat dihindari oleh masyarakat Desadfule

2.1.2 Agenda Settin@enetapan Rencana Kebijakan)

Bentuk Feodalisme Jawa yang muncul pada setiapPfasemusan
Kebijakan Publik di Desa Pulerejo mulai dari talgrencanaan sampai
evaluasi kebijakan adalah munculnya kekuatan eariasig tokoh tertentu
dan peran senioritas dari seorang perangkat ddaan daenyelesaikan
berbagai bidang masalah di desa walaupun sang tw&ohatau pejabat
senior tersebut tidak memilki kompetensi khususmabidang masalah
yang dimaksud, namun kekuatan kharismatik yang dadam diri sang
panutan akan membawa dampak positif tersendiamistialam (Widodo,
2007, h.51) meyatakan masalah publik bisa menjaBamh kebijakan
publik tidak cukup hanya dengan dihayati oleh bamyang sebagai suatu
masalah, tetapi masayarakat harus mempumpgaitical will untuk
memperjuangkan preblema umum tersebut menjadi gmablkebijakan
publik dan ditanggapi positif oleh pembuat kebijkanemasukanya
dalam agenda pemerintah dan mengusahakanya m&afa@ikan publik.
Sehingga tidak semua masalah publik akan menjagindeg kebijakan.
Cobb dan Elder dalam (Islami, 2004, h.86) meneaslahwa masalah
publik tersebut dapat dimasukkan dalam agenda petalerapabila para
pembuat kebijakan menaruh perhatian dan membepleahatian yang
serius serta aktif terhadap masalah publik tersebut

Berkaca dari teori-teori diatas maka peneliti dapenganalisa
hasil temuan di lapangan mengenai nuansa feodaljamg muncul pada
tahap agenda setting atau pada masyarakat DeseejPudzlalah fase
penetapan perencanaan kebijakan. Bahwa prinsipgojawa yang
memegang makna guyub rukun dalam masyarakat dewig&nmenyalahi
posisi sebagai masyarakat biasa pada akhirnya mmleamcu munculnya
fenomena ketokohan atau figur panutan untuk memp@aiimpin. Dengan

sikap masyarakat yang lebih memilih menghindarifldordengan cara



diam dan mewakilkan apa yang menjadi suara hatraga sosok figur
maka sangat wajar bila masalah kebijakan yang ggeirmenjadi agenda
kebijakan sangat sedikit dan membuat roda pembant®esa Pulerejo
berjalan stagnant atau berjalan ditempat walaupun sudah terdapat
pergantian pemimpin desa secara struktural.

Dengan keadaan ini maka fase agenda setting padgarafat
Desa Pulerejo diwarnai oleh nuansa feodalisme ydengan peran para
elit dan sang panutan yang mendominasi dan seakagesampingkan
peran mayarakat luas. Kenyataanya masyarakat jisgantenerima apa
yang menjadi ketetapan antara pemerintah desa wlesigareholder
kebijakan publik. Atas dasar inilah maka keberadeadalisme pada fase
penetapan rencana kebijakan di Desa Pulerejo tenkadhenjadi suatu
masalah yang biasa dipolitisir oleh kebanyakan mraat yang anti
feodalisme. Terlepas dari pro dan kontra pada kormsedalisme maka
peneliti memandang bahwa masyarakat Desa Pulemjalirs yang
menghendaki adanya peran dari sang tokoh untuk lkiepgran yang

lebih dalam fase penetapan rencana kebijakan pdbllesa Pulerejo.

2.1.3 Policy Problem Formulation(Pengendalian Pelaksanaan

Rencana Kebijakan)

Policy problem formulation menurut Dunn dalam (Wddo
2007,h.65) dibedakan dalam empat fase yang saéiteydantungan yaitu,
pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikeasalah, dan
pengendalian masalah. Maksud dari empat fase Diatascadalah dalam
merumuskan masalah kebijakan publik diawali dengangenalan
masalah yang akan menghasilkan situasi masalahydiam pencarian
masalah menghasilkan meta masalah, pendefinisiaalalamenghasilkan
masalah substantif, dan kegiatan spesifikasi masatubstantif
menghasilkan masalah formal.

Namun demikian berdasarkan penelitian dilapangan teperti
diungkapkan diatas tidak terdapat di Desa Puleregse ketiga dalam

proses perumusan kebijakan publik di Desa Pulexégah pengendalian



pelaksanaan rencana kebijakan. Proses ini jugaatkilari nuansa
feodalisme yang masih kental di Desa Pulerejouyaitanya sistem pola
kepemimpinan yangpp down Konsep pengendalian pelaksanaan rencana
kebijakan ini adalah diambil dari Perda KabupatditaB No. 8 tahun
2006. Pengendaian pelaksanaan rencana ini di Déseef® dilaksanakan
oleh BPD sebagai fungsi pengawasan. Dalam setigkd2@maan rencana
BPD memulai dengan mencatat segala program ataat&egyang telah
dilaksanakan ke dalam arsip-arsip atau laporandapdenerintah Desa
Pulerejo tidak memilki referensi mengenai prosesupesan kebijakan
publik sehingga apa yang menjadi aturan dari atésaarti itulah yang
menjadi referensi dalam melaksanakan fase dalaompean kebijakan
publik. Pengendalian rencana kebijakan publik medgag unsur
feodalisme jawa dimana posisi seorang tokoh dagpsésperangkat desa
dalam memberi petunjuk dan masukan sangat kuatbdakan sangat
berpengaruh dalam keberlangsungan proses perumiebgakan publik
Desa Pulerejo. Bisa saja Kepala Desa atau Ketuadk@bD meminta saran
dan masukan dari sesepuh desa yan dianggap mamipk ikut
menyelesaikan masalah desa yang sedang dihadapladtem penyusunan
Peraturan Desa. Sehingga apa yang dikatakan odelpde desa tersebut
merepresentasikan hasil perumusan kebijakan yamo akbuat oleh
perangkat Desa Pulerejo.

Pada giliranya nanti setelah apa yang disarankaim £hng tokoh
panutan kepada pemerintah dan dilaksanakan malsegpmengendalian
pelaksanaan rencana kebijakan di Desa Pulerejo gkga melibatkan
sang tokoh lagi. Sehingga pengendalian pelaksarex@rana kebijakan
publik tersebut sebenarnya adalah pandangan sifibjiskt para tokoh
atau panutan itu sendiri. Proses yang digambarkdendteori menjadi
mentah apabila di sanding bandingkan dengan kesmyayang ada di
lapangan. Karena masyarakat Desa Pulerejo, meamtifk melaksanakan
kegiatan pada fase ketiga adalah fase pengendaiaksanaan rencana
kebijakan yang didalamnya juga terdapat nuansaafsode seperti yang

telah dijelaskan diatas. Secara umum terdapat kesaalam setiap fase



perumusan kebijakan publik di Desa Pulerejo, yalalu hadirnya
nuansa feodalismen yang berasal dari adanya sangapadan sifat figur
ketokohan yang selalu mempunyai peran sentral dplases perumusan
kebijakan walaupun tokoh tersebut tidak memilkg@m struktural namun

memiliki kekuasaan secara spiritual pada masyaia&sa Pulereo.

2.1.4 Policy Design(Evaluasi Rencana Kebijakan)

Dalam (Widodo, 2007, h. 75) dikatakan bahwa boledis desain
kebijakan mendapat dukungan dari semua aspek yuddn ekonomi
politik akan tetapi apabila dalam aspek norma ditai adat mendapat
pertentangan maka kebijakan tersebut akan bergeluaempunyai
resistensi dan konflik terhadapareholder Banyak cara penolakan orang
Jawa terhadap suatu kebijakan yang tidak rasiorelhlm nada-nada
halus namun merupakan penghinaan terhadap sanguperkébijakan,
disampaikan secara santun namun merupakan krjiknfadengan tetap
menjaga keselarasan dan prinsip hormat. Namun da&sih penelitian
dilapangan maka di Desa Pulerejo aspek norma d@an adat serta
dukungan dari semua aspek yuridis dan ekonomi dalaoses evaluasi
rencana kebiajakan juga sangat penting artinya.

Evaluasi pelaksanaan rencana kebijakan Desa Rultitaksankan
bersama antara BPD masyarakat dan perangkat deagamelihat antara
perencanaan di awal dengan hasil pelaksanaan, rapakgadi
penyimpangan atau tidak. Disini peran BPD adalaimjade mitra bagi
perangkat desa dengan cara memberi masukan dam a&@a bahkan
teguran apabila memang terdapat penyelewengansaglain kebijakan
dengan perencanaan diawal.

Oleh karena pemerintahan Desa Pulerejo baru terdbemiaka
pelaksanaan tahap keempat dari rangkaian prosesnBesin Kebijakan
Publik di Desa Pulerejo ini baru dilaksanakan dalaaktu yang relatif
belum lama maka berdasarkan hasil wawancara demgkih ketua BPD
setempat dapat dikatakan belum terdapat data yisagdjadikan ukuran

berhasil atau tidaknya model evaluasi pelaksane@rana kebijakan ini.



Dalam tahap evaluasi rencana kebijakan ini menurasil
penelitian dilapangan terdapat pula nuansa feadaligwa yang hampir
sama dengan yang terdapat pada fase-fase perumkesaifakan
sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari prinsip eist feodalisme Jawa
lebih mengacu kepada suatu sistem yang menitik tkeerakepada
pemenuhan kebutuhan sosial, materi, spiritual, gEepasan pemenuhan
kebutuhan emosional bawahan oleh patron untuk nmrkan loyalitas
penuh karena unsur hutang budi (Santoso, 1993).h.25

Hal ini diperkuat dengan teori bahwa dalam pemahiai
masyarakat Jawa masih memanfaatkan faktor-faktotugp, berbagai hal
yang terkait dengan mistik masih mewarnai tiap @sgsemerintahan dan
bahkan mulai dari setiap perumusan kebijakan pulyldng akan
dihasilkan (Endraswara, 2005, h.43). Dari teorinmaka dapat dianalisa
bahwa evaluasi rencana kebijakan yang dilaksanakaara BPD dan
perangkat desa selalu berjalan harmonis dan cemglesman tidak ada
suatu konflik yang berarti.

Fenomena ini tidak terlepas dari begitu kuatnyagpemh sang
panutan yang selama ini menjadi empu bagi kehidppamerintahan Desa
Pulerejo dan atas dasar segala jasa dan rasa Huwidngdari masyarakat
amak proses evaluasi rencana kebijakan cenderda§g ada masalah
yang dapat menjadi potensi konflk yang kuat untiengganggu
perpecahan dalam masyarakat Desa Pulerejo. Hakhiniyang
menyebabkan mengapa dalam pandangan jawa berlakampgang
menempatkan seseorang pada posisi teratas dalearkigdata kehidupan
bermasyarakat yang mempunyai kekuasaan bersifaodrdii (Suseno,
1996, h.111), sehingga walaupun terdapat kemelDeda Pulerejo dalam
proses perumusan kebijakan publik, akan selalu tdppdam dengan
sendirinya terlebih lagi setelah adanya fase esaltencana kebijakan,
seakan masalah, kemelut dan konflik menjadi cpa ldengan sendirinya,
suro diro jayadiningrat lebur dening pangastusiegala kesalahan dan

dendam kesumat akan melebur dalam pengampunan.



3. Penerapan Feodalisme Jawa dalam Proses Perumos&ebijakan
Oleh Para Shareholder di Desa Pulerejo
3.1 Pola Kepemimpinan pada Masyarakat Desa Puldegjd®eran Serta
Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik
Menurut Hersey, Blanchard dan Natemeyer terdapdturingan
yang jelas antara level kematangan orang-orang adan kelompok
dengan jenis sumber kuasa yang memiliki kemungkipalng tinggi
untuk menimbulkan kepatuhan pada orang-orang tetsefal ini sangat
terkait juga dengan pola kepemimpinan dalam makgafaesa Pulerejo
sendiri. Kepemimpinan situational memandang kenga@an sebagai
kemampuan dan kemauan orang-orang atau kelompak umemikul
tanggungjawab mengarahkan perilaku mereka sendifand situasi
tertentu. Maka, perlu ditekankan kembali bahwa kengan bawahan
merupakan konsep yang berkaitan dengan tugasttedan bergantung
pada hal-hal yang ingin dicapai pemimpin. Seoraemippin harus
memahami kematangan bawahannya sehingga dia aensilah dalam
menerapkan gaya kepemimpinan
Pola kepemimpinan memang erat kaitanya dengan model
Feodalisme Jawa yang berkembang dalam pemerintismn Dalam hal
ini di Desa Pulerejo memilki pola kepemimpinan tntliterapkan pada
masyarakatnya dalam menjalankan roda pemerintahdola
kepemimpinan yang dimaksud adalah kepemimpinaasdoal (Hersey,
Blanchard dan Natemeyer) yaitu, kepemimpinan yaitgsdrkan atas

hubungan saling mempengaruhi antara;

1. Tingkat bimbingan dan arahan yang diberikan pgim
(prilaku tugas)

2. Tingkat dukungan sosioemosional yang disajik@mimpin
(prilaku hubungan)

3. Tingkat kesiapan yang diperlihatkan bawahan mndala
melaksanakan tugas, fungsi atau tujuan tertentungkangan
bawahan).

Dalam konteks perumusan kebijakan publik peran pgnm desa

menjadi sangat sentral untuk menentukan atau meribasuatu



keputusan. Begitupun juga dengan bentuk dan pemsyarakat dalam
proses perumusann kebijakan publik pemerintah Peserejo. Beberapa
perangkat desa belum tentu mengetahui alur jalgmgaes perumusan
kebijakan atau implementasi kebijakanya. Dengand&aa seperti ini
justru terdapat individu diluar struktur pemerirdah yang memilki

kekuatan untuk mengendalikan segala sesuatu denuaEa-pola

kepemimpinan kharismatik yang identik dengan pemmmpawa yang

feodal.

Semua bukti seperti yang telah dijelaskan diatk tdiakui oleh

Anderson dalam (Endraswara, 2005, h.44) yang naskeh bahwa
kekuasaan dalam pola pikir budaya Jawa berbedaadepgla yang

berkembang di Barat. Ciri-ciri kekuasaan di Janalatd:

1. Kekuasaan adalah konkret, artinya bahwa kekuadaaadalah
bentuk realita seperti kekuatan yang ada pada kaiy besar,
pohon besar, dan sebagainya.

2. Kekuasaan adalah homogen, artinya bahwa kekuagatéahasama
sumbernya.

3. Kekuasaan di alam jagad raya selalu sama jumlaAyi@nya
bahwa alam semesta tidak bertambah luas dan tidetantbah
sempit sehingga dapat dikatakan bahwa kekuasaama pad
masyarakat Jawa sangat terkait dengan kon&egekten
kadigdayankesaktian).

Analisa pola kepemimpinan di Desa Pulerejo menymeneliti

dapat dijelaskan dalam beberapa kategori yaitu :

3.1.1 Pola Kepemimpinan Perangkat Desa

Perangkat Desa Pulerejo dalam konteks ini adalahgse fungsi
eksekutif yang menjalankan pemerintahan di Desar&jol dikepalai oleh
seorang Kepala Desa, dibantu oleh Sekretaris DasaKepala Dusun
menjalankan pemerintahan sebagaimana yang diatamd&eraturan
Daerah Kabupaten Blitar No. 8 Tahun 2007.

Secara konstitusi peran, tugas dan wewenang perardgsa
dalam hal ini adalah eksekutif memang secara dettah dijelaskan
dalam Perda kabupaten Blitar No. 8 Tahun 2006, nadamikian yang



terjadi di lapangan sesuai dengan hasil penelda@alah bahwa Kepala
Desa atau eksekutif hanya sebagai figur pimpingndan bukan sebagai
pemimpin yang panutan dari masyarakat Desa Pulerarena
masyarakat belum merasakan suatu pola kepemimpmag secara
adikodrati dapat diterima oleh masyarakat desaet@biasa masyarakat
menganggap bahwa seorang pemimpin didesa begityaibagnsudah
dapat dirasakan aura-aura kepemimpinannya. Bagnkafaktor genetis,
kharismatik, materi atau tekanan-tekanan yang nisblean masyarakat
mengakui keberadaan kepemimpinan di Desa Pulerejeliut.

Pola kepemimpinan yang terdapat pada perangkat oesah
sangat menganut konsdpp down dimana bawahan akan bergerak
apabila terdapat komando dari atasan. Atasan yangkdud bisa dari
dalam struktur maupun dari luar struktur perangtesa. Sekali lagi
ditegaskan bahwa masyarakat cenderung mengikuti tateduk kepada
figur panutan yang memilki kemampuan memipin karekdor tertentu.
Sehingga peneliti dapat menganalisa bahwa polankieg@nan di Desa
Pulerejo bisa disebut sebagai pola kepemimpinam yfandal, karena
pengakuan terhadap kekuasaan tokoh tertentu maspgermgaruh kuat

dalam mengatur kehidupan desa.

3.1.2 Pola Kepemimpinan Lembaga Pengelola PembangDesa

(LPPD)

Peran dan fungsi LPPD Desa Pulerejo lebih cendekepada
peran sosialisasi dan distribusi pelaksanaan Ketjaesa karena LPPD
adalah sebagai kepanjangan tangan dari pemerirggaa dalam hal
pembangunan. Hal ini sangat ironi sekali karenakataya pengurus dan
anggota LPPD seharusnya berasal dari perwakilgatigp dusun yang
dianggap mengerti dengan keadaan dan kebutuhan dussing-masing.
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersehtasdmaka peneliti
dapat menganalisa sebagai berikut. Bahwa fungsiDLB&bagai salah
satu shareholderkebijakan publik di Desa Pulerejo tidak bisa Hana

sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh tatinya pengurus



LPPD yang representatif untuk masing-masing dublamya terdapat 1
orang wakil dari Dusun Miribanteng yang duduk dalafPPD yang
itupun juga tidak memahami kinerja LPPD sendiri dasih memerlukan

saran dan masukan dari para tokoh Desa Pulerejo.

3.1.3 Pola Kepemimpinan Badan Permusyawaratan DBB®)

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil peaelitilapangan
maka peneliti dapat menganalisa pola kepemimpindD Bdalam
kehidupan masyarakat Desa Pulerejo. Kepemimpina® Bfélalah
terbuka dan demokratis, hal ini dibuktikan dengangakuan dari wakil
ketua BPD Pulerejo bahwa khusunya pengurus BPDgenengadakan
pertemuan-pertemuan untuk membahas keluhan, asgaaskeinginan
masyarakat Desa Pulerejo. Namun demikian BPD nkasdng pro aktiv
dalam menyikapi fenomena yang berkembang di maksyarearena,
BPD sifathya menerima laporan dari masyarakat desm alitindak
lanjuti kemudian setelah terdapat laporan yangsjelBPD belum
menerapkan polgmput bolayaitu menjaring aspirasi masyarakat tidak
dengan menunggu tapi dengan mengeksporasi aspiagyiarakat secara
aktiv dan tidak menunggu. Walaupun demikian BPD da@atkan
apresiasi yang bagus dari masyarakat karena maaydebih senang
dengan kinerja BPD yang sudah bersedia menyampagsgpirasi
masyarakat pada forum-forum desa. Hal ini bisadedkarena pengurus
BPD rata-rata merupakan kumpulan individu yang rkasada kategori
tokoh desa dan golongan terpelajar. Sehinggapkiayang digunakan
adalah pola pikir kritis dan menghendaki perubalpang positif pada
lingkungan Desa Pulerejo.

Hal ini menimbulkan pola kepemimpinan situasioredig institusi
BPD Pulerejo yang melihat demokrasi bukan beragtiupahan dan
kebebasan mutlak akan tetapi juga memperhatikaassitian lingkungan
untuk menerapkan model kepemimpinan seperti apag yakan
dilaksanakan di Desa Pulerejo dengan berbagangetigan. Model ini

sesuai dengan Teori Kepemimpinan Situational yangmamdang



kematangan sebagai kemampuan dan kemauan orang-atu
kelompok untuk memikul tanggungjawab mengarahkaiige mereka
sendiri dalam situasi tertentu. Tingkat kematangmmy dimaksud adalah

sebagai berikut:

1. Tingkat kematangan (Tidak mampu dan tidak inginkangaya
kepemimpinan yang diterapkan pemimpin untuk memmpi
bawahan seperti ini adalah Gaykelling , yaitu dengan
memberitahukan, menunjukkan, mengistruksikan secara
spesifik.

2. Tingkat kematangan (tidak mampu tetapi mau), untuk
menghadapi bawahan seperti ini maka gaya yangaghkan
adalah Gaya Selling/Coaching yaitu dengan Menjual,
Menjelaskan, Memperjelas, Membujuk.

3. Tingkat kematangan (ragu-ragu) maka gaya pemimpgingy
tepat untuk bawahan seperti ini adalah Gaya Raati§i yaitu
Saling bertukar ide dan memberi kesempatan untuk
mengambil keputusan.

4. Tingkat kematangan (Mampu dan Mau) maka gaya
kepemimpinan yang tepat adalBlelegating mendelegasikan
tugas dan wewenang dengan menerapkan sistem kgatigl
baik. (http://edymartin.wordpress.com)

Keadaan masyarakat Desa Pulerejo yang masuk pad&atti
kematangan yang transisi merupakan tingkat kematarrggu-ragu.
Sehingga BPD mangambil langkah kepemimpinan ppas#i, dimana
masyarakat diberi kesempatan yang luas untuk mekalpesaran, kritik
dan masukan mengenai kemajuan Desa Pulerejo dan &&iD
menindak lanjuti masukan masyarakat Desa Pulesggelbut bersama

dengan perangkat desa pada forum-forum desa.

3.1.4 Pola Kepemimpinan dan Peran Tokoh Masyaralkdam

Perumusan Kebijakan Publik di Desa Pulerejo

Tokoh masyarakat dalam menerapkan feodalisme paga proses
perumusan kebijakan publik di Desa Pulerejo cendgkepada wilayah
kebiasaan adat-istiadat yang berlaku di Desa Halesecara turun
temurun, norma-norma adat atau daerah, tata kraanaaturan yang

tidak tertulis lainya. Hal ini disebabkan karena g@ang dikatakan oleh



tokoh atau sesepuh desa dan tokoh agama biasamypaken hal yang
terkait dengan mitos dan kepercayaan yang sud&gyalng secara turun
menurun. Selama apa yang menjadi kebaikan pemerddsa tersebut
tidak melanggar ketentuan adat maka sebuah kemisoaypahwa
kebijakan tersebut akan dapat berjalan dengan thapabatan. Sus
Mujiono sebagai Kaur Umum Desa Pulerejo dan judmga pemuda
Desa Pulerejo, memandang bahwa peran tokoh masyaakk dari

golongan agama, golongan sesepuh maupun tokoh peseundua peran
mereka adalah sebagai faktor pendukung pelaks&eagatan lapangan.

Dalam kasus Desa Pulerejo ini memasigreholderperumusan
kebijakan yang salah satunya adalah dari tokoh anakst dan tokoh
masyarakat ini bisa dari beberapa unsur yaitu, tokgama, tokoh
spiritual atau kepercayaan, tokoh pengusaha daepusks mantan
perangkat desa. Semwshareholderini mempunyai fungsi dan peran
masing-masing di Desa Pulerejo secara tidak tertdin senantiasa
dijalankan secara turun temurun.

Pada dasarnya pola kepemimpinan di Desa Puleregasarkan
hasil penelitian dan data yang diperoleh dilapanganunjukkan bahwa
kepemimpinan di Desa Pulerejo belum tentu siapag yarenjadi
pimpinan di Desa Pulerejo tersebut. Pola kepemiampibesa Pulerejo
adalah transisi menuju pola kepemimpinan era redsrmyang
mengedepankan demokrasi namun masih dalam tahamavdan upaya
menuju pada suatu titik harmonis dalam masyarakedaDPulerejo.
Dimana titik harmonis antara pemerintah dan maggrapabila : (1)
pemegang tata pemerintahan seharusnya betindak pamprih, (2) jika
terdapat permasalahan tidak diselesaikan dengan kekerasan atau
konflik fisik, (3) penyelesaian konflik dilakukarsara adil, (4) bersikap
netral apabila menjadi penengah dalam konflik (Bsdhara, 2005, 45-
46). Tapi hal ini belum bisa dilaksanakan secatar@ karena memang
persedaan persepsi mengenai feodalisme dan polmkepinan di
Desa Pulerejo masih heterogen, antara kaum tu&alan muda masih

sering berselisih pendapat, walaupun tidak samgg@di konflik yang



frontal namun pertentangan secara moral begitsdedaDesa Pulerejo
antara kelompok tertentu yang memilki perbedaandapeat atau

persepsi mengenai pola kepemimpinan yang seharuditgrapkan di

Desa Pulerejo.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan apa yang telah dibahas oleh perdlitagpab sebelumnya mak

sesuai dengan judul yang diangkat yaiti Feodalisla@a Dalam Perumusan

Kebijakan Publik, maka dapat ditarik kesimpulanaggihman berikut :
1. Persepsi masayarakat Desa Pulerejo mengenai feoéajawa dalam
perumusan kebijakan publik dipandang sebagai kadmslama yang
sebenarnya tidak tepat apabila diterapkan dalaseprpermusan kebijakan
publik secara penuh. Artinya terdapat wilayah-whilyaertentu yang
memungkinkan diterapkanya feodalisme jawa dalammpesan kebijakan
publik namun harus melihat konteks, situasi dandisitrmasalah. Praktek
feodalisme dipandang sebagai tindakan semacam -mafia kebijakan
yang mengatasnamakan senioritas, adat-istiadap@aghormatan terhadap
sosok figur tertentu. Sehingga arah perumusan ddeimj publik di Desa
Pulerejo masih sangat dipengaruhi oleh kekuatankeétsmpok atau figur
berpengaruh baik di dalam atau diluar struktur perteh desa.
2. Tahapan perumusan kebijakan publik di Desa Pulesegara konstitutif
mengikuti tata cara perencanaan kebijakan desa tgadgpat dalam Perda
kabupaten Blitar No 8 tahun 2006 yang terdiri daeirencanaan kebijakan,
penetapan rencana kebijakan, pengendaian pelaksagacana kebijakan
dan evaluasi renacana kebijakan. Dalam keempap tgphiag ada tersebut
maka tahap pengendalian rencana kebijakan danasvakncana kebijakan
publik yang mengalami kesulitan dalam pelaksanadayana kurangnya
pengetahuan yang cukup dahareholder kebijakan di Desa Pulerejo
mengenai proses perumusan kebijakan publik kalatgraapat orang yang
mempunyai kemampuan itu karena faktor senioritaskédokohan di Desa
Pulerejo.
3. PeranShareholdemperumusan kebijakan publik di Desa Pulerejo dalam
menempatakan feodalisme pada posisi yang tepaksditakan dengan

melihat konteks, situasi dan kondisi yang ada padsalah yang akan



dirumuskan sebagai kebijakan publik. Apabila memarggsalah tersebut
memang layak untuk di publikasikan maka akan digablkan dan apabila
tidak layak dipublikasikan maka juga akan dijadilsmtbagai masalah yang
tidak perlu melibatkan partisipasi masyarakat daf@rumusanya, artinya
komando dari atas atau dari sosok tokoh menjadjadadmerpengaruh dan

tidak perlu lagi dibahas dalam forum resmi di Desa.

B. Saran
Dari apa yang telah disimpulkan oleh peneliti diatdalam maslah

Feodalisme Jawa Dalam perumusan Kebijakan Pubklkanpeneliti mempunyai

saran sebagai berikut:
1. Masyarakat Desa Pulerejo perlu untuk lebih memahkagi makna
feodalisme jawa dalam konteks perumusan kebijakabiikp tidak harus
menyeragamkan persepsi dan menutup perbedaan eakan dengan
pemahaman yang benar dan mempunyai alasan yaegraka akan timbul
kearifan dan kebijakasanaan dalam memaknai fesydalijawa dalam
konteks perumusan kebijakan publik dan pada akairkgnflik-konflik
horisontal maupun vertikal yang saat ini seakan auen akan berubah
menjadi kesepahaman sebagai masyarakat desa yymg ikun dan tidak
perlu lagi terbawa dalam arus perubahan yang matkas
2. Perangkat Desa Pulerejo hendaknya tidak hanya jaekakan karena
latar belakang ketokohan, senioritas dan kemamgaasmatis namun juga
perlu memperhatikan profesionalisme kerja namuaktisiengesampingkan
makna budaya daerah dengan menghormati adat-istyaofey ada pada
Desa Pulerejo Sendiri dalam hal ini adalah padeenjen perumusan
kebijakan publik. Agar apa yang akan dihasilkanhofgerangkat desa
memang merupakan kebutuhan dari masyarakat darana&sy yang selalu
memandang tokoh baik dari perangkat desa maupumr-unsur panutan
lain dapat mengikuti bukan lantaran takut atauktidéiu tapi karena benar.
3. Para shareholder kebijakan publik di Desa Pulerejo perlu lebih
memahami apa yang telah dikerjakan dan apa yany dikarjakan dalam

konteks perumusan kebijakan publik di Desa Puleigsadaran atas posisi



sebagaishareholder perumusan kebijakan di Desa Pulerejo merupakan
modal penting untuk keberlangsungan dinamika petaran Desa
Pulerejo sendiriShareholdeperumusan kebijakan publik merupakan wakil
masyarakat yang diharapkan mampu memberikan pelayadan
memberikan yang terbaik bagi masyarakat agar Iebjahtera, maju dan
tidak kehilangan identitas daerah lokal dengan laedeearifan dan

kebijaksanaan, kebersahajaan sebagai Desa Pulerejo.
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